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Kebutuhan daging ayam di Indonesia cenderung meningkat tiap 
tahun. Hal ini berpotensi memunculkan Rumah Potong Ayam (RPA) 
baru terutama RPA kecil dan menengah khususnya di Blitar Raya. 
Selaras dengan pemberlakuan Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, maka daging 
ayam yang beredar di masyarakat wajib memiliki sertifikat halal. 
Daging ayam yang beredar di masyarakat banyak yang belum 
bersertifikat halal karena banyak RPA belum memenuhi standar 
pengajuan sertifikasi. Tujuan penelitian ini adalah mengembangan 
strategi yang sesuai dalam penerapan SJH sehingga membantu pihak-
pihak terkait dalam usaha percepatan implementasi sistem jaminan 
halal sehingga RPA. 
Penelitian ini dilakukan di RPA di Blitar raya, Dinas Peternakan 
Kota dan Kabupaten Blitar, MUI Kota Blitar, dan Universitas Brawijaya 
Malang pada bulan April - Oktober 2020. Responden penelitian ini 
adalah 3 pemilik RPA, 2 orang dari Dinas Peternakan Kabupaten dan 
Kota Blitar, 1 orang dari MUI Kota Blitar, dan 1 orang akademisi. 
Pengumpulan data berupa penyebaran kuesioner dan wawancara. 
Metode pengolahan dan analisis data menggunakan analisis Strenght, 
Weakness, Opportunity, Threats (SWOT) dan Fuzzy Analytical 
Network Process (FANP). 
Hasil analisis SWOT menunjukkan total skor dari matriks IFE 3.10, 
matriks EFE 2,86, Matriks Internal-Eksternal menunjukkan posisi RPA 
di sel ke IV yaitu memiliki kemampuan internal kuat dan eksternal 
menengah atau tumbuh dan berkembang dengan strategi yang sesuai 
untuk diterapkan adalah penetrasi pasar, pengembangan pasar, dan 
pengembangan produk. Prioritas pertama alternatif strategi masing-
masing aktor adalah Pembentukan tim manajemen halal internal, 
pendampingan proses persiapan implementasi SJH oleh Dinas terkait 
maupun akademisi, pengawasan regulasi halal pada RPA serta 
mengadakan riset dan penelitian pada SJH.  
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The need for chicken meat in Indonesia tends to increase every 
year. This has the potential to create new Chicken Slaughterhouses 
(RPAs), especially small and medium-sized RPAs, especially in Blitar 
Raya. In line with the enactment of the Law of the Republic of 
Indonesia Number 33 of 2014 concerning Guaranteed Halal Products, 
chicken meat circulating in the community must have a halal certificate. 
Many chicken meat circulating in the community are not halal certified 
because many RPAs have not met the standards for applying for 
certification. The purpose of this study is to develop an appropriate 
strategy in the implementation of HAS so as to assist related parties in 
the effort to accelerate the implementation of the halal assurance 
system so that the RPA. 
This research was conducted at the RPA in Blitar Raya, the 
Livestock Service Office of the City and Blitar Regency, the MUI in the 
City of Blitar, and the University of Brawijaya in Malang in April - 
October 2020. The respondents of this study were 3 owners of the 
RPA, 2 people from the Livestock Service Office of the Regency and 
City of Blitar, 1 person from MUI Blitar City, and 1 academician. Data 
collection in the form of distributing questionnaires and interviews. 
Methods of processing and analyzing data using Strenght, Weakness, 
Opportunity, Threats (SWOT) analysis and Fuzzy Analytical Network 
Process (FANP). 
The results of the SWOT analysis show that the total score of the 
IFE matrix is 3.10, the EFE matrix is 2.86, the Internal-External Matrix 
shows the position of the RPA in the fourth cell, which has strong 
internal and external capabilities medium or grows and develops with 
the appropriate strategy to be applied is penetration. The first priority 
alternative strategy for each actor is the formation of an internal halal 
management team, assistance in the preparation process for the 
implementation of SJH by relevant agencies and academics, 
supervision of halal regulations at RPA and conducting research and 
research on HAS. 
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1.1 Latar Belakang 
Saat ini, kebutuhan daging ayam di Indonesia cenderung 
meningkat tiap tahun.  Berdasarkan Pusat data dan Informasi 
Pertanian (2019) pada tahun 2016-2019, permintaan daging 
ayam cenderung meningkat dengan rata-rata 1,56% ton per 
tahun atau sebesar 4,69 kg/Kapital/Tahun, sehingga pada tahun 
2019 mencapai 1,30 juta ton. Hal tersebut terjadi seiring 
peningkatan jumlah penduduk dan pendapatan perkapita 
(Etikaningrum, 2017). Pernyataan ini dibuktikan dengan jumlah 
konsumsi ayam pedaging tahun 2011 sebanyak 3,65 
Kg/Kapita/Tahun dan pada tahun 2015 meningkat menjadi 4,00 
Kg/Kapita/Tahun. Adapun jumlah produksi ayam pedaging di 
Indonesia, terutama di Jawa Timur pada tahun 2018 sebanyak 
277,7  juta kg sedang jumlah penduduk Indonesia pada tahun 
2018 mencapai lebih dari 265 juta jiwa (BPS, 2019). 
Berdasarkan data tersebut, tentu perusahaan yang 
memproduksi daging ayam berupaya memenuhi kebutuhan 
konsumen. 
Lonjakan permintaan daging ayam di Indonesia 
menyebabkan bermunculan Rumah Potong Ayam (RPA) baru 
terutama RPA kecil dan menengah. Masalah selanjutnya yakni 
pemahaman produsen atau pelaku usaha RPA terhadap 
regulasi sertifikasi halal masih terbatas serta masih banyaknya 
RPA yang belum memenuhi standar sehingga tidak dapat 
mengajukan sertifikasi. Hal ini dikarenakan RPA skala kecil dan 
menengah di Blitar Raya masih sangat konvensional dalam 
melakukan aktivitas pemotongan dengan peralatan dan fasilitas 
relatif sederhana selain itu juga RPA skala kecil dan menengah 
juga tidak memiliki standar operasional yang jelas dibandingkan 
dengan RPA skala besar. Menurut data Dinas peternakan dan 
perikanan Kabupaten Blitar, terdapat 2 RPA sementara di Kota 
Blitar menurut DiInas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota 
Blitar terdapat 1 RPA yang aktif. Disisi lain jumlah konsumsi 
ayam pedaging kabupaten Blitar menurut Badan Pusat Statistik 
tahun 2018 sebesar 5.566.800 dan tahun 2019 sebesar 
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14.526.988, sementara kota Blitar tahun 2018 sebesar 444.517 
dan tahun 2019 sebesar 768.754. Jumlahnya cenderung 
meningkat yang berarti pula tiap tahunnya potensi 
bertambahnya jumlah RPA di Blitar raya juga semakin tinggi. 
Serangkaian permasalahan di atas menyebabkan produsen 
makanan halal yang sudah bersertifkat halal kesulitan mencari 
bahan baku untuk produk mereka dengan harga yang bersaing. 
Mengingat salah satu syarat bagi produk yang dapat di 
sertifikasi halal  yaitu bahan bakunya harus pula bersertifikasi 
halal. 
Menurut Surat Keputusan Menteri Pertanian 
No.13/Permentan/ OT.140/1/2010, tentang syarat-syarat 
pemotongan hewan disebutkan bahwa syarat-syarat umum 
rumah potong hewan mencangkup Persyaratan RPH; 
Persyaratan UPD; Persyaratan Higiene-sanitasi; Pengawasan 
Kesehatan Masyarakat Veteriner; Izin RPH, Izin dan Jenis 
Usaha Usaha Pemotongan Hewan; Sumber Daya Manusia; 
Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup. Kementerian 
Agama Republik Indonesia pada tahun 2016 menyebutkan 
bahwa rerata indeks pemahaman pelaku usaha di Indonesia 
terhadap regulasi jaminan produk halal masih rendah yaitu 
31,81. Tingkat pengetahuan yang cukup rendah ini diakibatkan 
masih belum meratanya sosialisasi terhadap regulasi terkait 
Sistem Jaminan Halal.  
Di Indonesia regulasi bagi pelaku usaha dalam kegiatan jual 
beli dan produksi sesuai syariat Islam diatur dalam Undang 
undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal 
(JPH). Peraturan untuk dokumentasi persyaratan sertifikasi halal 
LPPOM MUI diatur dalam HAS (Halal Assurance System) 
23000 terdiri dari kriteria sistem jaminan halal serta kebijakan 
dan prosedur sistem jaminan halal. HAS 23103 tentang 
pedoman pemenuhan kriteria sistem jaminan halal di RPH. HAS 
23201 tentang persyaratan bahan pangan halal. Dokumen 
standar HAS dari LPPOM MUI diperkuat dengan SNI 99001 : 
2016 tentang sistem manajemen halal serta SNI 99002 : 2016 
tentang pemotongan halal pada unggas. Peraturan diatas 
merupakan tindak lanjut dari peraturan  NKV ( Nomor Kontrol 
Veteriner) yang merupakan sertifikat sebagai bukti tertulis yang 
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sah telah dipenuhinya persyaratan hygiene sanitasi sebagai 
kelayakan dasar jaminan keamanan pangan asal hewan pada 
unit usaha pangan asal hewan (Permentan Nomor 
381/Kpts/OT.140/10/200765). 
Permasalahan kehalalan ini penting diperhatikan mengingat 
Indonesia merupakan negara muslim terbesar di dunia dengan 
dengan  lebih  dari  200  juta  (80,2%)  penduduk  menganut  
agama  Islam, dapat  dikatakan  Indonesia  adalah  pasar  yang  
potensial  bagi  produk  halal (Endah, 2014). Masalah terkait 
prosedur ini membuat rumah potong ayam khususnya skala 
kecil dan menengah tidak dapat dijamin keamanan dan 
kehalalan produk mereka dikarenakan standar operasional yang 
kurang spesifik. Maka dari itu, perlu dilakukan kegiatan untuk 
mengelola dan merincikan prosedur yang ada menjadi sebuah 
regulasi terpadu sebagai rujukan bagi pelaku usaha terkait. 
Bedasarkan permasalahan yang ada, dirasa perlu strategi yang 
sesuai untuk menjalankan Sistem Jaminan Halal (SJH). 
Pengembangan strategi yang sesuai dalam penerapan sistem 
jaminan halal dapat membantu pihak-pihak terkait dalam usaha 
percepatan implementasi sistem jaminan halal sehingga rumah 
potong ayam yang ada dapat terjamin kehalalannya. 
Salah satu metode yang dapat digunakan untuk 
megoptimalkan strategi implementasi sistem jaminan halal yaitu  
analisis kualitatif deskriptif dengan metode analisis Strengh, 
Weakness, Opportunity, Threat (SWOT), dan dilengkapi dengan 
analisis kuantitatif dengan Fuzzy Analytical Network Process 
(ANP). Analisis SWOT merupakan upaya dalam mengenali 
kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang menentukan 
performa perusahaan. Informasi eksternal  mengenai peluang  
dan  ancaman  dapat diperoleh dari banyak sumber termasuk 
pelanggan, dokumen pemerintah, pemasok, rekan  
diperusahaan  lain. Banyak perusahaan  menggunakan  jasa  
lembaga pemindaian  untuk  memperoleh  keliping  surat kabar,  
riset  di  internet,  dan  analisis  tren-tren domestic dan global 
yang relevan (Draft, 2010). Tujuan digunakan analisis SWOT 
yaitu untuk membuat alternatif strategi pengembangan SJH, 
membentuk alternatif strategi pengembangan SJH bagi RPA 
untuk dengan melihat unsur-unsur internal, yaitu kekuatan 
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(strength) dan kelemahan (weakness), serta melihat unsur 
unsur eksternal, yaitu peluang (opportunity) dan ancaman 
(threath) (Sari, 2014). Terdapat beberapa   jenis   analisis lain   
yang dapat digunakan antaranya ada ISO, Balance Score Card 
dan lain sebagainya.   Tetapi, analisis SWOT paling sering dan 
paling sesuai digunakan dalam evaluasi bisnis    untuk mencari 
strategi yang akan dilakukan. Analisis SWOT juga memiliki 
banyak keunggulan yaitu caranya relatif sederhana dengan 
analisis SWOT maka dapat   diketahui situasi RPA dengan cara 
mengidentifikasi faktor eksternal   dan faktor internal yang dapat 
mempengaruhinya. Caranya adalah dengan menganalisis 
peluang dan kekuatan yang dimiliki untuk digunakan dalam 
penentuan rencana masa depan dan mengatasi kelemahan dan 
ancaman yang ada dalam perusahaan dengan cara rencana   
perbaikan yang akan dilakukan. Analisis SWOT merupakan 
suatu identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk 
merumuskan strategi perusahaan (Rangkuti, 2006). 
Menurut Hariyanto (2019), ANP adalah salah satu metode 
yang mampu mempresentasikan tingkat kepentingan berbagi 
pihak dengan mempertimbangkan saling keterkaitan antara 
kriteria dan sub kriteria. Kelebihan dari metode ANP ini adalah 
mampu menjelaskan hubungan antar kiteria dengan subkriteria 
dan menjelaskan antar keterkaitannya dalam pengambilan 
suatu keputusan (Rusydiana, 2013). Metode ini juga mampu 
memberikan umpan balik antar kriteria serta pendekatannya 
yang lebih akurat untuk lingkungan model yang lebih kompleks 
(Alfian et al, 2013). Kelebihan ANP dari metode yang lain  
adalah kesederhanaan konsep yang ditawarkan. Menurut   
Saaty (Tanjung dan Devi, 2013) dari kesederhanaan metodenya 
membuat ANP menjadi metode yang lebih umum dan lebih 
mudah diaplikasikan untuk studi kualitatif yang beragam,  
seperti pengambilan keputusan, peramalan (forecasting),  
evaluasi,  pemetaan  (mapping), strategizing,  alokasi  sumber 
daya dan lain sebagainya. Fuzzy ANP adalah metode yang 
mengintegrasikan metode fuzzy dengan ANP. ANP sangat 
sesuai untuk kondisi yang sangat banyak ketergantungan terjadi 
dalam pengambilan keputusan. Hasil dari dari FANP inilah yang 
akan menjadi alternatif solusi yang akan diimplementasikan 
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dalam percepatan implementasi sistem jaminan halal Rumah 
Potong Ayam (RPA) skala kecil dan menengah yang ada di 
Blitar Raya. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian yang ada, maka rumusan masalah yang 
akan dikaji diantaranya : 
1. Mengetahui bagaimana kondisi fisik dan non fisik Rumah 
Potong Ayam (RPA) di Blitar Raya? 
2. Kriteria apa saja yang dibutuhkan dalam memformulasikan 
strategi implementasi Sistem Jaminan Halal di RPA? 
3. Bagaimana strategi pengembangan yang sesuai untuk 
percepatan implementasi Sistem Jaminan Halal (SJH) di 
RPA di Blitar Raya? 
 
1.3 Tujuan 
Tujuan dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah 
yaitu : 
1. Mendeskripsikan kondisi fisik dan non fisik Rumah Potong 
Ayam (RPA) di Blitar Raya 
2. Mengidentifikasi kriteria yang dibutuhkan dalam  
pembangunan strategi implementasi Sistem Jaminan Halal 
di RPA 
3. Merumuskan bagaimana strategi pengembangan yang 
sesuai untuk percepatan implementasi Sistem Jaminan 
Halal (SJH) di usaha RPA di Blitar Raya 
 
1.4 Manfaat Penelitian 
Diharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan 
kontribusi dan manfaat bagi pihak – pihak terkait, diantaranya : 
1. Bagi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar dan 
Kota Blitar sebagai bahan pertimbangan dalam 
pengembangan strategi pengelolaan rumah potong ayam 
(RPA) dengan sertifikasi halal di lingkup Blitar Raya. 
2. Bagi para pengusaha rumah potong ayam (RPA), sebagai 
informasi mengenai regulasi halal sehingga dapat 




3. Bagi pembaca, sebagai informasi mengenai regulasi halal 
khususnya di industri rumah potong ayam agar dapat 







2.1 Pangan Halal 
Makanan halal merupakan makanan yang baik (thayyib) dan 
memberikan kebaikan (tayyibat), bagi terwujudnya maqasid al 
syari’ah. Makanan halal yang baik dan memberikan kebaikan 
bagi peningkatan kualitas (tidak mengacaukan apalagi merusak) 
(Zulham, 2018). Menurut PP no 69 tahun 1999 Pasal 1 
dinyatakan, panganan halal merupakan pangan yang tidak 
mengandung bahan atau unsur yang haram atau dilarang untuk 
dikonsumsi umat muslim. Hal tersebut termasuk bahan baku 
pangan, bahan penolong  dan bahan pembantu lainnya 
termasuk bahan pangan yang diolah melalui proses rekayasa 
genetika dan radiasi pangan serta yang pengelolaannya 
dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum Agama Islam.  
Produk pangan yang diproduksi untuk konsumen muslim 
harus dapat memenuhi kriteria halal. Kriteria ini termasuk sifat, 
asal, serta metode pengolahan makanan produk. Sebuah 
produk makanan didefinisikan sebagai makanan yang 
diproduksi sesuai dengan hukum Islam. Hukum makanan halal 
ini yang akan menentukan makanan tersebut diizinkan atau 
ditolak untuk beredar dan dikonsumsi (Tieman, 2012). Segala 
ketentuan halal dan haramnya suatu produk makanan telah 
diatur dalam Al Quran dan hadits. Syarat syarat produk halal 
menurut syariat Islam diantaranya : Halal dzatnya, halal cara 
memperolehnya, halal dalam memprosesnya, halal dalam 
penyimpanannya serta halal dalam proses pengangkutannya. 
Mengacu kepada kaidah hukum Islam tersebut, maka pada 
dasarnya semua makanan dan minuman yang berasal dari 
tumbuh-tumbuhan (nabati) dan binatang (hewani) adalah halal, 
kecuali yang mengandung racun dan membahayakan 
kesehatan manusia, atau ada unsur 
penghormatan/perlindungan terhadap binatang tersebut, maka 




2.2 Jaminan Produk Halal 
Jaminan Produk Halal (JPH) marupakan kepastian hukum 
terhadap kehalalan suatu produk yamg dibuktikan dengan 
sertifikat halal (Hamid, 2017). Menurut UU no 33 tahun 2014, 
tujuan dari penjaminan penyelenggaraan produk halal yaitu 
untuk memberikan kenyamanan, kemanan, keselamatan 
ketersediaan produk halal bagi masyarakat yang 
mengkonsumsi, serta peningkatan nilai tambah bagi pelaku 
usaha yang memproduksi dan menjual produk halal. Jaminan 
mengenai produk halal hendaknya dilakukan sesuai dengan asa 
perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan 
transparansi, efektifitas dan efisiensi serta profesionalitas. 
Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal dilaksanakan dengan 
prinsip keseimbangan yang berorientasi bagi kepentingan 
mayarakat/ konsumen dengan memberikan jaminan 
kenyamanan, kemanan serta keselamatan mengkonsumsi dan 
menggunakan produk halal, akan tetapi juga memberikan 
jaminan kepada pelaku usaha dalam meningkatkan nilai tambah 
untuk memproduksi dan menjual produk halal.  
Jaminan produk halal secara teknis dapat diperoleh melalui 
proses sertifikasi. Berdasar UUJPH sertifikasi halal bersifat 
mandatory (keharusan) dari yang sebelumnya voluntary 
(sukarela). Karena itu, semua produk yang masuk, beredar, dan 
diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal 
(Hidayat dan Mustolih, 2015). 
 
2.3 Ayam Pedaging (Broiler) 
Ayam broiler adalah jenis ayam ras unggul hasil rekayasa 
genetika dan seleksi bangsa ayam yang mempunyai 
produktifitas tinggi terutama dalam hal daging (Nuroso, 2009). 
Ayam Broiler merupakan unggas yang memiliki siklus hidup 
yang lumayan singkat, hal ini karena broiler dapat dipanen mulai 
umur 5 minggu saja. Hal ini tentu didukung oleh sifat genetik 
ayam broiler yang unggul serta keadaan lingkungan yang 
mendukung meliputi temperatur lingkungan, makanan dan 
pemeliharaan (Umam et all, 2014). 
Daging ayam broiler adalah bahan makanan yang 
mengandung gizi tinggi, memiliki rasa dan aoroma yang enak, 
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tekstur yang lunak dan harga yang relatif murah, sehingga 
disukai hampir semua orang. Komposisi kimia daging ayam 
terdiri dari protein 18,6%, lemak 15,06%, air 65,95% dan abu 
0,79% (Suradi, 2006). Menurut Fatah (2010), ayam broiler 
memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Kekurangan 
ayam broiler yaitu memerlukan pemeliharaan secara intensif  
dan cermat, sulit berdaptasi dan relatif lebih peka terhadap 
suatu infeksi penyakit. Kelebihan ayam broiler yaitu dagingnya 
empuk, bentuk dada lebar, ukuran badan yang relatif lebih 
besar, padat dan berisi, serta efisiensi pakan lebih tinggi karena 
sebagian besar pakan diubah menjadi daging dan 
perkembangan bobot badannya sangat cepat.  
 
2.4 Rumah Potong Hewan (RPH) 
Rumah Potong Hewan adalah suatu kompleks bangunan 
dengan desain dan syarat tertentu sebagai tempat 
penyembelihan hewan untuk menghasilkan daging yang terdiri 
atas pemeriksaan ante-mortem, penyembelihan, penyelesaian 
penyembelihan dan pemeriksaan post-mortem. Kegiatan 
tersebut menimbulkan dampak negatif penting yang harus 
dikelola (Subadyo, 2017). Rumah potong hewan adalah unit 
pelayanan masyarakat dalam penyediaan daging yang utuh, 
sehat, halal serta aman. Selain itu juga sebagai tempat 
pemantauan dan survailans penyakit hewan serta zoonosis. 
Zoonosis merupakan penyakit yang dapat ditularkan dari hewan 
ke manusia. Daging dan jeroan yang dikonsumsi masyarakat 
dapat bebas kontaminasi mikroorganisme berbahaya seperti 
bakteri, jamur, virus serta parasit dengan adanya RPH. 
Fascioliasis, toxoplasmosis, balantidiosis dan taeniasis 
merupakan beberapa penyakit parasit usus yang bersifat 
zoonosis yang dapat ditularkan melalui daging yang berasal dari 
RPH. Menurut data, terjadi peningkatan manusia di dunia yang 
terinfeksi fasciolosis, dari 2,4 juta menjadi 17 juta orang. Di Iran 
penyakit ini bersifat sporadik dan ketika wabah akan 
menginfeksi 10.000 orang (Tolistiawaty, 2016).  
Rumah potong hewan ini merupakan suatu bangunan atau 
kompleks bangunan dengan desain tertentu yang berfungsi 
sebagai tempat memotong hewan bagi konsumsi masyarakat 
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luas. Keberadaan rumah potong hewan ini sangat diperlukan 
guna menjaga dan mengendalikan pelaksanaan pemotongan 
hewan dengan baik. Konstruksi Tempat Pemotongan Hewan 
terdiri dari ruang yang cukup untuk pelaksanaan proses 
pemotongan hewan dengan dinding bagian dan lantainya yang 
tidak dilapisi oleh keramik, untuk atapnya terbuat dari bahan 
yang layak yakni dari seng, memiliki ventilasi yang cukup yang 
terbuat dari besi dan penerangan yang cukup baik, penerangan 
Tempat Pemotongan Hewan ini hanya bersumber dari Listrik. Di 
tempat pemotongan hewan ini juga tersedia air bersih yang 
bersumber dari sumur gali yang berjumlah satu buah dan 
dilengkapi juga dengan satu buah tower air, di tempat 
pemotongan hewan ini juga terdapat saluran pembuangan 
limbah (Khasrad, 2012). 
 
2.4.1 Persyaratan Teknis Rumah Potong Hewan 
Bahwa dalam rangka menjamin pangan asal hewan 
khususnya karkas, daging, dan jeroan ruminansia yang aman, 
sehat, utuh dan halal diperlukan Rumah Potong Hewan yang 
memenuhi persyaratan (Permentan No 13 Thn 2010): 
a. pemotongan hewan secara benar, (sesuai dengan 
persyaratan kesehatan masyarakat veteriner, kesejahteraan 
hewan dan syariah agama); 
b. pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong (ante-
mortem inspection) dan pemeriksaan karkas, dan jeroan 
(post-mortem inspection) untuk mencegah penularan 
penyakit zoonotik ke manusia; 
c. pemantauan dan surveilans penyakit hewan dan zoonosis 
yang ditemukan pada pemeriksaan ante-mortem dan 
pemeriksaan post-mortem guna pencegahan, pengendalian, 
dan pemberantasan penyakit hewan menular dan zoonosis 
di daerah asal hewan. 
d. Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi (a) Lokasi (b) Sarana pendukung (c) Konstruksi 
dasar dan disain bangunan (d) Peralatan. 
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2.4.2 Pedoman Berproduksi Halal Untuk Rumah Potong 
Hewan 
RPH merupakan unit pelayanan masyarakat dalam 
penyediaan daging yang aman, sehat, utuh, halal (ASUH) serta 
berfungsi sebagai sarana untuk melaksanakan : (1) 
penyembelihan hewan secara benar (sesuai dengan 
persyaratan kesehatan masyarakat veteriner, kesejahteraan 
hewan dan syariah agama); (2) tempat melaksanakan 
pemeriksaan hewan sebelum dipotong (ante-mortem 
inspection), pemeriksaan karkas dan jeroan (postmortem 
inspection) untuk mencegah penularan penyakit zoonosa ke 
manusia; dan (3) tempat pemantauan dan surveilans penyakit 
hewan dan zoonosis guna pencegahan, pengendalian, dan 
pemberantasan penyakit hewan menular (Subadyo, 2017). 
Rumah potong hewan harus memiliki kelengkapan Nomor 
Kontrol Veteriner (NKV) agar terwujudnya tujuan ASUH. Adapun 
kriteria daging ayam ASUH diantaranya : 
a. AMAN : Produk tidak mengandung bahaya fisik, kimia serta 
biologis yang dapat mengganggu kesehatan dan 
menyebabkan penyakit 
b. SEHAT : Produk mengandung zat zat yang diperlukan untuk 
pertumbuhan dan kesehatan tubuh 
c. UTUH : Produk tidak terkontaminasi dengan bagian lain dari 
hewan tersebut maupun bagian dari hewan lain 
d. HALAL : Produk di potong serta ditangani sesuai dengan 
syari’at agama Islam 
Pemotongn ayam yang dilakukan sesuai prosedur yang baik 
dan halal (halalan thayibban) dan memenuhi syarat hygine 
sanitasi maka akan turut menghasilkan karkas ayam yang utuh 
dan ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal) yang mana sebelum 
dilakukan pemotongan harus diperhatikan aspek kesejahteraan 
hewan. Aspek kesejahteraan hewan ini diterapkan dari hulu 
(peternakan) hingga hilir (hewan disembelih). Adapun prinsip 
dalam kebutuhan dasar hewan diantaranya (Setyaningsih, 
2018): 
1) Bebas dari rasa lapar dan haus 
2) Bebas dari ketidaknyamanan 
3) Bebas dari nyeri, luka dan sakit 
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4) Bebas mengekspresikan perilaku alaminya 
5) Bebas dari rasa takut dan tertekan  
 
2.5 Standar Nasional Indonesia Syarat Mutu Karkas Ayam 
2.5.1 Syarat Fisik 
Syarat fisik mutu ayam karkas dibagi menjadi tiga tingkatan 
mutu yang secara ringkas dapat dilihat pada Tabel 2.1 : 
 
Tabel 2.1 Standar Nasional Indonesia Syarat Fisik Mutu Ayam Karkas 
Faktor Mutu 
Tingkat Mutu 
Mutu I Mutu II Mutu III 
Konfirmasi Sempurna Ada kelainan 
tulang dada dan 
paha 
Ada kelainan 
tulang dada dan 
paha 
Perdagingan Tebal Sedang Tipis 
Perlemakan Banyak Banyak Sedikit 
Keutuhan Utuh Tulang utuh, kulit 
sobek sedikit tapi 
tidak di bagian 
dada 
Tulang ada yang 
patah, ujung 
sayap terlepas 







Ada memar sedikit 
tapi tidak pada 
bagian dada dan 
tidak “freeze burn” 
Ada memar 
sedikit tetapi 
tidak ada “freeze 
burn” 
Kebersihan Bebas dari 
bulu tunas 
(pin feather) 
Ada bulu tunas 
sedikit yang 
menyebar, tapi 
tidak pada dada 
Ada bulu tunas 
Sumber : Badan Standarisasi Nasional (2009). 
 
2.5.2 Syarat Mikrobiologis 
Terdapat pula peraturan pemerintah yang mengatur syarat 
mutuayam karkas ditinjau dengan parameter biologis secara 




Tabel 2.2 Standar Nasional Indonesia Syarat Mikrobiologis  Mutu 
Ayam Karkas 
No Jenis Satuan Persyaratan 
1 Total Plate Count cfu/g  maksimum 1 x106 
2 Coliform cfu /g  maksimum 1 x 102 
3 
Staphylococcus 
aurelius cfu/g  maksimum 1 x 102 
4 Salmonella sp per 25 g  negatif  
5 Escherichia coli cfu/g  maksimum 1 x 101  
6 Campylobacter sp per 25 g Negatif 
Sumber : Badan Standarisasi Nasional (2009). 
 
 
2.6 Strengh, Weakness, Opportunity, Threat (SWOT) 
Analisa SWOT adalah salah satu cara dalam menyusun 
strategi perusahaan atau organisasi. Analisis SWOT dapat 
dilakukan dengan cara menggambarkan kondisi, bisa juga 
dengan cara mengevaluasi suatu masalah (Kusumawardani dan 
Sediyono, 2016). Analisis SWOT diperlukan sebagai langkah 
awal dalam membentuk alternatif strategi pemasaran bagi 
perusahaan dengan melihat unsur unsur internal, yaitu kekuatan 
(strength) dan kelemahan (weakness), serta melihat unsur 
unsur eksternal, yaitu peluang (opportunity) dan ancaman 
(threath) (Sari et all, 2014). Beberapa manfaat metode SWOT 
diantaranya analisis SWOT dapat melihat permasalahan dari 
empat sisi sekaligus yang menjadi dasar analisis persoalan, 
yaitu kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang 
diprediksi akan terjadi. Analisis SWOT juga dinilai mampu 
memberi hasil analisis yang tajam sehingga mampu 
memberikan rekomendasi untuk menambah keuntungan dan 
mempertahankan kekuatan berdasar peluang yang ada, sambil 
menghindari ancaman dan mengurangi kekurangan. Analisis 
SWOT juga membantu dalam menekan munculnya dampak 
ancaman yang mungkin timbul serta meminimalisir kelemahan 
yang ada (Fatimah, 2016). 
Prinsip analisis SWOT yaitu membandingkan antar factor 
eksternal peluang dan ancaman dengan factor internal kekuatan 
14 
 
dan kelemahan. Secara sederhananya strategi SWOT 




Gambar 2.1 Analisis SWOT 
 
 
Dapat dilihat bahwa terdapat empat kuadran yang membagi 
empat trategi. Kuadran I (SO Strategies) adalah kuadran yang 
sangat menguntungkan. Perusahaan memiliki kekuatan dan 
peluang. Kekuatan dimanfaatkan secara maksimal untuk 
merebut peluang. Strategi yang digunakan di keadaan ini yaitu 
mendukung kebijakan pertumbuhan yang signifikan dan agresif 
(Growth oriented strategy). Bergeser ke kuadran II (WO 
Strategies), yaitu keadaan menghadapi berbagai ancaman, 
namun organisasi/perusahaan masih memiliki kekuatan.  Stategi 
yang digunakan yaitu menggunakan kekuatan untuk 
memanfaatkan peluang jangka panjang dengan strategi 
produk/pasar (diversivikasi) atau meminimalkan kelemahan 
untuk memanfaatkan peluang. Selanjutnya kuadran III (ST 
Strategies), peluang yang dihadapi perusahaan/organisasi 
sangat besar, namun juga memiliki kendala internal. Staregi 
yang dapat digunakan yaitu meminimalkan masalah masalah 
internal perusahaan sehingga dapat merebut peluang pasar 
yang lebih baik. Strategi ini disusun dengan menggunakan 
seluruh kekuatan untuk mengatasi ancaman. Kuadran IV (WT 
Strategies), merupakan situasi yang sangat tidak 
menguntungkan bagi organisasi/perusahaan. Selain mengalami 
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banyak ancaman namu juga kelemahan internal tidak dapat 
ditanggulangi, strategi ini dengan meminimalkan kelemahan 
dalam upaya menghindari ancaman (David, 2006). 
Dalam analisis SWOT terdapat matrik Faktor Strategi 
Internal dan Faktor Strategi Eksternal. Faktor Faktor eksternal 
dimasukan kedalam matrik faktor strategi eksternal (External 
Factor Analysis Summary) dan factor internal masuk kedalam 
factor materik strategi internal atau IFAS (Internal Factor 
Analysis Summary). Berdasarkan analisis matrik faktor strategi 
ini digunakan sebagai dasar dalam mengetahui faktor faktor 
strategis yang ada dalam perusahaan (Rangkuti, 2011).  
 
2.7 Fuzzy Analytical Network Process (ANP)  
Secara  bahasa  fuzzy diartikan  kabur  atau  samar samar. 
Suatu nilai dapat bernilai benar atau salah secara bersamaan.  
Dalam  fuzzy  dikenal  derajat keanggotaan yang  memiliki  
rentang  nilai  0  (nol)  hingga  1(satu). Berbeda  dengan 
himpunan  tegas  yang memiliki nilai 1 atau 0 (ya atau tidak). 
Logika fuzzy digunakan untuk menterjemahkan suatu besaran 
yang diekspresikan menggunakan bahasa   (linguistic), misalkan 
besaran kecepatan laju kendaraan yang diekspresikan dengan 
pelan,  agak cepat, cepat, dan sangat cepat. Logika fuzzy 
menunjukan sejauh mana suatu nilaiitu benar dan sejauh  mana  
suatu  nilai  itu  salah (Nasution, 2012). Logika fuzzy merupakan 
cara yang tepat untuk memetakan suatu ruang input ke dalam 
suatu ruang output. Terdapat beberapa cara lain juga seperti 
system fuzzy, system linier, system pakar, jaringan syaraf, 
persamaan diferensial, dan table interpolasi multidimensi. 
Namun cara yang paling cepat dan murah adalah dengan 
menggunakan fuzzy (Rohayani, 2013). 
Analytical Network Process (ANP) merupakan metode yang 
dapat merepresentasikan tingkat kepentingan berbagai pihak 
dengan mempertimbangkan saling keterkaitannya antar strategi 
objektif. Metode ini dikembangkan dari metode Analytical 
Hierarchi Process (AHP) (Hidayati, 2012). Perbedaan dari AHP 
dan ANP yaitu pada AHP penggunaan struktur hierarki searah 
antara tingkat keputusan sementara pada ANP menggunakan 
struktur timbal balik antara tingkat keputusan dan atribut yang 
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dipertimbangkan dalam bentuk yang lebih umum. Metode 
Analytic Network Process (ANP) adalah salah satu metode yang 
mampu merepresentasikan tingkat kepentingan berbagai pihak 
dengan mempertimbangkan saling keterkaitan antar kriteria dan 
sub kriteria yang ada. Model ini merupakan pengembangan dari 
AHP sehingga kompleksitasnya lebih dibanding metode AHP 
(Vanany, 2003). Rasio skala pengukuran yang digunakan ANP 
yaitu berdasarkan perbandingan berpasangan (Kim et al., 
2009).  
Pendekatan ANP (Analytical Network Process) banyak 
diabaikan dibandingkan   dengan pendekatan AHP (Analytical 
Hierarchy  Process) yang berstruktur linear dan tidak 
mengakomodasikan adanya feed-back. Hal ini dikarenakan AHP 
relatif lebih sederhana    dan mudah untuk diterapkan, 
sedangkan ANP lebih dalam dan luas, sesuai diterapkan  pada 
pengambilan keputusan yang rumit, kompleks serta 
memerlukan berbagai variasi intertaksi dan ketergantungan 
(Govindaraju dan Jonathan, 2017). Sebagai metode 
pengembangan dari metode AHP, ANP masih menggunakan 
cara Pairwise Comparison Judgement Matrices (PCJM) antar 
elemen yang sejenis. Perbandingan berpasangan   ANP 
dilakukan antar elemen dalam komponen/kluster untuk setiap 
interaksi dalam network. Struktur ANP terdiri atas 
ketergantungan antar elemen dari komponen dalam   (inner 
dependence) dan dari ketergantungan antar elemen dari 
komponen luar (outer dependence). Adanya jaringan (network) 
dalam suatu ANP dimungkinkan dapat   merepresentasikan 
beberapa masalah tanpa terfokus pada awal dan kelanjutan 
akhir seperti pada AHP (Ikatrinasari, 2015). 
Penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif 
umumnya mendeskripsikan hasil penemuan yang ada saja, 
tanpa dilakukannya sintesis lanjutan yang lebih dalam. Apabila 
dibandingkan dengan AHP, ANP memiliki banyak kelebihan 
diantaranya perbandingan yang dihasilkan lebih objektif, hasil 
yang lebih stabil dan kemampuan prediktif yang lebih akurat. 
Dibandingkan AHP, ANP lebih bersifat general yang sesuai 
digunakan pada multi-criteria decision analysis. ANP 
menggunakan pendekatan jaringan tanpa harus menetapkan 
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level seperti yang digunakan pada AHP, sementara struktur 
AHP merupakan tingkatan suatu hierarkis (Tanjung dan Devi, 
2013). 
Menurut Govindaraju dan Sinulingga (2017), fuzzy ANP 
adalah metode yang mengintegrasikan metode fuzzy dengan 
ANP. ANP sangat sesuai untuk kondisi yang sangat banyak 
ketergantungan terjadi dalam pengambilan keputusan. Proses 
ANP membutuhkan data perbandingan berpasangan. Untuk 
memperoleh data matriks berpasangan dibutuhkan subjektivitas 
dari masing-masing responden dalam melakukan perbandingan. 
Seringkali terdapat keambiguan dalam pengambilan keputusan. 
Penilaian yang dilakukan manusia untuk atribut kualitatif sering 
bersifat subjektif dan tidak tepat. Oleh karena ini pada penelitian 
ini digunakan fuzzy set theories yang dikombinasikan dengan 
ANP konvensional. Perhitungan perbandingan berpasangan 
pada ANP dilakukan dengan menggunakan triangular fuzzy 
number. 
 
2.8 Penelitian Terdahulu 
Penelitian ini juga menggunakan hasil penelitian 
sebelumnya yang telah dilakukan sebagai bahan studi literatur. 
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III METODE PENELITIAN 
 
 
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian  
Penelitian ini dilaksanakan di RPA Blitar Raya, Dinas 
Peternakan Kabupaten Blitar yang berlokasi di Jl. Cokroaminoto 
No.22, Kepanjen Lor, Kec. Kepanjenkidul, Kota Blitar dan Dinas 
Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar, Jl. Trembesi 
No.13, Kec. Rembang, Kota Blitar. Kegiatan ini dilakukan pada 
bulan September sampai Desember 2020. Pengolahan data 
dilakukukan di Laboratorum Manajemen Agroindustri, Jurusan 
Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, 
Universitas Brawijaya, Malang. 
 
3.2 Batasan Masalah 
Berikut merupakan batasan masalah dalam penelitian ini 
diantaranya : 
1) Objek penelitian pada rumah potong ayam broiler dengan 
skala kecil dan menengah di Blitar Raya (Kabupaten Blitar, 
Kota Blitar) 
2) Pengambilan data berfokus pada operasional dan dokumen-
dokumen pemotongan ayam di RPA 
3) Penelusuran berdasarkan Sistem Jaminan Halal dan UU no 
33 tahun 2014 mengenai Jaminan Produk Halal dan 
peraturan-peraturan lain yang terkait 
 
3.3 Prosedur Penelitian 
Penetapan prosedur penelitian secara sistematis harus 
dilakukan diawal sebelum melakukan penguraian masalah yang 
dibahas. Prosedur penelitian ini dilakukan agar penelitian 
berjalan dengan teratur dan terarah serta mempermudah dalam 
analisis permasalahan yang ada. Prosedur penelitian dapat 
dilihat pada Gambar 3.1 
3.3.1 Survei Pendahuluan 
Survei pendahuluan merupakan tahapan awal dari 
rangkaian prosedur penelitian ini. Survei pendahuluan dilakukan 
melalui serangkaian observasi, wawancara langsung dengan 
pemilik usaha maupun stakeholder yang terkait dengan RPA. 
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Tujuan dari penelitian pendahuluan yaitu untuk memberikan 
gambaran umum yang ada pada RPA, memberikan gambaran 
umum permasalahan yang terjadi dari tiap proses yang ada 
hingga dokumen dokumen pendukung operasional RPA. 
 
 
                       
 
Gambar 3.1 Diagram Alir Tahapan Penelitian 
 
3.3.2 Studi Literatur 
Dalam upaya mencari informasi dari berbagai sumber acuan 
untuk mendukung pelaksanaan penelitian dilakukanlah studi 
literatur. Tahap ini merupakan pemahaman dan pembelajaran 
17 
 
secara teoritis melalui artikel, publikasi ilmiah, buku, penelitian 
terdahulu maupun jurnal yang berkaitan dengan topik penelitian. 
Tujuan dari tahap ini yakni memperjelas permasalahan yang 
dipilih dan mengetahui hasil penelitian lain yang serupa. 
3.3.3 Identifikasi dan Perumusan Masalah 
Tahap lanjutan dari survei pendahuluan yaitu identifikasi 
masalah. Tahap ini dilaksanakan agar mengetahui 
permasalahan yang terjadi, dimana hasil dari survei memuat 
penyimpangan atau hambatan hambatan implementasi SJH 
yang ada di RPA baik secara teknis maupun non teknis. 
Hambatan yang terjadi pada rumah potong ayam ini yang 
berkaitan dengan bukti komitmen pemilik usaha terhadap 
kehalalan dan kemanan produk, sehingga memunculkan 
bagaimana strategi pengembangan dalam percepatan 
implementasi SJH akan diterapkan yang selanjutnya berguna 
untuk pengembangan usaha. 
3.3.4 Penentuan Faktor Internal dan Eksternal 
Dalam melakukan penelitian variabel yang digunakan yaitu 
faktor internal dan eksternal dari RPA di Blitar raya sebagai 
responden dalam penelitian. Faktor internal dan eksternal yang 
mempengaruhi RPA ini diperoleh dari hasil observasi dan 
wawancara dengan responden serta melalui penelitian 
terdahulu. Faktor internal berupa kelebihan dan kekurangan 
sementara faktor eksternal merupakan peluang dan ancaman 
pada RPA di Blitar raya. Analisis dalam menentukan 
pengembangan strategi diantaranya: 
a. Kekuatan 
1. Rumah Potong Ayam telah memperhatikan dan menerapkan 
SOP pemotongan ayam yang baik dan benar 
2. Pemotongan unggas telah sesuai dengan syariat Islam 
3. Tenaga langsung (penyembelih) telah mengikuti pelatihan 
Juru Sembelih halal (JULEHA) 
4. Kualitas ayam yang disembelih lebih baik dan seragam 
b. Kelemahan 
1. Biaya dalam memperoleh sertifikasi halal 




3. Ketidaksesuaian peralatan dan fasilitas produksi RPA 
dengan standar yang ada 
4. Kurangnya implementasi Sistem Jaminan Halal (SJH) 
secara menyeluruh 
c. Peluang 
1. Perkembangan teknologi pemotongan ayam yang lebih 
praktis dan cepat 
2. Kesadaran masyarakat terkait kehalalan, gizi, dan 
kesehatan ayam potong 
3. Pasar ayam potong halal yang besar 
4. Pesaing sedikit bahkan belum ada di wilayah Blitar Raya 
d. Ancaman 
1. Masyarakat kurang percaya pada kehalalan dan keamanan 
ayam potong yang diproduksi 
2. Masyarakat awam tidak perduli dengan kehalalan produk 
ayam potong selama produk ayam tidak cacat secara fisik 
3. Masyarakat beralih mengkonsumsi daging selain ayam 
potong.  
4. Masyarakat lebih gemar membeli ayam potong dari kios 
yang lebih dekat karena dianggap lebih segar 
3.3.5 Penentuan Responden 
Dalam menentukan responden digunakan metode purposive 
sampling atau judgement sampling, yaitu teknik pemilihan 
sampel dengan cara  memilih  sampel  dari suatu  populasi 
berdasarkan penilaian terhadap beberapa karakteristik anggota 
sampel yang disesuaikan dengan maksud penelitian. Hal ini 
bertujuan agar dapat  mewakili  karakteristik  populasi yang 
telah dikenal sebelumnya (Lind et all, 2008). Metode judgement 
sampling memiliki kriteria utama dimana responden harus 
memiliki pengetahuan yang memadai terkait masalah yang 
diteliti (Santosa dan Amelina, 2012). Responden dalam 
penelitian ini yaitu pemilik RPA di Kabupaten Blitar dan Kota 
Blitar (3 orang), Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten 
Blitar (1 orang) dan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 




3.3.6 Penyusunan dan Pengujian Validitas Kuisioner 
Kuesioner merupakan alat pengumpul data dan informasi 
yang selanjutnya akan dianalisis. Pada penelitian ini terdapat 2 
kuesioner yang digunakan. Kuesioner pertama merupakan 
kuesioner hubungan ketergantungan antar kriteria dengan 
SWOT. Kuesioner pertama dapat dilihat pada Lampiran 1. 
Kuesioner kedua adalah kuesioner penilaian pembobotan 
strategi menggunakan metode Fuzzy ANP. Metode ini 
digunakan untuk menggambarkan hubungan antar satu kriteria 
dengan kriteria lain sehingga didapat peringkat dari kriteria-
kriteria tersebut. Setelah itu didapatkan strategi yang terbaik 
untuk diterapkan dalam percepatan implementasi system 
jaminan halal di Blitar raya. Kuesioner kedua dapat dilihat pada 
Lampiran 2.  
Kuisioner adalah salah satu alat pengumpulan data yang 
nantinya akan diolah menjadi informasi tertentu. Data diperoleh 
dengan cara memberikan pertanyaan atau pertanyaan tertulis 
untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Uji validitas 
dilakukan untuk menunjukan sejauh mana alat ukur dapat 
mengukur variabel yang akan diukur. Alat ukur dapat 
dikategorikan valid jika dapat mengukur apa yang diinginkan 
oleh pengukur. Penelitian ini menggunakan uji validitas dengan 
metode face validity dan content validity.  Face validity 
merupakan suatu tes yang dianggap valid apabila alat ukur tes 
telah sesuai dengan variabel yang hendak diukur, sementara 
content validity merupakan penilaian mengenai bagaimana 
instrumen dapat mewakili karakteristik yang dikaji dengan baik.  
3.3.7 Pengumpulan Data 
Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu data 
primer dan data sekunder. Data primer adalah hasil yang 
diperoleh dari perusahaan secara langsung, wawancara, 
maupun kuesioner yang dilakukan pada responden pakar. Data 
primer yang diperoleh dari penelitian ini yaitu data hasil 
observasi di RPA dan data hasil wawancara dengan para 
responden. 
Data sekunder yaitu data yang didapatkan secara tidak 
langsung, baik dari literatur berupa buku dan jurnal, arsip 
dokumen milik perusahaan, maupun sumber lain yang terkait. 
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Data sekunder merupakan data historis terkait variabel variabel 
yang dikumpulkan sebelumnya oleh pihak lain. Data yang 
diperoleh ini akan diolah menjadi informasi yang dapat 
menunjang penelitian ini berupa informasi terkait data jumlah 
RPA di Blitar Raya (Kabupaten Blitar dan Kota Blitar) serta data 
produksi ayam potong RPA di di Blitar Raya (Kabupaten Blitar 
dan Kota Blitar). 
Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan 
beberapa metode seperti: 
a. Observasi 
Metode observasi bekerja melalui pegumpulan data dengan 
cara melakukan pengamatan langsung terhadap objek 
penelitian dalam periode waktu tertentu serta melakukan 
pencatatan data yang diperoleh. Observasi ini berguna untuk 
mendapat data pendukung terkait topik penelitian. 
b. Wawancara 
Data metode wawancara diperoleh dengan tanya jawab 
kepada pihak terkait. Wawancara dilakukan secara sistematis 
untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan aspek teknis 
maupun non teknis yang ada pada objek penelitian. Wawancara 
dilakukan responden ahli baik dari pemilik RPA, Dinas Pertanian 
dan Peternakan maupun dari akademisi. 
c. Kuesioner 
Teknik kuisioner bekerja dengan mengumpulkan data 
dengan memberikan pernyataan tertulis maupun daftar 
pertanyaan secara langsung kepada responden yang terkait. 
Kuesioner akan disebarkan kepada beberapa responden pakar 
yang menjadi bagian dari penelitian terkait aktivitas  dan aspek 
teknis serta aspek non teknis yang ada pada RPA. 
3.3.8 Pengolahan dan Analisis Data 
Langkah pertama yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu 
mengumpulkan data dan menganalisis faktor dari dalam 
perusahaan rumah potong ayam sehingga menjadi dasar dalam 
menentukan faktor yang menjadi dasar dalam pengelompokan. 
Pada penelitian ini akan digunakan 2 metode, diantaranya : 
 Analisis Strengh, Weakness, Opportunity, Threat (SWOT) 
  Fuzzy Analytical Network Process (ANP)  
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Analisis SWOT digunakan dalam proses pembuatan 
alternatif strategi mengacu pada faktor-faktor internal 
perusahaan rumah potong ayam sehingga dapat dipelajari 
faktor apa saja yang menjadi kekuatan dan kelemahan RPA. 
Selain menganalisis faktor internal yang ada dalam perusahaan, 
maka perlu juga dilakukan analisis faktor-faktor eksternal berupa 
peluang dan ancaman yang mungkin akan dihadapi oleh 
perusahaan. 
Semua informasi yang diperoleh untuk analisis SWOT akan 
menghasilkan data analisis berupa alternatif-alternatif kebijakan 
yang akan dipilih yang selanjutnya digunakan sebagai input 
dalam analisis Fuzzy ANP. Dalam analisis Fuzzy ANP ini akan 
ditentukan pemilihan prioritas kebijakan yang akan dilakukan. 
Fuzzy ANP ini digunakan untuk membuat model hierarki antar 
kriteria dan sub kriteria serta mendapatkan bobot kepentingan 
setiap subkriteria dan akhirnya memilih strategi yang paling 
tepat dalam percepatan implementasi system jaminan halal. 
Data awal yang akan diolah bersifat deskriptif, yaitu mengetahui 
dan menganalisis kondisi RPA dalam segi kelayakan dan 
kesesuaian dengan Sistem jaminan Halal (SJH). Alat bantu 
analisis penelitian untuk merumuskan strategi adalah matriks 
faktor internal (IFE), matriks faktor eksternal (EFE), matriks IE, 
matriks SWOT, Fuzzy ANP. 
3.3.8.1 Analisis Matriks Internal Factor Evaluation (IFE) dan 
Matriks External Factor Evaluation (EFE) 
Matriks External Factor Evaluation (EFE) digunakan dalam 
mengidentifikasi dan mengevaluasi faktor-faktor eksternal 
perusahaan. Data eksternal dikumpulkan guna menganalisis 
hal-hal mengenai persoalan ekonomi, sosial, budaya, ekonomi, 
demografi, lingkungan, teknologi, persaingan pasar dimana 
perusahaan tersebut berlokasi serta data eksternal relevan 
lainnya. Matriks Internal Factor Evaluation (IFE) digunakan 
dalam mengidentifikasi dan mengevaluasi kuat atau lemahnya 
kondisi di dalam perusahaan yang dianggap penting (Umar, 
2008). Masing masing data nilai dari matriks IFE dan EFE ini 
dimasukan ke dalam matriks internal eksternal (IE) untuk 
mengetahui posisi perusahaan. Berikut merupakan tahapan 
dalam pengembangan matriks IFE dan EFE diantaranya: 
22 
 
a. Identifikasi Faktor Internal dan Eksternal  
Langkah pertama yaitu melakukan identifikasi dengan membuat 
daftar semua faktor-faktor internal yang memiliki dampak 
penting yang berkaitan dengan kelemahan dan kelebihan 
perusahaan (critical success factors). Daftar faktor-faktor yang 
disusun dilengkapi dengan angka perbandingan. Selanjutnya 
identifikasi faktor-faktor eksternal yaitu membuat daftar peluang 
dan ancaman di perusahaan.  
b. Penentuan Bobot Tiap Variabel 
Penentuan bobot dinyatakan dengan kisaran 0 (tidak penting) 
hingga 1 (penting). Bobot merepresentasikan signifikansi 
relative dari suatu faktor terhadap keberhasilan perusahaan. 
Faktor-faktor yang memiliki pengaruh terbesar akan diberikan 
nilai bobot tertinggi. Seluruh bobot dari faktor yang dinilai 
jumlahnya harus 1,0. Teknik Pairwais Comparison digunakan 
untuk menentukan bobot faktor internal dan eksternal dengan 
cara membandingkan tiap variabel dari kolom (vertical) dan 
baris (horizontal). Setiap variabel yang dibandingkan 
menggunakan pembobotan skala 1,2 dan 3 yang berarti : 
1 = faktor strategis pada baris kurang penting daripada faktor 
strategis kolom 
2 = faktor strategis baris sama penting dengan faktor strategis 
pad kolom 
3 = faktor strategis baris lebih penting daripada faktor strategis 
kolom 
c. Penentuan Peringkat (Rating) 
Pemberian peringkat merupakan cara untuk mengukur 
seberapa berpengaruhnya tiap-tiap variabel terhadap kondisi 
perusahaan terkait dengan faktor internal dan eksternal. 
Penentuan peringkat menggunakan skala 1 sampai 4 pada 
matriks IFE dan EFE. Pada matriks EFE penentuan peringkat 
dalam faktor peluang dan ancaman dilakukan dengan skala nilai 
rating diantaranya (Saaty, 2006) : 
1 = Respon perusahaan sangat lemah dan kurang berpengaruh. 
2 = Respon perusahaan lemah atau berpengaruh sedang. 
3 = Respon perusahaan tinggi atau berpengaruh sedang. 





Pada matriks IFE penentuan peringkat dalam faktor 
kekuatan dan kelemahan dilakukan dengan skala nilai rating 
diantaranya (Saaty, 2006) : 
1 = Kelemahan utama (mayor) perusahaan. 
2 = Kelemahan kecil (minor) perusahaan. 
3 = Kekuatan kecil (minor) perusahaan. 
4 = Kekuatan besar (mayor) perusahaan. 
d. Nilai yang Dibobot dan Total Nilai 
Selanjutnya yaitu mencari niali pembobotan dengan 
mengalikan setiap bobot dengan nilai rating pada setiap faktor 
dan semua hasil kali tersebut dijumlahkan secara vertikal untuk 
mendapatkan total skor pembobotan. Penjumlahan dilakukan 
secara horizontal untuk menentukan nilai bobot tiap variabelnya. 
Matriks IFE dan EFE dapat dilihat pada Tabel 3.1 dan Tabel 
3.2. Total skor pembobotan pada matriks IFE dan EFE berkisar 
antara 1,0 - 4,0 dan nilai rata-rata 2,5. Nilai total menunjukan 
bagaimana perusahaan bereaksi terhadap faktor-faktor 
eksternal dan internalnya. Semakin tinggi total penilaian pada 
matriks IFE dan EFE maka perusahaan memiliki respon pada 
faktor internal dan eksternal yang sangat kuat. Sebaliknya, 
semakin rendah total penilaian pada matriks IFE dan EFE maka 
perusahaan memiliki respon pada faktor internal dan eksternal 






Tabel 3.1 Matriks evaluasi faktor Internal 
Faktor Strategis Internal Bobot Rating 
Skor 
Bobot  
Kekuatan       
1. Rumah Potong Ayam telah 
memperhatikan dan menerapkan SOP 
pemotongan ayam yang baik dan benar 
…….. …….. …….. 
2. Pemotongan sesuai dengan aspek halal 
dan syariat Islam 
…….. …….. …….. 
3. Tenaga kerja mengikuti pelatihan 
JULEHA 
4. Kualitas ayam yang disembelih lebih 
baik dan seragam 
…….. …….. …….. 
Kelemahan     
5. Biaya proses sertifikasi halal mahal …….. …….. …….. 
6. Kurangnya SDA mengurus sertifikasi 
halal 
…….. …….. …….. 
7. Ketidaksesuaian peralatan dan fasilitas 
dengan standart 
…….. …….. …….. 
8. Kurangnya implementasi SJH 
menyeluruh 
…….. …….. …….. 
Total       





Tabel 3.2 Matriks evaluasi faktor Eksternal 







(B x R) 
Peluang 
   
1. Perkembangan pemotongan ayam yang lebih 







2. Kesadaran masyarakat terkait kehalalan, gizi 






















Ancaman       
5. Masyarakat kurang percaya pada kehalalan 
dan   







6. Masyarakat awam tidak perduli dengan 
kehalalan produk ayam potong selama produk 







7. Masyarakat beralih mengkonsumsi daging 







8. Masyarakat lebih gemar membeli ayam 
potong dari kios yang lebih dekat karena 







Total       
Sumber : Data Diolah (2020). 
 
 
3.3.8.2 Analisis Matriks Internal dan Eksternal (IE) 
Skor bobot yang telah diperoleh dari matriks  IFE dan EFE, 
selanjutnya nilai tersebut dimasukan kedalam matriks IE untuk 
dipetakan posisi perusahaan pada saat ini. Matriks IE sendiri 
merupakan analisis yang dipakai dalam memetakan skor bobot 
dari total matriks IFE dan EFE yang dilakukan oleh tahap 
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sebelumnya. Berdasarkan posisis matriks IE dapat digunakan 
menjadi dasar penentuan inti strategi yang tepat untuk 
digunakan. Matriks IE didasarkan pada dua dimensi kunci, 
pertama total rata-rata tertimbang EFE pada sumbu y dan total 
rata-rata tertimbang IFE pada sumbu x. Pembuatan matriks IE  
berdasarkan total rata-rata tertimbang yang diturunkan dari 
masing-masing divisi. Pada sumbu y matriks IE 
menggambarkan posisi eksternal yang total rata-rata tertimbang 
EFE yang diberi   bobot 1,0 sampai 1.99 menunjukkan posisi 
external yang kurang berpengaruh, nilai 2,00 sampai 2,99 
dianggap rata-rata, dan nilai 3.0 sampai 4,0 dianggap kuat. 
Demikian pula pada sumbu x, untuk total nilai IFE memiliki 
perhitungan yang sama. 
 
 
Gambar 3.2 Matriks IE 
Sumber : Setyorini et all (2016) 
 
Matriks IE memberikan gambaran strategi (Grand Strategy). 
Dari sembilan sel matriks IE dapat dibagi menjadi tiga daerah 
utama yang memiliki implikasi strategi berbeda diantaranya 
(Setyorini et all, 2016) : 
 Sel I, II, IV digambarkan sebagai tumbuh dan berkembang 
(growth & bulid). Strategi intensif (penitrasi pasar, 
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pengembangan pasar, dan pengembangan produk) atau 
integratif (integrasi ke belakang, integrasi ke depan, dan 
integrasi horizontal) paling sesuai untuk diterapkan.  
 Sel III, V, VII digambarkan sebagai jaga dan pertahankan 
(hold & maintain). Penitrasi pasar dan pengembangan produk 
adalah dua strategi yang umum digunakan untuk tipe sel ini. 
 Sel VI, VIII, IX adalah mengambil hasil atau melepaskan 
(harvest & divest). Strategi yang biasanya dipakai adalah 
strategi divestasi, disversifikasi, dan likuidasi. Strategi panen 
dan divestasi merupakan strategi yang paling sesuai 
digunakan pada daerah ini. 
 
3.3.8.3 Matriks SWOT (Strengh, Weakness, Opportunity, 
Threats) 
Matriks SWOT yaitu metode pengambilan keputusan dalam 
menentukan strategi yang ditempuh berdasarkan logika untuk 
memaksimalkan kekuatan dan peluang, dan secara bersamaan 
meminimalkan kelemahan dan ancaman perusahaan. Matriks 
SWOT terdiri dari sembilan sel. Ada empat sel faktor kunci, 
empat set kemungkinan alternatif strategi, dan satu sel selalu 
dibiarkan kosong (sel kiri atas). Empat set kemungkinan 
alternatif strategi dikembangkan setelah menyelesaikan empat 
sel faktor kunci. Gambar 3.2 penyajian secara sistematis dari 
matriks SWOT. Tahapan menyusun matriks SWOT diantaranya 
(Setyorini, 2016): 
1. Menyusun daftar peluang dan dan ancaman eksternal 
perusahaan serta   perusahaan serta kekuatan dan 
kelemahan internal perusahaan 
2. Menyusun strategi SO (Strength - Opportunity) dengan cara 
mencocokkan kekuatan-kekuatan internal dan peluang-
peluang eksternal. 
3. Menyusun strategi WO (Weakness - Opportunity) dengan 
cara mencocokkan kelemahan-kelemahan internal dan 
peluang-peluang eksternal. 
4. Menyusun strategi ST (Strength -Threat) dengan cara 




5. Menyusun strategi WT (Weakness-Threat) dengan cara 




Gambar 3.3 Matriks SWOT 
Sumber: David (2006) 
 
Matriks SWOT menggunakan informasi yang diperoleh dari 
tahap input dan merupakan alat yang penting untuk membantu 
manajer mengembangkan empat set kemungkinan alternatif 
strategi, yaitu (David, 2006): 
1. Strategi S-O adalah menggunakan kekuatan internal 
perusahaan untuk memanfaatkan peluang eksternal. 
2. Strategi W-O bertujuan untuk memperbaiki kelemahan 
internal dengan memanfaatkan peluang eksternal. 
3. Strategi S-T menggunakan kekuatan perusahaan untuk 
menghindari atau mengurangi pengaruh dari ancaman 
eksternal. 
4. Strategi W-T adalah taktik defensif yang diarahkan pada 




3.3.8.4 Perhitungan nilai bobot kriteria dan Pemilihan 
Strategi dengan Fuzzy ANP 
Setelah tahap analisis SWOT, selanjutnya membuat model 
hierarki antar kriteria dan sub kriteria serta mendapatkan bobot 
kepentingan sertiap subkriteria yang dipengaruhi proses 
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pengambilan keputusan dan memilih prioritas alternatif strategi 
dengan fuzzy ANP. Pendekatan fuzzy digunakan untuk 
mengatasi adanya informasi dan data yang tidak lengkap serta 
mengakomodasi sifat samar dari pengambil keputusan dalam 
memberikan penilaian dimana dapat mengatasi ketidakpastian 
didalam kriteria-kriteria kualitatif. Fuzzy ANP 
mempertimbangkan adanya hubungan ketergantungan antar 
kriteria dan ketergantungan dalam kriteria. 
Empat level hierarki yang terdiri dari level satu yang berupa 
goal atau tujuan yang ingin dicapai yaitu mengetahui alternatif 
strategi terbaik dalam menunjang percepatan implementasi 
sistem jaminan halal di RPA Blitar Raya ditunjukan pada 
Gambar 3.4 Level dua merupakan level kategori atau kriteria. 
Level yang ketiga adalah sub kriteria yang merupakan 
breakdown dari kriteria yang bersifat lebih spesifik. Dan level 
yang terakhir adalah level alternatif yang berupa pilihan strategi-
strategi. Pada tiap node di tiap level akan dimasukkan nilai 
untuk mendapatkan goal yang diinginkan. 
 
Gambar 3.4 Model Hierarki ANP 
 
Ket : 
A1 = Pembentukan tim manajemen halal internal  





A3 = Memperbaiki sistem distribusi ayam potong agar tetap 
 segar  
A4 = Produksi ayam potong halal lokal dengan harga bersaing 
B1= Pendampingan proses persiapan implementasi SJH oleh 
 Dinas terkait maupun akademisis 
B2 = Memfasilitasi RPA dalam pengajuan sertifikasi halal ke 
 BPJPH 
B3 = Penyedia pasar halal  
C1 = Mengadakan edukasi SJH, pembenahan SOP dan standar 
titik kritis kehalala pada proses produksi  
C2 = Pengawasan regulasi halal pada RPA  
C3 = Mengadakan sosialisasi tentang SJH pada masyarakat  
C4 = Subsidi/efisiensi biaya pengajuan sertifikasi halal  
D1 = Mengadakan riset dan penelitian pada SJH 
D2 = Peningkatan pembinaan dan pendampingan kepada RPA 
 mengenai aspek operasional 
 
Menurut Pringgajaya (2012) langkah-langkah metode ANP 
dintaranya: 
1. Penyusunan Struktur Jaringan  
Pada tahap ini ditentukan actor beserta alternative strategi 
yang akan dibuat dalam menyususn jaringan. Dasar dari 
pembentukan jaringan adalah informasi hubungan alternatif 
strategi dan ketergantungan antar aktor. 
2. Menentukan inner dependence dan outer dependence 
Pada tahap ini dilakukan penentuan hubungan 
ketergantungan antar subkriteria dalam satu set elemen (inner 
dependence), artinya elemen dalam suatu komponen/klaster 
dapat mempengaruhi elemen lain dalam komponen/klaster yang 
sama, dan keterkaitan antar elemen yang berbeda (outer 
dependence), artinya elemen dalam suatu komponen/klaster 
dapat mempengaruhi elemen lain dalam komponen/klaster yang 
berbeda dengan memperhatikan setiap kriteria. Penentuan 
hubungan ketergantungan tersebut diperoleh dengan 
menggunakan kuisioner sesuai dengan penelitian Kurniawati, 







Gambar 3.5 Perbedaan Struktur Hierarki dan Jaringan 
Sumber: Kahraman (2012) 
 
 
3. Menghitung bobot elemen 
Tujuan dari penghitungan bobot elemen yaitu untuk 
mengetahui bobot masing masing aktor, ketergantungan antear 
actor dan alternative strategi yang digunakan. Dalam tiap 
kriteria, masing-masing subkriteria dibandingkan tingkat 
kepentingannya dalam mengontrol kriteria tersebut.Data hasil 
penilaian para ahli berupa nilai numerik pada Tabel 3.3 
sehingga masing-masing penilaian perlu di uji konsistensi 

























Elemen satu cukup 








Elemen satu kuat 








Elemen satu lebih kuat 








Elemen satu mutlak lebih 
penting dari yang lain 
(extremely strong) 
(4,9/2,9/2) (2/9,2/9,1/4) 
Sumber: Chang (1996)  
 
Matriks normalisasi didapat dengan menjumlahkan setiap 
kolom matriks perbandingan berpasangan kemudian membagi 
setiap elemen matriks perbandingan berpasangan dengan hasil 
penjumlahan tersebut sesuai kolomnya masing-masing. 
Selanjutnya, dihitung rata-rata tiap barisnya. Untuk menghitung 
𝜆𝑚𝑎𝑘𝑠 dengan cara membentuk matriks B di mana elemennya 
merupakan perkalian antara elemen dari kolom pertama matriks 
perbandingan berpasangan dengan elemen pertama rata-rata 
baris matriks normalisasi (AR). Dari matriks B tersebut 
kemudian dicari jumlah tiap barisnya (C).  
Untuk menghitung 𝜆𝑚𝑎𝑘𝑠 : 
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           (1) 
  
 
Untuk menghitung CI: 
        (2) 
Untuk menghitung CR: 
                                               (3) 
 
Keterangan: 
𝜆𝑚𝑎𝑘𝑠  = eigen value maksimum 
n  = banyaknya elemen yang dibandingkan 
Ci1 = elemen ke-i dari matriks C 
ari1  = elemen ke-i dari matriks rata-rata baris matriks 
 normalisasi 
CI = Consistency Indeks 
CR = Consistency Rasio 
IR = Index Random 
 
Nilai Index Random dapat dilihat pada Tabel 3.4 
 
Tabel 3.4 Index Random  
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
R





















Sumber: Astuti (2014) 
 
Setelah matriks dari penilaian responden konsisten maka 
nilai tersebut dikonversikan menjadi nilai TFN. Nilai dikatakan 
konsisten apabila CR = 0, apabila CR ≤ 0,1 maka dikatakan 
cukup konsisten, dan apabila CR > 0,1 maka dikatakan sangat 
tidak konsisten (Kusumadewi et al., 2006). Uji konsistensi 
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dibutuhkan dalam pengambilan keputusan yaitu untuk 
mengetahui seberapa baik konsistensi matriks perbandingan 
berpasangan yang berasal dari penilaian persepsi manusia. Uji 
konsistensi dilakukan dengan melihat nilai l, m dan u. Nilai 𝑙 ≤ 𝑚 
≤ 𝑢 menunjukkan penilaian konsisten (Paramita, 2012). 
Misalkan 𝑋 = {𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛 } himpunan objek dan 𝑈 = {𝑢1, 
𝑢2, … , 𝑢𝑛 } himpunan tujuan. Setiap objek diambil dan 
dilakukan analisis perluasan untuk setiap tujuan, 𝑔𝑖. Oleh karena 
itu, nilai analisis perluasan 𝑚 untuk setiap objek didapat: 
     (4) 
dimana 𝑀𝑔𝑖 𝑗 (𝑗 = 1, 2, … , 𝑚) adalah nilai TFN. 
Langkah-langkah metode Fuzzy dikembangkan oleh Chang 
adalah sebagai berikut (Yuksel dan Dagdeviren, 2010): 
Langkah 1: nilai sintesis fuzzy untuk objek ke-i yang 
didefinisikan sebagai 
                  (5) 
Untuk memperoleh ∑ 𝑀𝑔𝑖
𝑗𝑚
𝑗=1 , dilakukan operasi penjumlahan 
nilai sintesis fuzzy m pada matriks perbandingan berpasangan: 
              (6) 




𝑖=1 , dilakukan operasi 
penjumlahan fuzzy dari nilai ∑ 𝑀𝑔𝑖
𝑗𝑚
𝑗=1  (𝑗 = 1, 2, … , 𝑚): 
              (7) 
dan hitung invers dari persamaan (7), yaitu: 
 (8) 
Langkah 2: Menghitung derajat kemungkinan dari 𝑀2 = (𝑙2, 𝑚2, 
𝑢2) ≥ 𝑀1(𝑙1, 𝑚1, 𝑢1) yang didefinisikan sebagai berikut: 
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     (9) 
dimana 𝑑 adalah ordinat dari titik potong tertinggi 𝐷 antara μM1 
dan μM2. Untuk perbandingan dihitung keduanya 𝑉 (𝑀2 ≥ 𝑀1) 
dan 𝑉 (𝑀1 ≥ 𝑀2). 
Langkah 3: Jika derajat kemungkinan untuk bilangan fuzzy 
konveks yang lebih besar dari bilangan 𝑘 fuzzy konveks 𝑀𝑖 = (𝑖 
= 1,2, … , 𝑘) maka nilai vektor dapat didefinisikan sebagai 
berikut: 
  (10) 
Asumsikan bahwa 
𝑑′ 𝐴𝑖 = min 𝑉(𝑆𝑖 ≥ 𝑆𝑘 )                
          (11) 
Untuk 𝑘 = 1,2, … , 𝑛 ; 𝑘 ≠ 𝑖. Kemudian diperoleh bobot vektor 
                                    
          (12) 
dimana 𝐴𝑖 = 1,2, … , 𝑛 adalah n elemen keputusan. 
Langkah 4: Normalisasi nilai bobot vektor sehingga didapat nilai 
bobot vektor yang ternormalisasi, yaitu: (W adalah bilangan non 
fuzzy) 
                                  (13) 
4. Perhitungan bobot akhir prioritas 
Bobot akhir prioritas digunakan untuk menentukan urutan dari 
aktor dan alternatif strategi. Bobot akhir aktor diperoleh dengan 
mengalikan matriks bobot aktor dengan matriks bobot 
ketergantungan antar aktor. Hasil perhitungan dinormalisasikan 
untuk memperoleh urutan prioritas dari aktor. Bobot akhir 
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alternatif strategi diperoleh dengan mengalikan bobot akhir 
alternatif strategi masing-masing aktor dan bobot akhir aktor. 
 
3.3.9 Kesimpulan dan Saran 
Kesimpulan diperoleh dari pengolahan dan analisa data 
dengan menjawab tujuan penelitian serta sebagai penutup dari 
penelitian ini. Saran adalah masukan yang ditujukan untuk 
penelitian selanjutnya dengan tema objek penelitian yang 
berkaitan serta peningkatan standarisasi kehalalan pada Rumah 
Potong Ayam di Blitar Raya serta pengembangan dalam ilmu 







BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
 
4.1  Gambaran Umum RPA 
Berdasarkan data LPPOM MUI Jawa Timur tahun 2019 
jumlah RPA yang sudah  bersertifikat halal sejumlah 107 usaha. 
Dibandingkan dengan jumlah keseluruhan RPA yang ada di 
Jawa Timur, jumlah tersebut sangat sedikit. Berdasar data dari 
Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur jumlah RPA yang 
terdaftar yaitu lebih dari 600 usaha, sementara masih banyak 
RPA yang tidak tercatat oleh Dinas Peternakan Provinsi Jawa 
Timur terutama RPA berskala kecil yang tersebar di pasar 
tradisional atau  pemotongan ayam secara mandiri di rumah. 
Berdasarkan studi kasus 3 rumah potong ayam (RPA) yang 
berada di Kabupaten dan Kota Blitar yang diteliti, terdapat 2 
yang memiliki sertifikasi halal, sementara 1 lainnya belum 
tersertifikat halal. Tiap tahun permintaan ayam potong dari RPA 
di Blitar raya mengalami peningkatan, sehingga turut meningkat 
pula kapasitas produksi dan penjualannya dengan rata rata 700 
– 1100 ekor/hari dengan waktu produksi setiap hari dan jumlah 
pekerja 8 – 15 orang. 
Rumah potong ayam yang digunakan untuk penelitian yaitu 
RPA Puji (A), RPA Jatinom Indah (B) dan RPA Dimoro (C). RPA 
Puji (A) berlokasi di Desa Tinggal, Kec. Garum Kab Blitar dan 
telah berdiri selama 8 tahun belum memiliki sertifikat halal. RPA 
Jatinom Indah Chicken Processing (B) berada di Jl. Maluku 
No.99, Jatinom, Kec. Kanigoro, Blitar dan sudah berdiri selama 
43 tahun sudah memiliki sertifikat halal. RPA Dimoro berada di 
sebelah pasar hewan terpadu Dimoro Jl. Batanghari, Sukorejo, 
Kec. Sukorejo, Kota Blitar, yang sudah berdiri selama 8 tahun 
sudah memiliki sertifikat halal. Jumlah pegawai RPA Dimoro 
sebanyak 21 orang terbagi menjadi 2 yaitu 6 orang ASN 
sebagai tenaga administrasi (pekerja tidak langsung) dan 15 
orang merupakan pekerja langsung yaitu penerimaan ayam 
danpemotongan, pencucian serta pengemasan ayam potong. 
RPA Puji (A) memiliki pegawai sebanyak 6 orang. RPA Jatinom 
Indah memiliki jumlah pegawai sebanyak 25 orang. Proful RPA 
A, RPA B dan RPA C secara rinci dapat dilihat pada Tabel 4.1. 
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        6 Kecil ±8 juta Masyarakat, 
warung, catering 
B 3000 – 
3500 
ekor/hari 
       25 Besar ± 140 
juta 
Mc Donald, hotel, 
masyarakat, 
restoran, catering 
C  400-500 
ekor/hari 
       15 Sedan
g 
 ± 20 juta Hotel, masyarakat, 
catering 
Sumber : Data Primer Diolah (2020). 
 
 
4.2 Proses Produksi RPA 
4.2.1 Teknis Pemotongan Ayam dan Proses Produksi di 
RPA 
Proses merupakan cara, metode serta teknik tentang 
bagaimana sesungguhnya sumber-sumber tenaga kerja, bahan, 
mesin serta dana yang tersedia dapat diubah untuk 
mendapatkan suatu hasil. Sementara produksi merupakan 
kegiatan dalam menciptakan atau menambah kegunaan suatu 
barang atau jasa. Proses produksi merupakan suatu cara, 
metode serta teknik bagaimana sesungguhnya sumber-sumber 
(mesin, bahan, tenaga kerja serta dana) yang ada diubah untuk 
mendapatkan suatu hasil. Dalam prosesnya, implementasi 
sistem jaminan halal merupakan bagian yang penting sehingga 
produk yang dihasilkan dapat memiliki sertifikat halal dan 
dijamin kehalalannya. Status kehalalan daging ayam ditentukan 
oleh implementasi Sistem Jaminan Halal (SJH) selama proses 
produksi. Produksi daging ayam halalan thoyibban perlu dijamin 
dengan serangkaian aturan teknis dan regulasi (Sucipto, 2020). 
Hal yang tidak kalah penting dari implementasi sistem 
jaminan halal proses produksi ayam potong yaitu memastikan 
dari dari hulu hingga hilir produk yang diterima oleh konsumen 
harus thoyyib atau baik. Upaya mewujudkan kepuasan 
konsumen dan meyakinkan status halal dari produk pangan 
yang tetap terjaga secara utuh selama melewati semua proses 
dari supply  chain yaitu memahami proses yang terjadi pada 
produk pangan yang halal dimulai dari titik awal hingga produk 
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tersebut dikonsumsi atau dari suppliers hingga end-users. Hal 
ini diharapkan dapat menambah kehati-hatian demi konsistensi 
status halal produk tersebut (Bahrudin, 2011). Proses produksi 
ayam potong di RPA A, B dan C akan dijabarkan melalui 
diagram alir berikut beserta komponen kehalalan dan keamanan 
dalam implementasi Sistem Jaminan Halal (SJH) pemotongan 
ayam. Struktur proses produksi di RPA di Blitar raya dapat 
dilihat pada Gambar 4.1 dan Gambar 4.2.  
 
 
Gambar 4.1 Diagram Alir Proses Produksi RPA A  














Gambar 4.2 Diagram Alir Proses Produksi RPA B dan C 
(Sumber : Data Primer Diolah, 2020). 
 
RPA A merupakan RPA skala kecil yang masih 
menggunakan alat-alat semi tradisional dan hanya 
mengandalkan mesin pencabut bulu. Sementara RPA B dan 
RPA C adalah RPA skala menengah dan besar yang didukung 
oleh peralatan produksi semi modern atau full automatic, yang 
membuat mereka memiliki kapasitas produksi yang relatif besar. 
Proses produksi pemotongan ayam harus pula memperhatikan 
penerapan pemotongan yang sesuai dengan sistem jaminan 
halal, diantaranya harus terputusnya tiga saluran urat pada 
ayam dan menggunakan alat potong yang tajam dengan proses 
pemotongan yang bersamaan dengan bacaan lafad Allah 
(Cahyadi, 2019). Berikut merupakan beberapa proses yang 
penting terhadap implementasi sistem jaminan halal di RPA 
pada aspek kemanan dan kehalalan ayam, diantaranya : 
a. Penerimaan dan persortiran ayam 
Stasiun penerimaan dan persortiran ayam merupakan 
tempat pemeriksaan untuk menghindari ayam yang sakit 
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ataupun cacat. Pemeriksaan dilakukan manual oleh kariyawan 
tiap RPA baik di RPA A, B maupun C. Penyortiran dan 
penyeleksian ayam ini merupakan aktifitas kritis yang wajib 
dilakukan untuk mendapatkan karkas ayam yang sesuai dengan 
kriteria. Beberapa kriteria ayam potong yang baik dan siap 
disembelih diantaranya ayam harus sehat dilihat dari beberapa 
ciri fisiknya yaitu cara buang air besar (BAB) tidak 
mengeluarkan lender maupun darah, badan gemuk serta ayam 
aktif (Kholili dkk, 2020). Peneriamaan ayam hidup RPA A 
umumnya diperoleh dari peternakan ayam di wilayah Blitar. 
Ayam yang masuk dalam kriteria di RPA diantaranya ayam 
hidup, sehat serta tidak cacat. Penyeleksian pertama umumnya 
dilakukan di peternakan sebelum diangkut ke tempat 
pemotongan. 
Seleksi RPA B dan RPA C, kriteria ayam yang dapat 
disembelih diantaranya harus sehat dan tidak dalam keadaan 
lelah. Bobot ayam sekitar 1,8 -2,5 kg. Sebelum dipotong ayam 
harus diistirahatkan agar tidak stres, darah dapat keluar 
sebanyak mungkin saat dipotong (±5 menit) serta cukup energi 
sehingga proses pemotongan sempurna. RPA B dan C telah 
memenihi kriteria manajemen supplier dengan penerapan GMP 
(Good Manufacturing Practice), perlindungan produk serta 
jaminan halal dan pangan. Pada RPA B peternakan ayam dan 
RPA terintergrasi dalam satu manajemen sehingga RPA lebih 
mudah menggendalikan kualitas ayam potong mereka, 
sementara di RPA C bekerjasama dengan peternak lokal untuk 
pemeliharaan ayam agar ayam yang dihasilkan sesuai dengan 
kriteria yang mereka miliki. SOP penerimaan ayam hidup 
sebelum diproses yaitu 10 – 12 jam sebelum waktu produksi. 
Apabila terdapat ayam yang tidak sesuai dengan kriteria RPA 
baik sakit, maupun mati akan disortir oleh kariyawan. 
b. Pengumpulan sementara dan pengistirahatan ayam 
Pada peraturannya pengumpulan dan pengistirahatan ayam 
sementara di RPA B dan C dilakukan setelah ayam diterima dari 
peternak. Pengistirahatan minimal selama 2 jam. Pengumpulan 
sementara ayam pada RPA B dan C yaitu sekitar  ±8 jam. Pada 
RPA A SOP pengumpulan sementara dan pengistirahatan ayam 
sudah ada namun tidak tertulis. Karena RPA A tergolong RPA 
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kecil, penerapan SOP tidak berjalan dengan baik. Keterbatasan 
tempat pengumpulan sementara dan manajemen kedatangan 
ayam yang kurang baik seringkali menyebabkan ayam kurang 
istirahat sebelum disembelih. Solusi yang dapat diberikan untuk 
RPA yaitu memperluas tempat pengumpulan sementara dan 
memperbaiki manajemen kedatangan ayam dengan 
mengadakan kerjasama dengan peternak ayam. Hal ini 
dilakukan untuk menghilangkan stress karena penangkapan dan 
perjalanan serta untuk memulihkan kondisi segar ayam 
(berdasar pedoman produksi ayam potong higienis dan halal). 
Menurut Yana, dkk (2017), pengistirahatan agar ayam tidak 
mengalami stress, darah dapat keluar sebanyak mungkin saat 
pemotongan berlangsung serta cukup energi. Penanganan 
ayam dapat mempengaruhi kualitas daging ayam misalnya 
penanganan kurang baik akan menyebabkan perubahan warna 
daging, mudah busuk dan berlendirnya daging dan atau bias 
pula ayam mati sebelum disembelih yang menyebabkan daging 
ayam tidak halal Tamzil, dkk. 2021). Menurut Adzitey 
(2011),handling yang kurang tepat pada ternak akan 
mengakibatkan luka dan memar. 
c. Pemotongan/penyembelihan ayam 
Proses penyembelihan yang dilakukan pada RPA A, B dan 
C dilakukan oleh tenaga manusia terlatih. Pada RPA A belum 
memiliki JULEHA, RPA mengandalhkan tenaga terlatih secara 
otodidak untuk menyembelih ayam. Pada RPA B dan C sudah 
memiliki JULEHA untuk menyembelih ayam. Proses, 
penyembelihan menggunakan pisau tajam agar tidak menyakiti 
hewan. Penyembelihan harus sesuai dengan syari’at Islam yaitu 
berkaitan dengan penyembelih (juru sembelih), anggota tubuh 
yang harus disembelih, alat sembelihan serta tata cara 
penyembelihan. Penyembelih wajib seorang muslim atau ahli 
kitab yang berakal baik dapat pria maupun wanita serta telah 
baligh. Alat yang digunakan untuk proses pemotongan haruslah 
tajam agar dapat memutuskan tiga saluran pada hewan yang 
disembelih serta mengucapkan lafad Allah saat proses 
penyembelihan (Awaludin dkk, 2017).  
RPA A memulai penyembelihan pagi hari dengan kapasitas 
100 ekor/hari. Penyembelihan dilakukan secara manual dengan 
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dipegang bagian kepala dan sayap di tangan kiri, lalu tangan 
kanan mengarahkan pisau ke leher ayam dengan diiringi 
bacaan basmallah. Penyembelihan berlangsung selama ± 4 
detik. Penyembelih harus memastikan bahwa 3 saluran yaitu 
saluran makan, pernafasan serta saluran darah benar-benar 
terpotong sempurna (Cahyadi, 2019). Pada RPA B 
penyembelihan dilakukan di chain conveyor dan 
pelaksanaannya berdasarkan prosedur syariat Islam untuk 
menjamin kehalalan dari karkas yang dihasilkan. 
Penyembelihan di RPA C semi modern dengan menggunakan 
bantuan sackle conveyor (meja peniris yang dilengkapi 
penggantungan ayam berjalan) dimana di stasiun tersebut 
terdapat dua petugas untuk menyembelih serta petugas 
stunning. Setelah disembelih otomatis darah akan ditiriskan 
dengan tetap berada dalam gantungan conveyor hingga darah 
dipastikan telah keluar secara maksimal (±5 menit) sebelum 
dibersihkan ketahap selanjutnya. Tujuan dari stunning yaitu agar 
mengurangi rasa sakit yang dialami oleh ayam saat disembelih, 
mengurangi gerakan kepakan sayam ayam saat proses 
penyembelihan, mempercepat pengeluaran darah dan 
mempermudah proses penyembelihan (Pahlawan dan Iwan, 
2019).  
Identifikasi aspek kehalalan pada RPA A, B, dan C masing-
masing diantaranya: 
i. Teknik Penyembelihan Ayam 
Penyembelihan ayam harus dilakukan menggunakan teknik 
khusus serta baik dan benar agar ayam tersembelih dengan 
sempurna. Proses penangkapan dan penyembelihan ayam 
harus dilakukan dengan terampil. Harus diperhatikan prosesnya 
agar tidak terdapat memar, patah tulang maupun blood spot 
pada karkas. Selain itu harus terpotongnya tiga saluran yang 
terdapat di leher ayam agar ayam dapat dikategorikan halal 
(Delfita, 2013). Proses     penyembelihan dapat mempengaruhi 
kualitas daging ayam. Kerusakan daging ayam secara biologis 
diantaranya adanya pertumbuhan mikroba yang berasal dari 
ternak, proses  penyembelihan, dan pemasaran (Lubis, 2020). 
Penyembelihan pada RPA A tidak memiliki standar baku 
maupun instruksi kerja yang jelas dalam proses pemotongan 
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ayamnya. RPA A hanya mengandalkan subjektifitas dari juru 
sembelihnya. RPA B dan C memiliki SOP dan instruksi kerja 
yang jelas dan secara tertulis terdapat pula pada ruang 
penyembelihan. SOP yang dibuat oleh RPA B dan C sendiri 
mengacu pada tata cara memotongan ayam yang dikeluarkan 
oleh LPPOM MUI (2011). Tata cara penyembelihan diantaranya 
penyembelihan dilakukan dengan mengalirkan darah melalui 
pemotongan saluran makan (mari’/esorphagus), saluran 
pernapasan (hulqum) dan dua pembuluh darah (wadajain/vena 
jugularis serta arteri carotids). Penyembelihan harus dilakukan 
satu kali dan cepat.  
Proses penyembelihan pada RPA A, B serta C dikerjakan 
dengan cermat sehingga dihasilkan karkas ayam yang 
memenuhi syarat ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal). 
Mengacu fatwa MUI, pasca penyembelihan juga dilakukan 
pemeriksaan untuk memastikan bahwa ketiga saluran telah 
terputus dengan sempurna serta hewan telah mati diakibatkan 
penyembelihan. Selain itu juga turut dipastikan bahwa darah 
telah keluar secara maksimal dari ayam yang disembelih.  
ii. Juru Sembelih 
Persyaratan hewan halal agar dapat dikonsumsi menurut 
Islam harus melewati proses penyembelihan. Prosesnya 
memiliki beberapa syarat diantaranya hewan harus disembelih 
oleh orang Islam, baliqh, berakal sehat dan mengetahui dengan 
benar tata cara penyembelihan dalam Islam. Juru sembelih 
boleh bukan beragama Islam namun harus ahli kitab dan 
menyembelih dengan tata cara Islam. Harus pula dibacakan 
basmallah oleh si penyembelih (Nusran, 2019). Juru sembelih 
pada RPA A, B dan C semuanya Bergama Islam serta telah 
memenuhi kriteria dalam persyaratan penyembelihan. Petugas 
penyembelih pada RPA B dan C telah mengikuti beberapa kali 
pelatihan sebelum aktif menjalankan tugas menyembelih serta 
telah memiliki sertifikat JULEHA. Secara otomatis, mereka telah 
memiliki standar keahlian yang tinggi.  
iii. Alat penyembelih yang digunakan 
Berdasarkan fatwa MUI no 12 tahun 2009 standar alat 
penyembelihan yaitu alat harus tajam. Alat yang digunakan 
bukan kuku, taring/gigi dan atau tulang. Ketajaman pisau sangat 
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mempengaruhi dan menentukan status kehalalan hasil 
sembelihan. Salah satu penentu HCP penyembelihan yaitu alat 
potong yang digunakan Shahdan et al. (2016). Alat yang 
digunakan untuk menyembelih pada RPA A, B maupun C telah 
memenuhi standar sesuai dengan fatwa MUI. 
iv.  Penirisan Darah 
Salah satu pertimbangan penyembelihan hewan agar 
memenuhi syarat halal adalah  darah keluar sempurna pasca 
penyembelihan (Fuseini et al,, 2016). Pasca penyembelihan 
ayam langkah selanjutnya yakni dilakukan penirisan darah. 
Penggunaan alat penyembelihan (pisau) yang tajam 
berhubungan langsung dengan aspek penirisan darah. Pisau 
yang tajam akan mengurangi rasa sakita pada saat 
penyembelihan dan akan berhubungan dengan keefektifan 
hilangnya darah dari tubuh hewan. Selain itu perlakuan pasca 
pemotongan sangat penting diperhatikan seperti peletakan 
ayam. Penggantungan ayam lebih menyempurnakan 
pengeluaran darah (Sucipto, 2020). Kondisi tersebut 
menyebabkan darah dapat keluar sempurna. Penyembelihan 
skala menengah dengan menggantung ayam pasca 
penyembelihan merupakan praktek produksi yang sudah 
berjalan dengan baik untuk diadopsi oleh penyembelihan skala  
kecil. 
Penirisan darah yang dilakukan pada RPA A yaitu dengan 
menggantung ayam secara terbalik selama beberapa menit 
sebelum dimasukan kedalam tong besar. Pengumpulan tersebut 
dimaksudkan agar tidak ada darah tercecer pasca 
penyembelihan. Setelah ±5 menit ayam lalu dimasukkan 
kedalam panic berisi air panas untuk proses selanjutnya. Pada 
RPA B dan C penirisan dilakukan dengan dengan 
penggantungan ayam pada sackle dengan posisi terbalik yakni 
kepala ayam berada dibawah. Selanjutnya yama disalurkan ke 
stasiun berikutnya dengan tetap pada posisi menggantung.  
v. Perendaman  
Tahap setelah penirisan darah yaitu perendaman dalam air 
panas. Perendaman bertujuan agar memudahkan pencabutan 
bulu ayam. Sebelum perendaman dilakukan terlebih dahulu 
ayam harus dipastikan telah benar benar mati dan darah telah 
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keluar dengan maksimal. Menurut persyaratan penyembelihan 
halal unggas, daging ayam tidak halal apabila penyembab 
matinya selain dari pemotongan leher. Diperlukan kehati hatian 
serta memastikan bahwa ayam sudah mati ketika proses 
perendaman dengan air panas (Shahdan et al., 2016). Proses 
perendaman juga harus diperhatikan lama waktunya karena 
akan mempenngaruhi hasil karkas ayam. pada RPA B dan C 
menggunakan scalding machine dimana posisi ayam masih 
dalam keadaan menggantung pada sackle conveyor. Suhu air 
yang digunakan untuk perendaman yaitu 58O – 60O C. Pada 
RPA A perendaman dilakukan pada tong besar dengan isi 
sebanyak 15 - 20 ekor ayam dengan air bersuhu ±60OC, dean 
diaduk selama ±1 menit. Menurut Ismianto dkk (2020) untuk 
mencabut bulunya, unggas perlu direndam di dalam air panas 
dengan suhu 60O – 68OC selama 50-60 detik. Suhu air 
berbanding lurus dengan waktu perendaman, dimana semakin 
tinggi suhu air maka semakin singkat waktu perendamannya. 
vi. Pencabutan bulu 
Setelah pada proses perendaman selesai maka tahap 
selanjutnya yaitu pencabutan bulu. Proses pencabutan bulu 
unggas dengan cara manual menyebabkan pemborosan waktu, 
output yang rendah serta rentan terjadinya cidera (Ismianto, 
2020). Menurut Mead (2004) proses pencabutan bulu dengan 
mesin merupakan fase kritis terjadinya kontaminasi silang antar 
karkas melalui kontak langsung antara kulit dengan alat 
pencabut bulu. Arnold (2007) jari-jari karet yang berfungsi untuk 
membersihkan bulu-bulu dari karkas ayam berkontribusi dalam  
kontaminasi silang. Pencabutan bulu ayam dilakukan denga 
mesin standing flucker. Mesin ini bekerja semi otomatis dalam 
pengoprasiannya dengan masih menggunakan tenaga manusia 
untuk pengoprasiannya. Hasil dari mesin ini cukup bersih serta 
cepat dalam membersihkan ayam. Bulu ayam yang merupakan 
limbah yang tidak digunakan lagi pada proses produksi 
sehingga akan langsung dikumpulkan dan diserahkan pada 
pihak lain untuk dimusnahkan. 
vii. Eviserasi 
Proses eviserasi yaitu proses mengeluarkan dan 
membersihkan isi rongga perut  dan  dada  ayam (Tumanggor 
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dkk, 2020). Dilakukan proses penyayatanpada bgian tunggir 
ayam untuk melakukan eviserasi agar mempermudah 
pengeluaran isi rongga perut. Pada RPA B dan C posisi ayam 
masih dalam keadaan menggantung pada sackle conveyor. 
Pada prosesnya dimulai dengan mengeluarkan usus kyang 
kemudian dicuci dengan air mengalir. Lalu setelahnya 
mengelurkan hati, jantung, ampela serta empedu. Terakhir yaitu 
pengeluaran tembelok dan pemotongan kaki ayam. Pada RPA 
A eviserasi dilakukan secara manual oleh pekerja satu persatu 
dengan pisau tajam di atas meja eviserasi. Untuk isi rongga 
perut ayam kemudian dipisahkan yang selanjutnya akan diambil 
pihak ketiga untuk dimanfaatakn lebih lanjut.  
viii. Pencucian Karkas 
Setelah karkas bersih dari isi rongga perutnya selanjutnya 
akan dilakukan pencucian secara menyeluruh. Pencucian 
karkas bertujuan untuk menghilangkan sisa kotoran yang 
menempel pada karkas selama proses pemotongan. Pencucian 
juga sebagai upaya dalam menghasilkan daging ayam yang 
bersih dan berkualitas bebas dari cemaran baik fisika kimia 
maupun mikrobiologi yang mengkontaminasi karkas. 
Kontaminasi bakteri menyebabkan  produk  karkas tidak ASUH 
dan tidak higienis. Hal ini dapat mempengaruhi kesehatan 
manusia karena  kontaminasi dapat menyebabkan penyakit dan 
keracunan, ini berarti masyarakat dihadapkan  pada bahaya 
kontaminasi yang tidak terlihat namun dapat menimbulkan 
dampak pada kesehatan (Rachmawati, 2019). Menurut Valeria 
dan Roza (2009), pencucian karkas yang  baik  dengan air 
mengalir guna menghindari kontaminasi silang antar karkas. 
Pada RPA A pencucian dilakukan secara manual dengan 
mengalirkan air  kedalam bak untuk membersihkan karkas untuk 
menghilangkan sisa kotoran dan darah yang menempel. Pada 
RPA B dan C digunakan mesin Screw Chiller untuk proses 
pencucian. Mesin ini memiliki dua bak dimana bak 1 adalah 
campuran air dan klorin dan bak 2 campuran air dan es batu 
(dengan suhu ±5OC. Perpindahan karkas dari bak 1 ke bak 2 
menggunakan screw. Air pada proses pencucian diganti 2x 





Menurut Nur (2009), salah satu penyebab kerusakan bahan 
pangan karena pengaruh lingkungan, oleh karena itu diperlukan 
pengemas untuk membatasi bahan pangan dengan lingkungan 
agar menunda atau mencegah proses kerusakan pada bahan 
pangan. Jenis plastik yang populer digunakan untuk 
pengemasan daging yaitu PE (polyethylen) dan PP 
(polyprophylen) kedua jenis plastik ini selain harganya murah, 
mudah ditemukan di pasaran, juga memiliki sifat umum yang 
hampir sama. Plastik PE tidak menunjukkan perubahan pada 
suhu maksimum 93°C - 121°C dan suhu minimum -46°C -(-
5OC), namun memiliki permeabilitas yang cukup tinggi terhadap 
gas-gas organik sehingga masih dapat teroksidasi apabila 
disimpan dalam jangka waktu yang lama (Irawati, 2014). Pada 
proses pengemasan di RPA B dan C dilakukan manual dengan 
bantuan alat hopper. Alat ini dipasang pada meja pengemasan, 
lalu petugas bagian pengemasan akan mengemas karkas ayam 
dengan kemasan yang sesuai dengan ukuran karkas ayam. 
Jenis plastik yang digunakan yaitu PE (polyethylene) dan PP 
(polyprophilene) yang umum digunakan untuk kemasan daging. 
Sementara pada RPA A menggunakan plastik merah besar 
sesuai dengan permintaan konsumennya.  
x. Penyimpanan 
Proses penyimpanan sangat berpengaruh pada kualitas 
karkas ayam. Secara alami karkas ayam akan mulai mengalami 
kerusakan setelah 6 jam pasca penyembelihan sehingga butuh 
penyimpanan yang baik agar umur simpan lebih lama dan tidak 
mengurangi mutu ayam. Karkas broiler sebaiknya segera 
dimasukkan ke dalam lemari es (refrigerator) guna mencegah     
pertumbuhan mikroba pembusuk. Karkas yang akan disimpan 
pada suhu dinginpun sebaiknya dalam keadaan terlindung oleh 
pembungkus karena perlakuan ini dapat mempengaruhi daya 
simpan dan mencegah terjadinya penurunan kualitas karkas 
selama penyimpanan dalam lemari es (Jaelani, 2014).  
Lama penyimpanan dapat mempengaruhi kualitas daging 
ayam. Kerusakan daging  ayam secara biologis yaitu adanya 
pertumbuhan mikroba yang berasal dari ternak, proses  
penyembelihan, dan penyimpanan. Pertumbuhan mikroba 
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menyebabkan penurunan pH daging selama penyimpanan 
sehingg potensi kerusakan semakin besar (Lubis, 2020). Pada 
RPA A penyimpanan karkas dengan memasukan ke dalam 
freezer dan ayam yang selesai dipotong akan dikumpulkan 
sementara dan langsung disalurkan kepada konsumen. Pada 
RPA B dan C karkas akan disimpan dalam ruangan blast 
freezer selama 12 jam dengan suhu -12OC – (-5)OC.  
  
4.2.2 Implementasi Sistem Jaminan Halal di RPA 
Rumah potong A, B dan C merupakan salah satu 
penyumbang dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap 
konsumsi ayam potong. Dalam perjalananya, kesadaran dalam 
berproduksi ayam potong dengan halal bagi rumah potong 
ayam menjadi bagian yang tidak dapat ditinggalkan karena 
banyaknya konsumen muslim yang menjadi pasar produk ayam 
potong. RPA A, B, C telah menyembelih ayam sesuai dengan 
syariat Islam, namun di RPA A beberapa prosesnya kriteria SJH 
lainnya belum dapat terpenuhi dengan baik. Hal ini dikarenakan 
kapasitas usaha yang masih berskala kecil serta sumber daya 
yang terbatas. Komitmen dalam memproduksi ayam potong 
halal berdasarkan SJH masih belum dilaksanakan, sebab 
kepentingan dirasa masih belum tinggi dan tidak adanya 
tuntutan dari konsumennya. RPA merasa bahwa sertifikat halal 
belum dibutuhkan dan masih berfokus pada kapasitas produksi 
dan produktivitas usaha yang akan ditingkatkan sebelum 
menuju jaminan mutu halal pada produknya.  
Implementasi Sistem Jaminan Halal (SJH) pada RPA B dan 
C sudah terbukti dengan sertifikat halal yang didapatkan serta 
SOP dalam penjaminan mutu karkas ayam, NKV serta dokumen 
jaminan mutu. Hal ini telah membuktikan bahwa RPA tersebut 
merupakan pemasok daging ayam yang menjamin mutu pangan 
dan kehalalan daging ayam produk mereka. Implementasi SJH 
berdasarkan proses produksi tiap RPA dapat dilihat pada Tabel 
4.2  
1. Kebijakan Halal 
Manurut Prabowo dan Azmawani (2016) kebijakan halal 
merupakan  pernyataan tertulis komitmens manajemen puncak 
perusahaan untuk terus menghasilkan produk halal secara 
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konsisten dan menjadi dasar bagi penyusunan dan penerapan 
Sistem Jaminan Halal. Kebijakan halal ini penting disampaikan 
kepada seluruh stakeholder perusahaan agar dapat dipastikan 
bahwa mereka telah memahami penerapakan kebijakan halal di 
perushaan. Adapun stake holder perusahaan diantaranya 
pekerja dan karyawan, fasilitas produksi/maklon, serta suplier. 
Hal hal yang termasuk dalam kebijakan halal diantaranya 
adalah tujuan, sumber daya yang dibutuhkan serta komitmen 
implementasi sistem jaminan halal secara terus menerus. Pada 
RPA A penetapan kebijakan halal tidak ditetapkan secara 
tertulis melaikan hanya menerapkan kebijakan penyembelihan 
secara halal menurut syariat. Penerapan kebijakan halal 
diantaranya penyembelihan secara halal baik pekerja yang 
bertugas menyembelih, alat yang digunakan untuk menyembelih 
maupun hewan yang disembelih. RPA B dan C yang telah 
memiliki sertifikat halal dari BPJPH (dulunya LPPOM MUI) maka 
telah menerapkan kebijakan halal secara menyeluruh baik 
secara tertulis maupun tidak dan telah berkomitmen untuk 
melaksanakan prosedur halal secara konsisten sesuai pedoman 
SJH. 
 
Tabel 4.2 Implementasi Sistem jaminan halal di RPA A, B dan C 
No 
Proses Kriteria SJH LPPOM 
MUI 2012 
Pemenuhan elemen SJH 
A  B      C 
1 Kebijakan Halal -   V V 
2 Tim manajemen halal - V V 
3 Pelatihan dan edukasi V V V 
4 Hewan yang disembelih V V V 
5 Fasilitas Produksi - V V 
6 Prosedur tertulis aktivitas kritis - V V 
7 Kemampuan telusur - V V 
8 Bahan V V V 
9 Penanganan produk yang tidak 
memenuhi kriteria 
- V V 
10 Audit internal - V V 
11 Kaji Ulang manajemen  - V V 





2. Tim Manajemen Halal 
Tim manajemen halal merupakan tim yang dibentuk untuk 
pelaksanaan sistem  produksi halal yang beranggotakan tiap 
divisi/bagian yang dikoordinasi oleh koordinator halal. 
Manajemen puncak harus menentukan tim manajemen halal 
yang meliputi  semua stasiun yang terlibat dalam aktivitas kritis 
dan mempunyai tugas,tanggung jawab serta wewenang yang 
jelas (Rony dan Etwin, 2017). Penetapan pejabat khusus 
koordinator halal dan internal auditor halal yang Bergama Islam 
yang paham persyaratan sistem jaminan halal oleh pimpinan 
puncak. Koordinator halal berkewajiban dan bertanggung jawab 
dalam seluruh proses untuk sistem produksi halal agar dpat 
dipelihara dan dilaksanakan dengan baik. 
RPA A belum memiliki tim manajemen halal secara khusus. 
Hal ini dapat dilihat dari jumlah karyawan RPA A sebanyak 6 
orang dengan tugas yang dimiliki masing masing. Terbatasnya 
sumber daya manusia yang ada di RPA A dan skala usaha RPA 
A yang cukup kecil sehingga tidak pula dibentuk tim manajemen 
halal dan menyebabkan belum dapat diterapkannya sistem 
jaminan halal yang menyeluruh. Satu satunya pengawas yang 
melakukan kontroling pada saat penyembelihan agar sesuai 
dengan syariat Islam yaitu pemilik RPA. Pada RPA B dan C 
coordinator halal dan audit internal merangkap sebagai 
manager Quality Assurance (QA) dan anggota timnya 
merupakan petugas penyembelihan dan operator mesin pada 
tiap stasiun yang memiliki tugas untuk memastikan  produksi 
halal. 
3. Pelatihan dan Edukasi 
Sosialisasi jaminan keamanan dan kehalalan pangan harus 
menjadi agenda wajib untuk dilakukan dalam usaha 
menumbuhkan kesadaran publik terhadap pentingnya sertifikasi 
halal (Gunawan, 2021). Seluruh jajaran pelaksana sistem 
jaminan halal harus melakukan edukasi dan pelatihan terkait 
SJH. Pelatihan ini harus diikuti semua anggota tim yang 
memiliki pengaruh terhadapa kehalalan produk yang dihasilkan. 
Tujuan dan edukasi dan pelatihan yaitu untuk upaya 
peningkatan pemahaman SJH pada kariyawan, pentingnya 
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kehalalan bagi produk serta titik kritis proses produksi serta 
bahan produksi.  
Edukasi dan pelatihan dalam menerapkan upaya 
berproduksi secara halal pada pekerja RPA A tidak dilakukan 
secara terstruktur dan formal. Pemberian pelatihan hanya 
dengan prkatik penyembelihan sesuai dengan syariat islam 
yang dibimbing dan diawasi oleh pemilik RPA secara langsung. 
Pelatihan dilakukan langsung sekali saat pekerja awal masuk ke 
perusahaan mengenai sistem operasional dan brefieng terkait 
tugas yang akan dibagikan ke tiap kerjanya. 
Edukasi dan pelatihan pada RPA B dan C dilaksanakan 
secara internal oleh pimpinan puncak dalam pelaksanaan audit 
halal. Edukasi mencangkup kehalalan pangan, pangan halal 
dan haram, penerapan SJH secara langsung pada RPA dan 
pentingnya produksi halal. Pelaksanaan kegiatan produksi halal 
dibarengi dengan dibuatnya standar operasional prosedur 
(SOP) dan instruksi kerja untuk ditaati dan dijalanankan oleh 
segenap pekerja. 
4. Hewan yang Disembelih 
Hewan yang disembelih pada RPA yaitu hewan halal untuk 
dimakan dan disembelih atas nama Allah serta secara fisik 
sehat. Hewan halal dalam keadaan masih hidup harus 
memenuhi beberapa syarat agar dapat disembelih, diantaranya 
(Cahyadi, 2019) : 
 Disembelih secara manual satu per satu dengan menyebut 
nama Allah dan tidak boleh menyebut dengan nama selain 
Allah. 
 Disembelih menggunakan alat penyembelihan yang tajam 
dan mudah untuk memutuskan urat-urat lehernya sehingga 
darah dapat keluar dengan lancar. 
 Disembelih pada leher yang tepat dan saluran pernafasan, 
saluran makanan, dan tiga urat nadi harus terputus.  
 Disembelih tanpa mengangkat alat penyembelihan sebelum 
saluran pernafasan, saluran makanan dan dua urat nadi 
terputus. 
 Sebelum  disembelih  tidak  boleh  diberi  air  minum  secara  
berlebihan,  disiksa  atau disakiti. 
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Pada tiap RPA memiliki kriteria masing masing untuk ayam 
yang akan disembelih. Pada RPA A memiliki kriteria yaitu bobot 
ayam 1,8 – 2,5 kg/ekor dengan kondisi ayam yang sehat. 
Kriteria ayam di RPA B dan C yaitu berbobot 1,65 – 1,85 
kg/ekor, ayam tidak cacat, sehat, aktif, bulu bersih, bebas 
kotoran serta tidak mengeluarkan lendir dari hidung dan anus. 
Pada kriteria masing masing RPA telah memenuhi persyaratan 
SJH pada hewan yang disembelih berupa hewan yang halala 
dimakan serta masih hidup.  
Pada RPA A supplier yang berkerja sama dengan mereka 
belum memiliki bukti jaminan bahwa ayam yang dikirim tidak 
cacat dan sehat, namun terdapat kontroling langsung ketika 
ayam tiba di RPA. Pada RPA B dan terdapat jaminan kesehatan 
ayam karena RPA B sudah bekerja sama dengan beberapa 
peternak terkait dengan syarat ayam yang dpat diterima oleh 
RPA. Pada RPA C sudah terdapat jaminan standar ayam 
kerena RPA terintegrasi dengan unit usaha lain milik 
perusahaan yang menangani peternakan ayam potong.  
5. Fasilitas Produksi 
Berdasarkan peraturan pedoman kriteria Sistem Jaminan 
Halal (SJH) di rumah potong hewan HAS 23103 bahwa Rumah 
Potong Hewan (RPH) harus memenuhi poin poin sebagai 
berikut : (i) Fasilitas RPH hanya diperuntukkan khusus untuk 
produksi daging hewan halal; (ii) Tempat RPH harus terpisah 
secara nyata dari peternakan/RPH babi; (iii) Apabila proses 
deboning dikerjakan di luar RPH tersebut, harus dipastikan 
karkas hanya berasal dari RPH halal; (iv) Alat penyembelih 
harus sesuai persyaratan.  
6. Prosedur Tertulis Aktifitas Kritis 
Titik kritis kehalalan adalah menelusuri asal-usul bahan dan 
proses pembuatannya  kemudian dikonsultasikan dengan 
kaidah-kaidah hukum Islam yang berkaitan dengan kehalalan 
pangan. Apabila bersesuaian, berarti halal, bila tidak berarti 
diragukan. Selanjutnya, dilakukan verifikasi terhadap hal yang 
diragukan tersebut. Penentuan titik kritis dalam proses sertifikasi 
produk halal berfungsi mencegah terjadinya kesalahan dan 
penyimpangan dalam proses produksi halal. Titik kritis ini 
mengacu pada pedoman halal  yang telah dibuat, yang 
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mencakup bahan-bahan yang digunakan untuk berproduksi, 
serta tahapan proses yang mungkin berpengaruh terhadap 
keharaman produk. Untuk menentukan titik-titik kendali kritis, 
harus  dibuat dan diverifikasi bagan alur bahan, yang 
selanjutnya diikuti dengan analisa terhadap tahapan yang 
berpeluang untuk terkena kontaminasi bahan yang 
menyebabkan haram.  
Perusahaan wajib memiliki pedoman prosedur tertulis yang 
mengatur pelaksanaan   aktivitas kritis, yaitu aktivitas pada 
rantai produksi yang dapat mempengaruhi status kehalalan 
produk. Menurut Rony dan Etwin (2017) aktivitas kritis dapat 
mencakup seleksi bahan baru, pembelian bahan, pemeriksaan 
bahan datang, formulasi produk, produksi, pencucian fasilitas 
produksi dan peralatan pembantu, penyimpanan dan 
penanganan bahan dan produk, transportasi, pemajangan 
(display), aturan pengunjung, penentuan menu, pemingsanan, 
penyembelihan, disesuaikan dengan proses bisnis perusahaan 
(industri pengolahan, RPH, restoran/katering/dapur). Prosedur 
tertulis aktivitas kritis dapat dibuatterintegrasi dengan prosedur 
sistem yang lain. 
Pada RPA B dan C telah dibuat SOP yang juga telah 
dipasang pada ruang produksi tentang prosedur produksi ayam 
potong halal. Pada SOP ditekankan pula aktivitas-aktivitas kritis 
yang dapat mempengaruhi status kehalalan karkas ayam 
seperti saat stunning dan penyembelihan. Pada RPA A tidak 
terdapat SOP tertulis yang dipasang untuk mengingatkan 
seluruh pekerja aktivitas produksi ayam potong namun hanya 
SOP tidak tertulis yang disampaikan secara lisan dan langsung 
dipraktekkan. Tidak adanya SOP tertulis disebabkan RPA masih 
tergolong kecil dan pemilik merasa sanggup untuk mengontrol 
pekerjanya agar sesuai SOP. 
7. Kemampuan Telusur (Traceability) 
Kemampuan telusur yaitu kemampuan dalam melacak dan 
mengikuti jejak makanan   pada seluruh mata rantai produksi, 
pengolahan, serta distribusi. Prinsip dasarnya yaitu  melacak 
produk pada seluruh rantai distribusi, memberikan informasi 
tentang bahan baku, serta memahami juga mengkomunikasikan 
dampak dari cara produksi dan distribusi terhadap mutu  dan 
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keamanan pangan. Kemampuan telusur menjadi salah satu 
faktor kritis efisiensi penarikan produk (Sitepu, 2014). 
Perusahaan harus memiliki prosedur tertulis dalam menjamin 
kemampuan  telusur produk yang disertifikasi berasal dari 
bahan yang memenuhi kriteria (sesuai kesepakatan LPPOM 
MUI) dan diproduksi di fasilitas produksi yang sesuai kriteria 
(bebas dari bahan babi/turunannya). 
Pada RPA B bahan baku berupa ayam hidup diperoleh dari 
unit usaha yang ada dibawah manajemen yang sama dengan 
unit RPA. Hal ini membuat RPA mudah untuk mengontrol bahan 
baku berupa ayam hidup baik berat badan, cara memelihara, 
makanan maupun vitamin yang diberikan kepada hewan 
sehingga ayam yang digunakan sebagai bahan baku sesuai 
dengan standar RPA. Pada RPA C bahan baku berupa ayam 
hidup diperoleh dari para peternak yang bekerja sama dengan 
RPA. RPA ikut andil dalam SOP pemeliharaan ayam sehingga 
ayam yang dijadikan bahan baku sesuai standar RPA. Pada 
RPA A bahan baku ayam hidupnya diperoleh dari pemasok 
ayam. Pemasok mendapat ayam dari peternak yang berada di 
Blitar secara acak. Tidak ada kerjasama antara peternak dan 
RPA sehingga RPA tidak mengetahui riwayat pemeliharaan 
ayam. Hal yang diperhatikan RPA A yaitu ayam sehat dan 
cukup bobot saat dibeli dari pemasok. 
8. Bahan 
Menurut Rony dan Etwin (2017), bahan yang digunakan 
dalam pembuatan produk yang disertifikasi tidak boleh berasal 
dari bahan haram atau najis. Perusahaan harus memiliki 
dokumen pendukung untuk semua bahan yang digunakan, 
kecuali bahan tidak kritis atau bahan yang dibeli secara retail. 
Pada RPA bahan baku berupa ayam hidup dianggap tidak 
memiliki potensi haram dan najis. RPA B dan C telah 
mengetahui kejelasan bahan baku karena RPA mengontrol 
bahan baku ketika pemeliharaan. Pada RPA A ditak ada 
pengontrolan riwayat pemeliharaan hanya saja RPA A yakin 
bahwa bahan baku berupa ayam hidup tidak mengandung 





9. Penanganan Produk yang Tidak Memenuhi Kriteria 
Perusahaan wajib mempunyai prosedur tertulis dalam 
menangani produk yang tidak sesuai kriteria, yakni tidak dijual 
ke konsumen yang mempersyaratkan produk halal dan jika 
terlanjur dijual maka harus ditarik (Rony, 2017). Produk yang 
tidak memenuhi kriteria adalah produk yang terlanjur dibuat dari 
bahan yang tidak disetujui LPPOM MUI dan diproduksi pada 
fasilitas yang  tidak bebas dari babi dan turunannya atau 
mengalami kontaminasi ketika proses produksi (Alzeer et al., 
2018). Pada ketiga RPA bahan baku dapat dipastikan bukan 
merupakan produk yang haram dan najis ataupun bukan 
merupakan produk babi serta turunannya. Hal yang menjadi 
perhatian ada pada proses produksi ayam potong, yaitu status 
kehalalan ketika ayam telah selesai dipotong. Pada RPA B dan 
C sebelum produk dipasarkan, perusahaan telah memastikan 
bahwa produk telah dipastikan halal karena prosesnya telah 
diawasi secara ketat. PAda RPA A, produsen telah memastikan 
dan melakukan pengecekan secara langsung ayam yang akan 
dijual sehingga produsen memastikan produknya aman dan 
sesuai kriteria. 
10. Audit Internal 
Perusahaan wajib mempunyai prosedur tertulis audit internal 
pelaksanaan Sistem Jaminan Halal. Audit internal dilakukan 
setidaknya enam bulan sekali dan dilaksanakan oleh auditor 
halal internal yang independen dan kompeten (Rony, 2017). 
Hasil audit internal disampaikan ke LPPOM MUI dalam bentuk 
laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali. Berdasar UU 
Nomor 33 Tahun 2014 menyebutkan, perusahaan wajib memiliki 
prosedur tertulis audit internal  pelaksanaan SJH. Menurut 
Wulandari (2008), audit internal halal dilakukan oleh auditor  
internal halal yang ditunjuk oleh pimpinan.  Pada RPA A belum 
terdapat prosedur secara tertulis dan pemeriksaan berkala 
terkait sistem jaminan halal karena keterbatasan dana dan 
sumber daya yang dimiliki mengingat RPA masih tergolong 
kecil. PAda RPA B dan C prosedur tertulis serta kegiatan audit 
berjalan dengan tertib dikarenakan RPA telah berkomitmen 
serta telah memiliki sertifikat halal yang mewajibkan kegiatan 
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tersebut dilakukan. Manajemen yang baik membuat kegiatan 
dapat berlangsung secara kontinyu.   
11. Kaji Ulang Manajemen 
Manajemen puncak atau yang mewakili harus melakukan 
kaji ulang manajemen minimal satu kali dalam satu tahun, 
dengan tujuan untuk menilai efektifitas penerapan sistem 
jaminan halal dan merumuskan perbaikan berkelanjutan (Rony, 
2017). Kaji ulang manajemen harus dihadiri oleh manajemen 
puncak atau wakilnya sesuai aturan internal perusahaan dan tim 
manajemen halal. Kaji ulang manajemen merupakan kajian 
yang dilakukan oleh manajemen puncak untuk menilai  
efektivitas penerapan SJH dan merumuskan perbaikan 
berkelanjutan (Ramlan dan Nahrowi, 2014) 
Pada RPA A tidak terdapat kegiatan kaji ulang manajemen 
karena RPA merupakan kepemilikan pribadi dan skala 
produksinya kecil sehingga jumlah sumber daya terbatas, 
perbaikan dan evaluasi dilakukan dengan tidak terstruktur 
waktunya.Perbaikan dilakukan apabila ditemuinya kerugian 
yang cukup besar yang berpengaruh langsung pada RPA. RPA 
B dan C telah memiliki SOP evaluasi manajemen untuk menilai 
efektifitas penerapan SJH pada internal perusahaan. Pada RPA 
C, karena RPA milik pemerintah daerah maka SOP ini juga 
diawasi langsung oleh dinas ketahanan pangan dan pertanian 
Kota Blitar sehingga prosesnya sangat ketat.   
 
 
4.3  Analisis Matriks Internal Factor Evaluation (IFE) 
Matriks IFE terdiri dari kolom bobot, rating, dan total nilai 
yang merupakan hasil kali dari   bobot dan rating. Untuk kolom 
bobot dan rating diisi sesuai dengan nilainya yang merupakan 
hasil dari pengelompokan faktor-faktor internal dan eksternal 
berdasarkan tingkat kepentingannya (Hidayat dan Ricky, 2018). 
Hasil identifikasi faktor internal berupa kekuatan dan kelemahan 
kemudian diberi bobot dan peringkat pada masing-masing faktor 
untuk mendapat matriks IFE. Hasil perhitungan nilai rata-rata 
bobot dan peringkat pada faktor eksternal RPA di Blitar raya 
dapat dilihat pada Lampiran 4 dan Lampiran 5. Selanjutnya, 
hitung nilai rata-rata bobot serta peringkat untuk variabel 
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kekuatan dan kelemahan. Hitung skor tiap-tiap variabel dengan 
mengalikan nilai rerata bobot serta peringkat masing-masing 
variabel yang didapat. Hasil skor tiap variabel tersebut dapat 
diketahui peluang utama RPA di Blitar raya. Hasil matriks 
evaluasi IFE berupa bobot, rating dan skor pembobotan pada 
Tabel 4.3.  
Menurut hasil evaluasi faktor internal menunjukan bahwa 
tingkat kepentingan relatif suatu faktor dengan faktor lain yang 
akan dinyatakan dengan hasil bobot tersebut.Hasil total skor 
faktor internal membantu menyusun strategi yang sesuai dalam 
upaya implementasi sistem jaminan halal di RPA. Menurut 
Tabel 4.3 diketahui bahwa faktor internal kekuatan dengan skor 
terbesar yaitu  Pemotongan sesuai dengan aspek halal dan 
syariat Islam dengan skor 0.64 dengan nilai bobot 0.16  dan nilai 
rating 4.00. Berdasarkan hasil maka dapat diketahui bahwa 
tingkat kepentingan  Pemotongan sesuai dengan aspek halal 
dan syariat Islam paling berpengaruh pada pengembangan 




Tabel 4.3 Hasil Perhitungan Nilai Matriks IFE 
No Faktor Internal Bobot Rating Skor 
Kekuatan   
1 Rumah potong ayam telah 
memperhatrikan dan menerapkan 
SOP pemotongan ayam yang baik 
dan benar 
0.15 3.67 0.55 
2 Pemotongan sesuai dengan 
aspek halal dan syariat Islam 
0.16 4.00 0.64 
3 Tenaga kerja mengikuti pelatihan 
JULEHA 
0.12 3.00 0.36 
4 Kualitas ayam yang disembelih 
lebih baik dan seragam 
0.17 3.00 0.51 
Sub Total 2.06 
Kelemahan       
5 Biaya dalam memperoleh sertifikasi 
halal 
0.10 2.67 0.27 
6 Kurangnya sumber daya manusia 
dalam mengurus sertifikasi halal 
0.10 2.33 0.23 
7 Ketidaksesuaian peralatan dan 
fasilitas produksi RPA dengan 
standar  
0.12 3.00 0.36 
8 Kurangnya implementasi Sistem 
Jaminan Halal (SJH) secara 
menyeluruh 
0.09 2.00 0.18 
Sub Total 1.04 
Total 3.10 
Sumber : Data Primer Diolah (2020). 
 
Selanjutnya, hasil dari evaluasi faktor internal bagian 
kelemahan didapatkan yang paling utama yaitu Ketidaksesuaian 
peralatan dan fasilitas produksi RPA dengan standar yang ada 
dengan skor yang didapat sebesar 0.36 nilai bobot 0.12 dan 
rating sebesar 3.00. Total skor sebesar 3.10, menunjukan 
bahwa faktor internal berada diatas rata-rata  yaitu > 3.00 yang 
menunjukan bahwa pengembangan strategi implementasi 
sistem jaminan halal di RPA dapat menggunakan kekuatan 





4.3.1 Kekuatan (Strenght) 
Kekuatan dari RPA di Blitar Raya diantaranya rumah Potong 
Ayam telah memperhatikan dan menerapkan SOP pemotongan 
ayam yang baik dan benar. Pemotongan unggas telah sesuai 
dengan syariat Islam, Tenaga langsung (penyembelih) telah 
mengikuti pelatihan Juru Sembelih halal (JULEHA), Kualitas 
ayam yang disembelih lebih baik dan seragam. 
a. Rumah Potong Ayam telah memperhatikan dan 
menerapkan SOP pemotongan ayam yang baik dan benar 
Faktor rumah potong ayam telah memperhatikan dan 
menerapkan SOP pemotongan ayam yang baik dan benar 
mendapatkan nilai skor 0,55. Memperhatikan dan menerapkan 
SOP pemotongan ayam yang baik dan benar yaitu meliputi 
keseluruhan proses dari mulai bahan baku berupa ayam datang 
hingga berbentuk ayam potong yang siap kirim. Ayam yang 
diproduksi harus aman dari segala bentuk bahaya, cemaran 
fisik, kimia maupun biologis yang dapat mempengaruhi mutu 
ayam potong. Prosedur standar operasional dalam pemotongan 
ayam diantaranya, ayam dipotong dengan benda tajam tidak 
berkarat, tidak ada cemaran fisika kimia maupun mikrobiologis 
(Rachmawati, 2019). Hasil berupa karkas yang baik (thoyyib) 
dan memenuhi kriteria Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH) 
sesuai dengan pelaksanaan peraturan Undang-Undang Nomor 
8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.  
Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 
13/Permentan/OT.140/1/2010 Tentang Persyaratan Rumah 
Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging. 
Pengaturan meliputi teknik dan proses alur pengawasan 
pemotongan. Dibuat sistem atau prosedur proses pemotongan 
yang baik yang benar meliputi pemeriksaan administrasi; 
pemeriksaan ante-Mortem; pemeriksaan post-Mortem. 
Pemeriksaan administrasi mencangkup seluruh rangkaian 
proses berupa data-data pemeriksaan kesehatan hewan dari 
peternakan, nama pemilik peternakan, vaksin yang pernah 
diberikan, hasil data pemeriksaaan dokter ke peternakan, dan 
jumlah ayam yang dikirim.  
Pemeriksaan ante-mortem dilakukan oleh dokter 
hewan/petugas yang ditunjuk di bawah pengawasan dokter 
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hewan sesuai dengan SOP yang ditetapkan untuk menyeleksi 
hewan ternak yang dinyatakan sakit atau diduga sakit dan tidak 
boleh dipotong atau ditunda pemotongannya, harus segera 
dipisahkan dan ditempatkan pada kandang isolasi untuk 
pemeriksaan lebih lanjut (Isnaini, 2020). Nijdam dkk. (2004) 
menyatakan bahwa persentase ternak yang mengalami luka 
dan sebagainya    setelah  transportasi  berkisar  0.022 hingga 
25%. Tandiabang (2014) mengatakan  cekaman  panas dari 
sinar matahari pada siang hari dapat menjadikan faktor 
pembatas yang dapat membatasi aktifitas ternak. 
Pemeriksaan post-mortem adalah pemeriksan kesehatan 
jeroan dan karkas setelah disembelih yang dilakukan oleh 
petugas berwenang. Pemeriksaan post-mortem dilakukan 
setelah serangkaian proses penyembelihan dan pelepasan 
jeroan dari tubuh ayam, hal tersebut dilakukan untuk 
memudahkan dokter hewan dan petugas lain dalam  memeriksa 
kesempurnaan pemotongan ayam dan menguji kesehatan 
daging dan jeroan, pemeriksaan kesempurnaan pemotongan 
dengan melihat kondisi bagian yang disembelih terpotong 
dengan melihat 3 saluran pada tenggorokan berupa pembuluh 
vena, saluran pernapasan, dan saluran makanan yang telah 
terputus (Awaludin dkk, 2017).  
Pada RPA B dan C sangat memperhatikan dan menerapkan 
SOP pemotongan ayam. Terdapat peraturan yang tertulis dan 
tidak tertulis di ruang produksi yang ditaati oleh seluruh 
pelaksana produksi ayam potong halal. Hal ini merupakan 
komitmen pelaku usaha karena telah didapatkannya pula 
sertifikat halal di RPA B dan C. Pada RPA A penerapan SOP 
pemotongan ayam yang baik dan benar sudah berjalan cukup 
baik namun belum lengkap karena SOP hanya disampaikan 
melalui lisan dan tidak terdapatnya tulisan di ruang produksi. Hal 
ini karena RPA A yang masih tergolong RPA kecil yang 
kesadaran akan berproduksi halal masih sederhana. Pemilik 
hanya sesekali melakukan control terhadap para pekerjanya. 
Keterbatasan sumber daya manusia, permintaan pasar yang 
juga tidak mempermasalahkan status kehalalan dan informasi 
yang terbatas mengenai SJH menyebabkan RPA A cukup puas 
dengan proses produksi yang mereka jalankan.  
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b. Pemotongan unggas telah sesuai dengan syariat 
Islam 
Faktor pemotongan sesuai dengan aspek halal dan syariat 
Islam memperoleh bobot sebesar 0.16 rating sebesar 4.00 
serta skor sebanyak 0.64. Berdasarkan hasil keseluruhan pada 
tabel, dapat diketahui bahwa nilai skor faktor ini menjadi 
kekuatan utama faktor internal. Hal ini telah sesuai dengan 
pendapat Kholili dkk (2021) yang menyatakan bahwa kesadaran 
masyarakat mengenai bahan pangan yang halal disebabkan 
karena mutu ayam yang lebih baik dan dianggap lebih sehat 
untuk dikonsumsi. Persaingan produk yang semakin terbuka 
merupakan peluang untuk memenuhi  harapan  konsumen  
akan  produk  yang  halal,  aman  dan  bermutu. Bagi 
masyarakat Indonesia yang sebagian besar muslim, hewan 
yang dagingnya boleh  dikonsumsi merupakan hewan yang 
disembelih sesuai dengan syariat Islam (Dahlan, 2006). Halal 
diartikan sebagai sesuatu yang diperbolehkan dalam syariat 
islam untuk dipergunakan, dilakukan, atau diusahakan serta 
terbebas dari hal yang membahayakan dengan memperhatikan 
cara memperoleh yaitu bukan berasal dari sesuatu yang 
dilarang. (Ali 2016). 
Tata cara penyembelihan ayam yang wajib dipenuhi agar 
daging yang dihasilkan halal dan sesuai syariat Islam yaitu 
berkaitan dengan juru sembelih halal (penyembelih), alat yang 
digunakan untuk menyembelih, anggota tubuh yang disembelih, 
serta tata cara penyembelihan hewan tersebut (Syukria dan 
Faridah, 2019). Dalam prosesnya, tata cara penyembelihan 
yaitu dengan manajemen handling terhadap hewan yang akan 
disembelih tanpa menyakiti maupun mencederai hewan (animal 
welfire).  Handling yaitu metode  penanganan  hewan sehingga 
hewan mudah dikendalikan baik hanya  menggunakan   tangan 
maupun dengan menggunakan   alat   bantu. Dua metode 
dalam manajemen handling diantaranya casting dan restrain. 
Casting yaitu metode menjatuhkan atau merobohkan hewan 
dengan teknik tertentu tanpa menyakiti hewan tersebut 
sementara restraint adalah metode untuk membatasi gerak 
hewan dalam keadaan sadar (Awaludin et all, 2017). 
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Seiring perkembangan teknologi terdapat perkembangan 
handling yang dapat  digunakan dalam mengendalikan hewan 
sembelihan selain dengan cara restrain dan casting, terdapat 
teknologi terbaru yaitu metode stunning. Metode stunning 
adalah penyembelihan dengan melemahkan binatang sebelum 
disembelih dengan menggunakan alat bantu berupa  kejut listrik. 
Stunning bertujuan menghilangkan perasaan dan kesadaran 
dari hewan yang akan disembelih, agar ketika disembelih hewan 
tersebut tidak merasakan sakit sama sekali dan mempermudah 
kerja produksi sehingga waktu lebih singkat dalam proses 
penyembelihan (Barkan, 2014). Fatwa MUI No 12 Tahun 2009 
dalam Sucipto (2020), tentang penyembelihan halal (MUI, 2009) 
menyatakan stunning boleh dilakukan dengan tujuan membuat 
hewan pingsan sementara (tidak  permanen), hal ini untuk 
berbuat baik pada hewan, dan alat pemingsan hanya digunakan 
untuk hewan halal. Hal ini juga diterapkan pada prosedur 
pemingsanan di Malaysia diantaranya alat pemingsanan 
dikontrol pengawas Muslim terlatih. Lalu stunning dipastikan 
tidak membuat  kematian (MS1500, 2009). Ketiga, stunning 
terpisah antara hewan halal dan hewan haram (MS1500, 2004). 
Juru sembelih pada ketiga RPA secara umum telah sesuai 
dengan syari’at Islam. Syarat yang telah terpenuhi oleh ketiga 
RPA diantaranya yaitu orang Islam, baliqh, berakal sehat dan 
mengetahui dengan benar tata cara penyembelihan dalam 
Islam. Harus pula dibacakan basmallah oleh si penyembelih 
(Nusran, 2019). Terdapat sedikit perbedaan antara RPA B dan 
C yang tergolong RPA menengah dan besar dibandingkan 
dengan RPA A yaitu terletak pada JULEHA atau penyembelih. 
Pada RPA B dan C telah memiliki JULEHA sehingga keahlian 
penyembelihnya sudah sesuai standar sementara RPA A belum 
memiliki JULEHA, keahlian diperoleh dari pengalaman 
penyembelih yang belum terstandar secara resmi. Penyebab 
RPA A belum memiliki JULEHA karena keterbatasan biaya serta 
informasi mengenai JULEHA. Selain itu juga konsumen RPA A 
yang tidak mempermasalahkan status penyembelih membuat 
RPA A merasa belum terlalu membutuhkan JULEHA selama 
proses produksi mereka lancar. Pada RPA B dan C juga 
menggunakan mesin Waterbath Stunning untuk memingsankan 
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hewan dengan voltase yang sesuai sehingga sebelum 
disembelih hewan sudah pingsan namun tidak mati sehingga 
hewan tidak merasa kesakitas saat disembelih. 
c. Tenaga langsung (penyembelih) telah mengikuti 
pelatihan Juru Sembelih halal (JULEHA) 
Faktor tenaga kerja langsung (penyembelih) telah mengikuti 
pelatihan juru sembelih halal (JULEHA) dengan bobot sebesar 
0.12 rating sebesar 3.00 serta skor sebesar 0.36. Dalam 
praktiknya, masa sertifikat JULEHA adalah tiga tahun. Bagi RPA 
yang sudah mengikuti pelatihan, sertifikat JULEHA dapat 
ditempelan pada tempat usaha masing-masing sebagai 
penanda. Pemilik sertifikat JULEHA dapat membawa 
sertifikatnya tiap kali bertugas dan diperbaharui setiap tiga 
tahun.  
Penyembelihan hewan yang sesuai dengan syariat Islam 
mutlak dilakukan bagi rumah potong ayam yang ingin 
mendapatkan sertifikasi halal. Penyembelihan ayam tidak dapat 
dilakukan secara sembarangan namun harus memenuhi 
beberapa kriteria tertentu.  Adapun yang dimaksud 
penyembelihan ayam yang sesuai diantaranya, memutus jalan 
makan, minum serta urat nadi pada leher hewan yang 
disembelih dengan menggunakan alat yang tajam sesuai 
dengan ketentuan syara’ (Delfita, 2013). Untuk memenuhi 
kriteria tersebut maka penyembelih harus memiliki ketrampilan 
yang telah disebutkan agar hewan yang disembelih berstatus 
halal. Selain untuk meningkatkan pengetahuan cara 
menyembelih ayam yang benar sesuai dengan syariat, pelatihan 
JULEHA ini juga berkaitan engan kualitas daging yang 
dihasilkan yaitu thoyyib dan ASUH. 
Pada RPA B dan C pelaku produksi telah memiliki JULEHA 
sebagai bukti bahwa penyembelih sudah terlatih dan sesuai 
standar dalam kegiatan menyembelih halal. Hal ini merupakan 
tuntutan dan komitmen dari pelaku usaha untuk memproduksi 
ayam potong halal dalam rangka memperluas pasar mereka. 
Pasar dari RPA B dan C memiliki cankupan yang cukup luas 
yang mempersyaratkan sertifikat halal untuk produk mereka, 
sehingga RPA berupaya untuk memenuhi pasar tersebut 
dengan memiliki sertifikat halal yang salah satu syaratnya yaitu 
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memiliki penyembelih yang sudah memiliki sertifikat JULEHA. 
RPA A yang tergolong RPA kecil dengan cankupan pasar yang 
lebih kecil pula belum memiliki JULEHA. Hal ini karena 
konsumen RPA A tidak mempersyaratkan untuk RPA memiliki 
JULEHA maupun sertifikat halal. Peran Dinas pemerintah dan 
BPJPH dalam membuat peraturan tambahan maupun 
menegakkan peraturan yang ada terkait UUJPH tahun 2014 
diharapkan mampu menertibkan produsen dan konsumen untuk 
berproduksi halal. Sehingga konsumen secara tidak langsung 
akan menuntut produsen untuk memproduksi ayam ASUH. Hal 
ini sesuai dengan pendapat Fauziyah et al (2017) yang 
menyatakan pemberlakuan UU tersebut dapat berdampak bagi 
pengusaha yang produknya belum tersertifikasi halal. 
d. Kualitas ayam yang disembelih lebih baik dan 
seragam 
Faktor kualitas ayam yang disembelih lebih baik dan 
seragam memiliki bobot sebesar 0.17, rating sebesar 3.00 serta 
skor sebesar 0.51. Pada pemasarannya, banyak industri 
makanan cepat saji maupun resto dan usaha catering lain 
memiliki standar khusus untuk ukuran ayam yang digunakan. 
Hal ini merupakan bagian dari quality control produk yang 
ditetapkan dengan sangat ketat demi menjaga kualitas produk 
mereka. Salah satu upaya yang dilakukan oleh RPA untuk 
menjaga mutu atau kualitas produk serta menjaga kepusan     
pelanggan adalah dengan penerapan SOP untuk semua 
tahapan proses produksi. Hal ini dilakukan untuk menjaga 
konsistensi mutu produk yang dihasilkan sehingga sesuai 
dengan  kebutuhan pasar (Khurniyah dkk, 2016). 
RPA C menjalin kerjasama dengan beberapa peternak ayam 
di Blitar dan sekitarnya untuk menjadi pemasok dengan 
memberikan standar syarat ayam yang dapat disembelih. 
Sementara RPA B memiliki peternakan ayam sendiri yang dapat 
memasok kebutuhan ayam untuk RPA dengan standar yang 
telah dikontrol oleh RPA disesuaikan dengan standar tiap tiap 
perusahaan yang menjadi konsumen mereka. Usaha RPA B 
dan C ini mampu menjadikan ayam potong yang dihasilkan 
memiliki besar dan bentuk yang seragam dan dinilai berkualitas 





4.3.2 Kelemahan (Weakness) 
a. Mahalnya Biaya Memperoleh Sertifikasi Halal 
Salah satu faktor yang berpengaruh dalam proses sertifikasi 
halal yaitu biaya yang dikenakan relatif mahal dengan bobot  
0.10, rating sebesar 2.67 serta skor sebesar 0.27. Biaya dapat 
diartikan sebagai sejumlah pengorbanan atau pengeluaran yang 
dilakukan oleh suatu perusahaan atau perorangan yang 
bertujuan untuk memperoleh manfaat lebih dari aktivitas yang 
dilakukan tersebut. Pada umumnya biaya yang dikeluarkan 
untuk sertifikasi halal ditentukan  berdasarkan besar kecilnya 
industri dengan parameter kapasitas produksi, tingkat keluasan 
jaringan pemasaran, teknologi yang digunakan serta tingkat 
kerumitan dalam proses sertifikasinya. Biaya yang harpus 
dikeluarkan untuk sertifikasi antara Rp.200.000,- hingga Rp 
1.000.000,- namun terdpata beberapa pengecualian bagi usaha 
nonprofit yang dimungkinkan bebas biaya. Biaya tersebut belum 
termasuk dengan biaya petugas, transportasi serta kebutuhan 
lain selama proses sertifikasi (bila perlu) dibebankan kepada 
pengaju sertifikasi tersebut (Ariani, 2015). 
Pada RPA B tidak ada kendala dalam pembiayaan sertifikasi 
halal karena RPA berskala besar dan beranggapan bahwa 
biaya sertifikasi akan sebanding dengan keuntungan yang 
mereka peroleh dari pasar yang semakin luas. RPA C juga tidak 
mempermasalahkan harga untuk sertifikasi karena RPA ada 
dibawah kepemilikan pemerintah daerah, hal ini memudahkan 
RPA untuk mendapatkan dana pembiayaan sertifikasi. Pada 
RPA A yang merupakan RPA kecil dengan omset dan ankupan 
pasar yang lebih kecil pula merasa bahwa biaya memperoleh 
sertifikat halal dirasa terlalu mahal. Hal ini didukung dengan 
kesadaran konsumen RPA A yang masih rendah terkait status 
kehalalan daging ayam sehingga RPA merasa kurang perlu 
mengurus sertifikasi halal. Solusi dari permasalahan RPA A 
yaitu dengan diberinya subsidi biaya sertifikasi atau sertifikasi 
didanai oleh dinas terkait sehingga RPA dapat melakukan 
produksi secara halal dan mendapat sertifikat halal. Hal ini 
menguntungkan kedua belah pihak, dinas terkait mendukung 
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RPA untuk maju dan memperluas pasar dan RPA membantu 
pemerintah dalam upaya perwujudan UUJPH tahun 2014.  
b. Kurangnya sumber daya manusia dalam mengurus 
sertifikasi halal 
Kurangnya sumber daya manusia dalam mengurus 
sertifikasi halal memiliki bobot sebesar 0.10 dengan rating 
sebesar 2.33 serta skor sebesar 0.23. Salah satu problem  
teknis yang memerlukan perhatian khusus program SJH yaitu 
terbatasnya sumber daya manusia karena banyaknya kegiatan 
produksi yang yang cukup menyita perhatian. Umumnya pada 
RPA skala menengah dan kecil pegawai hanya difokuskan pada 
kegiatan yang berkaitan langsung dengan proses produksi. 
Menurut Salamah dan Nida (2020), kasus yang terjadi di lapang 
petugas pelatihan dari dinas perindustrian belum dapat 
melakukan sosialisasi sistem jaminan halal (SJH) dengan 
optimal, dikarenakan kurangnya sumber daya manusia (SDM) 
untuk melaksanakan sosisalisasi sistem jaminan halal (SJH) ke 
setiap lokasi industri kecil menengah (IKM), selain itu terbatas 
pula SDM pada RPA karena terfokus pada proses produksi. 
Oleh karena itu, sering muncul inisiatif dari beberapa 
perusahaan untuk mencoba  mengintegrasikan sistem jaminan 
halal ini dengan ISO (Hasan, 2014).  
Pada RPA B dan C yang merupakan RPA skala menengah 
dan besar memiliki sumber daya manusia di bagian administrasi 
yang terpisah dengan sumber daya manusia di bagian produksi. 
Bagi RPA tersebut sumber daya manusia bukan merupakan 
hambatan untuk mengurus teknis dan dokumen mengenai 
sertifikasi halal. Keadaan berbeda pada RPA A yang merupakan 
RPA skala kecil dengan pekerja dan pemilik yang mengurusi 
bagian produksi. Sumber daya terbatas sehingga tidak ada yang 
secara khusus mengurus kelengkapan dan dokumen terkait 
sertifikasi halal. Solusi dari permasalahan RPA A yaitu 
pembentukan sementara tim untuk mengurus dokumen 
sertifikasi halal dengan merekrut pekerja baru yang 
berkompeten sehingga tidak mengganggu proses produksi. 
Alternatif lain yaitu dengan adanya kerjasama antara RPA dan 
akademisi untuk berbagi informasi terkait dokumen sertifikasi 
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halal sehingga pemilik RPA dimudahkan untuk mengurus 
dokumen terkait. 
c. Ketidaksesuaian peralatan dan fasilitas produksi RPA 
dengan standar  
Faktor ketidaksesuaian peralatan dan fasilitas produksi RPA 
dengan standar yang ada memiliki bobot sebesar 0.12 dengan 
rating sebesar 3.00 serta skor sebesar 0.36. Syarat agar RPA 
dapat memperoleh sertifikasi halal adalah salah satunya dengan 
penerapan dan pemenuhan kriteria Halal Control Point (HCP), 
prosedur serta kebijakan sertifikasi. Banyak kasus 
penyembelihan ayam belum dapat mendapatkan sertifikasi halal 
karena peralatan produksinya belum mendukung penerapan 
Sistem Jaminan Halal (SJH) (Sucipto, 2020). Beberapa aspek 
yang disoroti yaitu pada saat pengumpulan ayam bertumpuk-
tumpuk setelah proses penyembelihan dalam tong kurang 
menjamin aspek kesejahteraan hewan dan kesempurnaan 
pengeluaran darah. Salah satu pertimbangan penyembelihan 
hewan agar memenuhi syarat halal yaitu darah keluar dengan 
sempurna pasca penyembelihan. Penggantungan ayam lebih 
menyempurnakan pengeluaran darah (Fuseini et al,, 2016). 
Kondisi tersebut menyebabkan darah dapat  keluar sempurna. 
Penyembelihan skala menengah dengan menggantung ayam 
pasca penyembelihan merupakan praktek produksi yang sudah 
berjalan dengan baik untuk diadopsi oleh penyembelihan skala 
kecil dengan modifikasi alat gantung (shackle) ayam sederhana 
(Sucipto dkk, 2020). 
Pada RPA A, yang meruapakan RPA kecil sarana dan 
fasilitas yang ada belum sepenuhnya memenuhi kriteria SJH. 
Hal ini karena terbatasnya biaya untuk melalukan pergantian 
teknologi skala besar. RPA B dan C telah memiliki sarana dan 
fasilitas yang memadai dalam proses produksi ayam potong. 
Hal ini dapat dibuktikan dengan sertifikat halal yang diperoleh 
oleh RPA Jatinom Indah dan RPA Dimoro sebagai RPA yang 
telah memenuhi dan menerapkan sistem SJH dan memproduksi 
ayam potong halal. Pada beberapa titik RPA A masih belum 
dapat mengimplementasikan dengan baik. Salah satu 
contohnya yaitu penanganan ayam pasca pemotongan masih 
belum efektif dan efisien serta SOP belum tertata dengan baik. 
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Perlengkapan APD pekerja masih minim dengan tidak 
digunakannya masker, sarung tangan serta sepatu boot. Hal ini 
terkait dengan biaya operasional yang terbatas. 
d. Kurangnya implementasi Sistem Jaminan Halal (SJH) 
secara menyeluruh 
Faktor kurangnya implementasi Sistem Jaminan Halal (SJH) 
secara menyeluruh memiliki  bobot sebesar 0.09, rating sebesar 
2.00 dan skor sebesar 0.18. Dalam upaya memperoleh 
sertifikasi halal dari BPJPH, syarat utama RPA yaitu harus 
memenuhi implementasi sistem jaminan halal secara 
menyeluruh. Proses produk halal diatur dalam Undang-Undang 
No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pasal 21 ayat 
(1)  yang menjelaskan apabila “Lokasi, tempat, dan alat Proses 
Produk Halal wajib dipisahkan dengan lokasi, tempat, dan alat 
penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, 
pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk tidak halal”.   
Turut dijelaskan pula pada Pasal 21 ayat (1) Undang-
Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang 
menjelaskan bahwa “Alat penyembelihan yang merupakan 
sebuat alat bantu dalam memproses sebuah produk hewan 
menjadi produk daging yang bisa dikonsumsi salah satunya  
unggas ayam, dan melalui metode stunning untuk hewan 
dengan ukuran kecil biasanya dengan cara ayam digantung 
dengan kepala menghadap ketanah (bukan kiblat), ayam 
disiram dengan air dingin dan dialiri muatan listrik. Penyiraman 
air yang bermuatan listrik untuk membius memang tidak 
menyebabkan mati pada ayam. Ayam dalam kondisi sakit akan 
menyebabkan mati sebelum disembelih.  Salah satu metode 
lainnya adalah dengan cara konvensional yang menggunakan 
pisau, pisau merupakan benda tajam sehingga ketika 
disembelih tidak menyiksa ayam tersebut karena memotongan 
dengan cara cepat dan memutus ketiga saluran tersebut, dan 
wajibnya saat menyembelih harus menyebut nama Allah. 
Menurut pedoman SJH di rumah potong unggas, beberapa 
syarat yang harus dipenuhi diantaranya (Hidayani, 2017): 
 Rumah Potong Ayam harus memiliki prosedur tertulis dalam 
pelaksanaan aktivitas kritis. 
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 Sosialisasi prosedur tertulis secara menyeluruh ke semua 
pihak yang terlibat dalam aktivitas kritis dan penerapan 
implementasinya harus terus berjalan 
 Prosedur tertulis aktivitas kritis harus dievalusi secara berkala 
keefektifitasannya oleh pihak pihak yang bertanggung jawab 
terhadap tiap tahap aktivitas kritis. Perlu pula ditentukan 
tindakan koreksi yang dibutuhkan serta batas waktunya. 
 Cankupan aktivitas kritis diantaranya pra penyembelihan, 
pemingsanan, proses penyembelihan, penanganan dan 
penyimpanan, pengemasan dan pelabelan, serta transportasi 
yang telag disesuaikan dengan proses yang digunakan oleh 
perusahaan. 
Pada RPA B dan C impelementasi SJH secara menyeluruh 
dinilai tertib dalam prakteknya. Hal ini kerena terdapat tim 
khusus yang secara berkala mengevaluasi kinerja pada tiap 
stasiun produksi. Pada RPA A implementasi SJH sering kali 
tidak terkontrol karena keterbatasan sumber daya manusia. 
Pemilik mempercayakan penuh prosedur kepada tiap 
pekerjanya. Hal ini rawan terjadi penyimpangan dan ketidak 
tertib an mengingat tidak adanya Sop tertulis dan control secara 
berkala. Pemilik RPA diharapkan dapat melakukan standarisasi 
sederhana implementasi SJH kepada pekerja dan melakukan 
pengontrolan sehingga dapat meminimalkan penyimpangan 
dalam berproduksi. 
 
4.4 Matriks External Factor Evaluation (EFE) 
Analisis matriks EFE dilakukan perhitungan yang sama 
dengan makriks IFE yaitu perhitungan terhadap bobot dan 
pemeberian rating pada setiap faktor. Hasil identifikasi faktor 
eksternal berupa peluang dan ancaman menjadi dasar analisis 
matriks EFE. Faktor internal dan eksternal diberi bobot dan 
peringkat pada masing-masing faktor. Selanjutnya, dihitung nilai 
rata-rata bobot dan peringkat untuk variabel peluang dan 
ancaman. Hasil perhitungan nilai rata-rata bobot dan peringkat 
pada faktor eksternal RPA di Blitar raya dapat dilihat pada 
Lampiran 3 dan Lampiran 4. Hitung skor tiap variabel dengan 
mengalikan nilai rata-rata bobot dan peringkat tiap variabel yang 
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didapat. Berdasarkan skor dari tiap variabel tersebut diketahui 
peluang dan acaman utama RPA di Blitar raya.  
Hasil perhitungan analisis matriks EFE dapat dilihat pada 
Tabel 4.4. Total skor dari matriks EFE sebesar 2,86 yang terdiri 
dari nilai total skor untuk variabel peluang sebesar 1,41 dan 
variabel ancaman sebesar 1,44. Hal ini berarti posisi eksternal 
RPA di Blitar raya berada di atas rata-rata, yaitu < 2,5 artinya 
mampu memanfaatkan peluang dan menghindari ancaman 
yang dihadapi. 
 
Tabel 4.4 Hasil Perhitungan Nilai Matriks EFE 
No Faktor Eksternal Bobot Rating Skor 
 Peluang    
1 Perkembangan teknologi 
pemotongan ayam yang lebih 
praktis dan cepat 
0.18 3.33 0.60 
2 Kesadaran masyarakat terkait 
kehalalan, gizi, dan kesehatan ayam 
potong yang tinggi 
0.11 2.00 0.22 
3 Pasar ayam potong halal yang besar 0.14 2.67 0.37 
4 Pesaing sedikit bahkan belum ada di 
wilayah Blitar Raya 
0.11 2.00 0.22 
  Sub Total     1.41 
 Ancaman    
5 Masyarakat kurang percaya pada 
kehalalan dan keamanan ayam 
potong yang diproduksi 
0.16 2.58 0.41 
6 Masyarakat awam tidak perduli 
dengan kehalalan produk ayam 
potong selama produk ayam tidak 
cacat secara fisik 
0.09 3.05 0.27 
7 Masyarakat lebih gemar membeli 
ayam potong dari kios yang lebih 
dekat karena dianggap lebih segar 
0.21 3.61 0.76 
  Sub Total     1.44 
  Total     2.86 






4.4.1 Peluang (Opportunities) 
a. Perkembangan teknologi pemotongan ayam yang lebih 
praktis dan cepat 
Faktor perkembangan teknologi pemotongan ayam yang 
lebih praktis dan cepat memiliki bobot sebesar 0.16 dengan 
rating sebesar 4.00 dan skor sebesar 0.60. Faktor ini 
mendapatkan nilai skor paling tinggi. Hal ini selaras dengan 
pernyataan Kurniati (2015), pesatnya perkembangan teknologi, 
akan berpengaruh pada struktur pasar dan kinerja industri. 
Segala bentuk improvement dalam pengembangan teknologi 
menjadi basis teknologi dan inovasi teknologi baru yang 
memberi peluang baru bagi industri. Hal ini turut berdampak 
pula pada kegiatan operasional dan jasa yang dihasilkan oleh 
usaha tersebut. Perkembangan teknologi memiliki trend 
kemajuan yang cukup pesat tiap saatnya. Hal ini cukup 
dibuktikan dengan penggunaan mesin semi manual maupun 
otomatis dalam industri untuk mempermudah proses 
produksinya. Kemajuan teknologi ini dimanfaatkan oleh industri 
untuk mempermudah setiap proses produksi demi 
meningkatkan efisiensi serta efektivitas. Kapasitas produksi 
akan menentukan jenis mesin dan alat yang akan digunakan. 
Semakin kompleks teknologi pengolahan, maka semakin 
banyak faktor yang mempenngaruhi kehalalan produk termasuk 
proses pengolahan, sarana, pengangkutan serta bahan (Tieman 
et al, 2013).  
Pada RPA A, B dan C memanfaatkan teknologi dengan 
cukup baik untuk memudahkan proses produksi yang mereka 
jalankan. Penggunaan mesin ini sangat membantu dalam 
efisiensi proses produksi, menghasilkan karkas ayam yang lebih 
bersih serta karkas yang lebih berkualitas karena minimnya 
cacat saat proses pengolahan karkas ayam. Mesin mesin itu 
diantaranya mesin pencabut bulu (flicker machine) , sackle 
conveyor serta scalding machine. 
b. Kesadaran mengenai kehalalan, gizi, dan kesehatan 
ayam potong di masyarakat 
Kesadaran masyarakat terkait kehalalan, gizi, dan 
kesehatan ayam potong yang tinggi memperoleh bobot 0.12 
dengan rating sebesar 4.67 dan skor sebesar 0.56. Sebagai 
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hasil dari krisis keamanan pangan dan banyaknya insiden 
mengenai makanan yang tidak layak konsumsi beredar di 
masyarakat, konsumen semakin memperhatikan keamanan 
pangan, kualitas, asal muasal, dan kandungan yang terdapat 
dalam makanan (Verbeke,et al. 2013). Ambali dan Bakar (2014) 
menyatakan bahwa konsep produk makanan halal telah menjadi 
suatu diskusi di seleruh dunia karena adanya suatu patokan 
alternatif untuk jaminan keamanan, kebersihan, dan kualitas dari 
apa yang kita konsumsi atau minum setiap hari.  
Menurut Golnaz et al. (dalam Aziz dan Chok 2013), konsep 
halal mendapat penerimaan luas oleh Muslim dan non-Muslim. 
Konsep halal dibahas sebagai standar pilihan untuk kedua 
kelompok di seluruh dunia. Aspek halal dan haram harus dibuat 
menjadi prioritas dalam kehidupan seorang Muslim. Ini harus 
menjadi faktor penentu untuk setiap tindakan apapun di mana 
saja dan kapan saja (Bin, 2010). Di Indonesia, konsumsi ayam 
potong di masyarakat setiap tahun aemakin meningkat ayitu 
mencapai 15%. Peningkatan ini dikarenakan perubahan tren 
atau gaya hidup masyarakat. RPA yang telah memiliki sertifikat 
halal sangat dibutuhkan bagi masyarakat Karena dapat 
menjamin kualitas ayam yang dikonsumsi. Masyarakat yang 
lebih memilih ayam potong ASUH merupakan salah satu tanda 
kesadaran pola hidup sehat semakin meluas.   
c. Pasar ayam potong halal yang besar 
Pasar ayam potong halal yang memiliki bobot sebesar 0.16 
dengan rating sebesar 3.33 dan skor sebesar 0.53. Menurut 
LPPOM MUI (2013) yang menyatakan aspek halal telah menjadi 
tren global dan kebutuhan masyarakat dunia. Tidak hanya untuk 
negara-negara yang mayoritas  penduduknya Islam, namun 
juga oleh Negara-negara Eropa dan Amerika Serikat. Indonesia 
memiliki potensi pasar halal ke depan. Indonesia memiliki 
sumber daya atau kemampuan, kapasitas dan potensi untuk 
pusat halal di dunia (Saputra dan Muammar, 2020). Menurut 
data dalam Future Global Muslim Population, Indonesia berada 
dalam urutan pertama jumlah penduduk muslim terbesar di 
dunia. Besarnya jumlah penduduk muslim di Indonesia dapat 
diartikan bahwa Indonesia memiliki potensi pasar yang besar 
untuk produk-produk halal. Hal ini diperkuat oleh laporan State 
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of The Global Islamic Economy Report 2015/2016, bahwa 
Indonesia menempati peringkat pertama konsumen produk 
makanan halal terbesar di dunia. Masyarakat Indonesia mampu 
mengeluarkan sebesar $157 miliar atau sekitar Rp 2.041 triliun 
untuk pembelian makanan halal pada tahun 2014.  
Penduduk Indonesia sebagian besar beragama Islam 
menjadi bermasalah jika mengkonsumsi pangan dari ternak 
yang disembelih tanpa mengikuti cara Islam (Gumilar dan 
Pratama, 2018). Peluang ini belum optimal dimanfaatkan pelaku 
usaha, khusunya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Di 
Indonesia dari sekitar 54 juta UMKM, baru sekitar 3000 
tersertifikasi halal. Hal ini karena konsumen dan produsen 
belum  cukup loyal terhadap produk halal, meski loyalitasnya 
cenderung naik. Berdasar UU No 33 Tahun 2014 tentang 
Jaminan Produk Halal (JPH) produk pangan yang beredar di 
Indonesia mesti bersertifikat halal. Pemberlakuan UU tersebut 
dapat berdampak bagi pengusaha yang produknya belum 
tersertifikasi halal (Fauziyah et al.,2017). 
d. Pesaing sedikit bahkan belum ada di wilayah Blitar Raya 
Faktor pesaing sedikit bahkan belum ada di wilayah Blitar 
Raya memperoleh bobot sebesar 0.12 dengan rating sebesar 
4.00 serta skor sebesar 0.48. Menurut data, konsumsi daging 
ayam ras per kapita/tahun masyarakat Indonesia pada 2019 
sebesar 5,68 kg per kapita/tahun meningkat 573 gram (11,2%) 
dibanding konsumsi tahun sebelumnya. Sementara untuk 
konsumsi daging ayam kampung 782 gram per kapita/tahun 
naik 156 gram (24,9%) dari tahun sebelumnya. Hal ini sejalan 
dengan data konsumsi daging ayam di kota dan kabupaten 
Blitar juga mengalami tren kenaikan tiap tahunnya. Mengingat 
Blitar raya dan wilayah sekitarnya masih belum memiliki banyak 
rumah potong halal menjadikan pesaing produsen ayam potong 
halal masih sangat sedikit dan kesempatan masih terbuka lebar. 
Hal ini dapat dimanfaatkan bagi pelaku usaha untuk 
memperluas pasar dengan keunggulan produk berupa ayam 
yang telah tersertifikasi kehalalannya. Menurut Viverita et al. 
(2017), sertifikasi halal dapat meningkatkan permintaan produk, 
sehingga meningkatkan keuntungan bagi pelaku usaha. Selain 
itu, sertifikasi halal dapat meningkatkan nilai produk dan 
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meningkatkan kepercayaan diri pelaku usaha karena konsumen 
lebih memilih produk dengan sertifikasi halal sehingga 
memberikan keunggulan kompetitif. 
 
4.4.2 Ancaman (Threats) 
a. Masyarakat kurang percaya pada kehalalan dan 
keamanan ayam potong yang diproduksi 
Faktor Masyarakat kurang percaya pada kehalalan dan 
keamanan ayam potong yang diproduksi memperoleh bobot 
sebesar 0.12 dengan rating sebesar 4.00 serta skor sebesar 
0.48. Banyaknya pengkonsumsi ayam potong yang meragukan 
kehalalan dari ayam potong yang beredar di pasaran, hal ini 
bukan tampa dasar, melainkan pada  kenyataan yang ada di 
lapangan. Bahwasannya dalam produk ayam potong yang ada 
di pasar-pasar proses pengolaannya jauh dari syari’at agama. 
Para pedagang lebih  mengutamakan keuntungan yang didapat 
dari konsumen daripada kehalalan yang dapat konsumen 
(Hidayani, 2020). 
Kepercayaan masyarakat terkait keamanan dan kehalalan 
ayam potong ini dapat mempengaruhi penjualan karkas ayam 
pada RPA. Hal ini karena minat konsumen yang berkurang 
dalam mengkonsumsi ayam potong yang tidak jelas kulitasnya 
apakah ASUH (Aman, Sehat, utuh, Halal) dan thoyyib atau 
tidak. Apabila jaminan terhadap masyarakat akan kehalalan 
produk rendah maka secara tidak sengaja akan menyebabkan 
penurunan kualitas ayam potong karena produsen juga akan 
melonggarkan SOP karena dianggap hasilnya akan sama saja. 
Keraguan masyarakat terhadap keamanan dan kehalalan 
biasanya disebabkan karena pemotongan ayam yang tidak 
konsisten dalam penerapan syari’at Islam sesuai dengan SOP, 
penanganan pasca pemotongan yang tidak konsisten serta 
daging yang dicurigai tidak segar. Dalam upaya melindungi 
konsumen  pengguna produk pangan, Pemerintah telah 
mengeluarkan UU Nomor 8 tahun 1999 yang mulai berlaku  
tanggal 20 April 2000 yaitu tentang Undang-Undang 
Perlindungan Konsumen (UUPK) yang didefinisikan : "Setiap 
orang pemakai barang dan jasa yang tersedia dalam 
masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang 
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lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak diperdagangkan" ( 
Pasal 1 ayat 2 ). 
b. Persaingan dengan produk ayam Potong Halal Impor  
Masyarakat awam tidak perduli dengan kehalalan produk 
ayam potong selama produk ayam tidak cacat secara fisik 
memperoleh bobot sebesar 0.07 dengan rating sebesar 1.33 
serta skor sebesar 0.09. Menurut data Badan Pusat Statistik 
tahun 2019 tingkat konsumsi daging ayam di Kabupaten Blitar 
naik dari 14.526.988 pada tahun 2019 dari angka 5.566.800 di 
tahun 2018. Semantara konsumsi daging ayam di Kota Blitar 
juga mengalami tren kenaikan pada tahun 2019 dari 768.754 
dari sebelumnya pada tahun 2018 sebesar 444.517. Angka 
tersebut diprediksi akan mengalami kenaikan seiring dengan 
bertambahnya jumlah penduduk. Semakin naiknya konsumsi 
daging ayam di wilayah Blitar raya tentu meberi peluang yang 
besar bagi produsen daging tidak terkecuali daging ayam impor. 
Akan tetapi hal ini masih jarang dijumpai di masyarakat Blitar 
raya karena produsen ayam potong lokal masih mampu 
memenuhi kebutuhan pasar. Namun, tidak menutup 
kemungkinan apabila tingkat konsumsi naik tidak dibarengi 
dengan pemenuhan permintaan yang memadai akan muncul 
produk impor sebagai jawaban dari permintaan pasar yang tidak 
terpenuhi tersebut seperti pada kasus daging sapi.  
c. Masyarakat lebih gemar membeli ayam potong dari kios 
yang lebih dekat karena dianggap lebih segar 
Masyarakat lebih gemar membeli ayam potong dari kios 
yang lebih dekat karena dianggap lebih segar memperoleh 
bobot sebesar 0.16 dengan rating sebesar 4.00 serta skor 
sebesar 0.64. Faktor ini mendapatkan skor tertinggi sesuai 
dengan pendapat Goldman dan Hino (2004) yang menyatakan 
pembeli merasa kurang yakin untuk  membeli dari supermarket. 
Outlet ritel modern (seperti meat shop) memiliki  kelebihan 
dengan  menawarkan daging segar di rak kaca pendingin yang 
dipamerkan. Panjangnya proses produksi dan distribusi ayam 
potong halal di RPA membuat produsen harus membuat 
penanganan produk yang tepat agar produk tetap aman di 
tangan konsumen. Salah satu upaya pengawetan produk agar 
bebas dari bahaya yaitu dengan cara pembekuan daging ayam. 
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Sebagian masyarakat beranggapan bahwa daging ayam yang 
beku kurang segar untuk dikonsumsi. Selain itu proses produksi 
dan distribusi yang panjang membuat masyarakat enggan untuk 
memilih ayam potong halal RPA. Ayam potong dari kios kecil di 
pasar dianggap lebih segar karena jarak pemotongan dan 
distribusi ke konsumen yang cukup singkat menjadi pilihan 
konsumen untuk dikonsumsi. Hal inilah yang membuat RPA 
cukup sulit untuk menjangkau konsumen ibu rumah tangga atau 
konsumen yang membeli dalam jumlah kecil. 
Kesegaran merupakan faktor yang menarik konsumen untuk 
berbelanja. Menurut  penampilan kesegaran produk dilihat  dari  
warna  dan  bentuk  fisik  daging (Kennedy et al,. 2009). 
Konsumen mengandalkan isyarat visual saat membeli misalnya, 
dalam menentukan  kesegaran daging ayam, diharapkan 
memiliki warna merah muda cerah. Warna menunjukkan 
kesegaran daging ayam. Warna merah mengartikan bahwa 
daging masih baru dan ayam baru  saja dipotong. Konsumen di 
Indonesia lebih memilih berbelanja di pasar tradisional untuk 
daging segar. Konsumen berpendapat bahwa kesegaran 
merupakan elemen penting dalam penyusunan makanan di 
rumah. Apabila produk yang dibeli tidak segar, makanan 
dianggap tidak akan sehat atau lezat. Hal ini selaras dengan 
pendapat Goldman dan Hino (2004). Penting bagi konsumen 
untuk membeli bahan pangan segar untuk menjaga  kesehatan 
yang baik serta menikmati rasa makanan itu sebabnya, 
makanan segar seperti ikan, unggas dan buah yang dibeli di 
pasar tradisional merupakan pilihan terbaik yang dapat 
dipenuhi.  
 
4.5 Matriks Internal-Eksternal (IE) 
Berdasar analisis dan penyusunan matriks internal (IFE) dan 
matriks eksternal (EFE) diperoleh susunan matriks Internal – 
Eksternal (IE). Total skor pada matriks IFE dan EFE digunakan 
untuk menentukan nilai sumbu matriks IE. Sumbu matriks IE 
kemudian digunakan untuk mengetahui posisi RPA Blitar raya 
saat ini berdasarkan total skor dari matriks IFE sebesar 3,10 
dan total skor dari matriks EFE sebesar 3,43. Masing masing 
skor tersebut akan digunakan sebagai acuan dalam pemetaan 
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matriks IE dan diperoleh posisi RPA di Blitar raya yang dapat 
dilihat pada Gambar 4. 1. Posisi RPA berada di sel ke IV berarti 
tahap tumbuh dan berkembang (growth & build) maksudnya 
RPA mempunyai kemampuan internal yang kuat dan eksternal 
menengah. Strategi yang digunakan dalam sel ini yaitu strategi 
intensif diantaranya Market Penetration (Penetrasi pasasr), 
Market Development (Pengembangan Pasar), Forward  
Integration dan Horizontal Integration (Maryam dkk, 2016). 
Apabila diterapkan pada RPA strategi yang tepat yaitu 
pengembangan fasilitas di RPA, pengembangan produk serta 
pemberlakuan SJH secara menyeluruh pada RPA. 
 
 
Gambar 4.3 Matriks IE RPA di Blitar raya 
Sumber : data Diolah (2020). 
Penggunaan teknologi pada proses produksi RPA 
merupakan pengembangan dalam fasilitas saranan dan 
prasarana RPA dan meningkatkan kualitas sumber daya 
manusia yang berhubungan dengan pemahaman SJH. Hal ini 
tertu menjadi bagian dalam pertumbuhan pengembangan 
strategi implementasi SJH di RPA. Pembuatan standar 
operasional prosedur berproduksi halal serta merapikan 
dokumen administrasi yang baik sebagai implementasi SJH 
81 
 
menjadi wujud strategi percepatan implememntasi SJh di RPA. 
Pengembangan strategi ini selain menghasilkan ayam potong 
ASUH (aman, sehatt, utuh, halal) dan thoyyib, juga 
menghasilkan pengembangan produk baru seperti ayam 
boneless (ayam tanpa tulang) dan yang bersertifikat halal 
menjadi alternatif produk yang dapat dikomersilkan (Maisana 
dkk, 2012). 
 
4.6 Perumusan Strategi Implementasi SJH di RPA 
4.6.1 Identifikasi Matriks SWOT 
Setelah identifikasi terhadap faktor-faktor internal berupa 
kekuatan dan kelemahan dan faktor eksternal berupa peluang 
dan ancaman telah selesai maka selanjutnya yaitu merumuskan 
strategi berdasarkan faktor-faktor internal dan elsternal yang 
ada. Matriks IFE dan EFE akan digunakan untuk membuat 
analisis matriks SWOT. Matriks SWOT ini menggambarkan 
ancaman dan peluang eksternal dengan melakukan 
penyesuaian kekuatan dan kelemahan yang dimiliki masing 
masing RPA di Blitar raya. Alternatif strategi yang dirumuskan 
menggunakan matriks SWOT disesuaikan dengan strategi yang 
diperoleh dari matriks Internal-Eksternal. Hasil dari matriks 
SWOT ini menurunkan empat set alternatif strategi yaitu strategi 
S-O (Strength and Opportunities), W-O (Weakness and 
Opportunities), S-T (Strength and Threats) dan W-T (Weakness 





Tabel 4.5 Matriks SWOT RPA di Blitar raya 
  Strenght (S) Weakness(W) 
1. Rumah Potong Ayam 
telah memperhatikan 
dan menerapkan SOP 
pemotongan ayam yang 
baik dan benar 
1. Biaya dalam 
memperoleh sertifikasi 
halal 
2. Pemotongan unggas 
telah sesuai dengan 
syariat Islam 
2. Kurangnya sumber 
daya manusia dalam 
mengurus sertifikasi 
halal 
3. Tenaga langsung 
(penyembelih) telah 




peralatan dan fasilitas 
produksi RPA dengan 
standar yang ada 
4. Kualitas ayam yang 
disembelih lebih baik 
dan seragam dibanding 
ayam potong kios 
4. Kurangnya 
implementasi Sistem 
Jaminan Halal (SJH) 
secara menyeluruh 




ayam yang lebih 
praktis dan cepat 
Penyedia Pasar halal 
(S1, S2, S3, S4, O1, O2, 
O3, O4) (STR 1) 
Subsidi/efisiensi biaya 
pengajuan sertifikasi 







 Pendampingan proses 
persiapan 
implementasi SJH 
oleh Dinas terkait 
maupun akademisi 
(W4, O4)  
(STR 3) 
3. Pasar ayam 
potong halal yang 
besar 
 Pembentukan tim 
manajemen halal 
internal (W2, O1)(STR 
4) 
4. Pesaing sedikit 
bahkan belum 
ada di wilayah 
Blitar Raya 
 Mengadakan edukasi 
SJH,Pembenahan 
SOP dan standar titik 
kritis kehalalan pada 
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proses produksi (W3, 
O2) (STR 5) 
   Memfasilitasi RPA 
dalam pengajuan 
sertifikasi halal ke 





RPA mengenai aspek 
operasional 
(O2, W4) (STR 13) 







Penerapan SJH secara 
konsistenoleh RPA (S1, 
T1) (STR 6) 
Pengawasan regulasi 
halal pada RPA (T1, 





Produksi ayam potong 
halal lokal dengan harga 
bersaing (T2, T3, T3, T4, 
S2, S3) (STR 7) 
Mengadakan 
sosialisasi tentang 
SJH pada masyarakat 





potong dari kios 




distribusi ayam potong 
agar tetap segar (T4, S4) 
(STR 8) 
Mengadakan riset dan 
penelitian pada SJH 
(T1, W4) (STR 12) 
Sumber : Data primer diolah (2020). 
  
Dalam merumuskan strategi pengembangan implementasi 
SJH di Blitar raya, digunakan matriks SWOT untuk 
mempermudah pemetaannya. Berdasarkan matriks SWOT, 
terdapat empat strategi yang dapat dihasilkan diantaranya 
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strategi  SO (Strenght – Opportunities), strategi WO (Weakness 
– Opportunities), strategi ST (Streght – Threats), strategi ST 
(Streght – Threats). 
4.6.2 Strategi SO (Strenght – Opportunities) 
Strategi SO (Strength-Opportunity), merupakan strategi 
menggunakan kekuatan   internal perusahaan untuk meraih 
peluang-peluang yang ada di luar perusahaan. Strategi ini 
digunakan dalam mempertimbangkan. Penggunaan strategi ini 
untuk merumuskan pertimbangan pertimbangan-pertimbangan 
kekuatan yang dimiliki oleh RPA untuk memanfaatkan peluang 
semaksimal mungkin. Kekuatan faktor internal dan eksternal 
yang didapatkan dari analisis faktor strategi sebelumnya akan 
diperoleh rumusan strategi SO yang deijadikan dasar strategi 
dalam implementasi SJH di RPA Blitar raya yaitu penyediaan 
pasar halal RPA di lingkup Blitar raya. 
Tujuan dari penyediaan pasar halal di RPA seluruh Blitar ini 
adalah untuk menjamin kehalalan produk ayam potong dan 
masyarakat juga tidak meragukan kualitas ayam potong yang 
diperdagangkan adalah ayam potong ASUH (Aman, Sehat,Utuh 
dan halal). Berdasarkan rumusan strategi SO1  yaitu 
penyediaan pasar halal diperlukan kerjasama  dari Dinas 
Pemerintah serta BPJPH dalam membantu penyediaan dan 
penyelenggaraan pasar halal RPA agar dapat berjalan di 
lingkup Blitar raya   
4.6.3 Strategi WO (Weakness – Opportunities) 
Strategi WO (Weakness-Opportunity), strategi ini bertujuan 
untuk memperkecil   kelemahan - kelemahan internal 
perusahaan dengan memanfaatkan peluang peluang 
perusahaan. Strategi ini digunakan untuk menekan efek yang 
muncul dari kelemahan pada RPA dengan menonjolkan peluang 
yang ada. Penggunaan strategi ini berdasarkan pemangfaatan 
peluang yang ada dengan meminimalkan kelemahannya 
(Rangkuti, 2017). Strategi yang didapatkan dan dapat 
diterapkan yaitu subsidi/efisiensi biaya pengajuan sertifikasi 
SJH, pendampingan proses persiapan implementasi SJH oleh 
Dinas terkait maupun akademisi, pembentukan tim manajemen 
halal internal, mengadakan edukasi SJH,Pembenahan SOP dan 
standar titik kritis kehalalan pada proses produksi, memfasilitasi 
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RPA dalam pengajuan sertifikasi halal ke BPJPH, serta 
peningkatan pembinaan dan pendampingan kepada RPA 
mengenai aspek operasional. 
4.6.4 Strategi ST (Streght – Threats) 
Strategi ST (Strength-Threat), melalui strategi ini 
perusahaan berusaha untuk   menghindari atau mengurangi 
dampak dari ancama-ancaman eksternal. Strategi yang 
diperoleh yaitu penerapan SJH secara konsisten oleh RPA, 
produksi ayam potong halal lokal dengan harga bersaing, 
memperbaiki sistem distribusi ayam potong agar tetap segar. 
Tujuan dari produksi ayam potong lokal halal dengan harga 
bersaing yaitu agar peternak lokal tidak kalah dengan gempuran 
produk impor yang lambat laun akan mematikan industri dalam 
negri didukung dengan sistem distribusi yang lebih baik 
menjadikan ayam potong lokal halal lebih unggul dari pesaing 
yaitu produk impor. 
4.6.5 Strategi WT (Weakness-Threat) 
Strategi WT (Weakness-Threat), strategi  ini merupakan 
taknik untuk bertahan berdasarkan pada kegiatan yang bersifat 
desensif. Cara mengurangi kelemahan internal yang ada serta 
menghindari ancaman. Strategi WT yang dihasilkan dalam 
pengembangan strategi  percepatan implementasi SJH di RPA 
Blitar raya yaitu pengawasan regulasi halal pada RPA, 
mengadakan sosialisasi tentang SJH pada masyarakat, 
mengadakan riset dan penelitian pada SJH.  
 
4.7 Penentuan Prioritas Alternatif Strategi dengan Fuzzy 
ANP 
4.7.1 Identifikasi Aktor dan Alternatif Strategi 
Aktor dan alternatif strategi ditentukan dari hasil identifikasi 
awal yaitu faktor internal dan eksternal yang kemudian diolah 
menggunakan analisis SWOT lalu menghasilkan alternatif 
strategi untuk masing-masing aktor. Setelah penentuan 
alternatif strategi dnegan analisis SWOT telah selesai dilakukan, 
selanjutnya menentukan bobot prioritas alternatif strategi agar 
didapatkan rangking aktor dan strategi terendah dan tertinggi. 
Penentuan bobot aktor serta analisis strategi dalam penelitian 
ini yaitu menggunakan analisis Fuzzy Analytical Network 
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Process (ANP). Alternatif strategi serta aktor dalam 
pengembangan implementasi sistem jaminan halal di RPA Blitar 
raya dapat dilihat pada Tabel 4.6. Nilai bobot yang diperoleh 
mengacu pada penentuan bobot yang berpengaruh. Apabila 
nilai bobot suatu aktor serta alternatif stretegi memiliki nilai 
bobot yang tinggi berarti aktor dan alternatif tersebut paling 
berpengaruh terhadap aktor dan alternatif strategi lain.  
 
Tabel 4.6 Aktor dan Alternatif Strategi dalam Pengembangan Strategi 
Implementasi Sistem Jaminan Halal di RPA Blitar Raya 
Aktor Alternatif Strategi 
RPA  Pembentukan tim manajemen halal 
internal (A1) 
  Penerapan SJH secara konsisten oleh 
RPA (A2) 
  Memperbaiki sistem distribusi ayam 
potong agar tetap segar (A3) 
   Produksi ayam potong halal lokal dengan 
harga bersaing (A4) 
Dinas Peternakan  Pendampingan proses persiapan 
implementasi SJH oleh Dinas terkait 
maupun akademisis (B1) 
  Memfasilitasi RPA dalam pengajuan 
sertifikasi halal ke BPJPH (B2) 
   Penyedia pasar halal (B3) 
BPJPH  Mengadakan edukasi SJH, pembenahan 
SOP dan standar titik kritis kehalala pada 
proses produksi (C1) 
  Pengawasan regulasi halal pada RPA 
(C2) 
  Mengadakan sosialisasi tentang SJH 
pada masyarakat (C3) 
   Subsidi/efisiensi biaya pengajuan 
sertifikasi halal (C4) 
Akademisi  Mengadakan riset dan penelitian pada 
SJH (D1) 
 Peningkatan pembinaan dan 
pendampingan kepada RPA mengenai 
aspek operasional (D2) 
Sumber : Data Primer Diolah (2020). 
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4.7.2 Pembuatan Struktur Jaringan ANP  
Hubungan keterkaitan antara inner dependence dan outer 
dependence antar aktor beserta alternatif strategi akan 
menghasilkan struktur jaringan ANP. Alternatif-alternatif tersebut 
memiliki keterkaitan yang dapat saling menguatkan antar 
strategi dalam mendukung implementasi sistem jaminan halal di 
rumah potong ayam. Identifikasi diperlukan untuk mengetahui 
hubungan antar node sub alternatif strategi dalam sub alternatif 
strategi lain dalam cluster aktor yang berbeda. Struktur jaringan 
ANP penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 4.4. Hubungan 
ketergantungan antar aktor dan alternatif strategi dapat dilihat 
pada Gambar 4.5. Berdasarkan Gambar 4.4 terdapat hubungan 
inner dependence, yakni hubungan antar alternatif strategi yang 
berada dalam aktor yang sama. Adanya hubungan inner 
dependence menyebabkan aktor terhubung dengan dirinya 
sendiri sehingga terbentuk hubungan loop. Hubungan inner 
dependence dalam penelitian ini yaitu: 
1. Inner Dependence RPA 
Alternatif strategi pembentukan tim manajemen halal internal 
(A1) mempengaruhi penerapan SJH secara konsisten oleh 
RPA (A2) 
2. Inner Dependence Dinas Peternakan 
Alternatif strategi memfasilitasi RPA dalam pengajuan 
sertifikasi halal ke BPJPH (B2) mempengaruhi penyediaan 
pasar halal (B3) 
3. Inner Dependence BPJPH 
Alternatif strategi mengadakan edukasi SJH, pembenahan 
SOP dan standar titik kritis kehalala pada proses produksi 
(C1) mempengaruhi pengadaaan sosialisasi tentang SJH 
pada masyarakat (C3) 
4. Inner Dependence Akademisi 
Alternatif strategi mengadakan riset dan penelitian pada SJH 
(D1) mempengaruhi peningkatan pembinaan dan 
pendampingan kepada RPA mengenai aspek operasional 
(D2) 
Berdasarkan Gambar 4.5 terdapat hubungan outer 
dependence, yaitu hubungan antara alternatif strategi dalam 
aktor yang satu dengan alternatif strategi dalam aktor yang lain. 
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Adanya hubungan outer dependence akan menghubungkan 
aktor yang satu dengan aktor lain. Hubungan outer dependence 
dalam penelitian ini adalah: 
1. Outer Dependence RPA 
 Alternatif strategi memperbaiki sistem distribusi ayam potong 
agar tetap segar (A3) mempengaruhi peningkatan pembinaan 
dan pendampingan kepada RPA mengenai aspek 
operasional (D2) 
 Alternatif strategi penerapan SJH secara konsisten oleh RPA 
(A2) mempengaruhi Penyediaan pasar halal (B3) 
2. Outer Dependence Dinas Pemerintahan 
 Alternatif strategi pendampingan proses persiapan 
implementasi SJH oleh Dinas terkait maupun akademisi (B1) 
mempengaruhi pembentukan tim manajemen halal internal 
(A1) 
 Alternatif strategi pendampingan proses persiapan 
implementasi SJH oleh Dinas terkait maupun akademisi (B1) 
mempengaruhi peningkatan pembinaan dan pendampingan 
kepada RPA mengenai aspek operasional (D2) 
 Memfasilitasi RPA dalam pengajuan sertifikasi halal ke 
BPJPH (B2) mempengaruhi Subsidi/efisiensi biaya 
pengajuan sertifikasi halal (C4) 
3. Outer Dependence BPJPH 
 Alternatif strategi pengawasan regulasi halal pada RPA (C2) 
mempengaruhi penerapan SJH secara konsisten oleh RPA 
(A2) 
 Alternatif strategi pengawasan regulasi halal pada RPA (C2) 
mempengaruhi peningkatan pembinaan dan pendampingan 
kepada RPA mengenai aspek operasional (D2) 
4. Outer Dependence Akademisi 
 Alternatif strategi mengadakan riset dan penelitian pada SJH 
(D1) mempengaruhi memperbaiki sistem distribusi ayam 
potong agar tetap segar (A3) 
 Alternatif strategi peningkatan pembinaan dan pendampingan 
kepada RPA mengenai aspek operasional (D2) 




 Mengadakan riset dan penelitian pada SJH (D1) 
mempengaruhi Pengadakan edukasi SJH, pembenahan SOP 
dan standar titik kritis kehalala pada proses produksi (C1) 
mempengaruhi Pendampingan proses persiapan 
implementasi SJH oleh Dinas terkait maupun akademisi (B1) 
 
 
Gambar 4.4 Struktur Jaringan ANP Percepatan Implementasi Sistem 









A  B : Aktor/alternatif strategi A mempengaruhi  
  aktor/alternatif strategi B 
A  B : Aktor/alternatif strategi A dan B saling   
  mempengaruhi 
  : Adanya pengaruh antar alternatif strategi dalam 
  satu aktor 
 
4.7.3 Perhitungan Bobot Alternatif Strategi 
Setelah didapatkan nilai bobot tiap-tiap aktor langkah 
selanjutnya yaitu menentukan nilai bobot alternatif strategi tiap 
aktor. Alternatif strategi bagi RPA diantaranya pembentukan tim 
manajemen halal internal (A1), penerapan SJH secara 
konsisten oleh RPA (A2), memperbaiki sistem distribusi ayam 
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potong agar tetap segar (A3) dan produksi ayam potong halal 
lokal dengan harga bersaing (A4). Alternatif strategi bagi dinas 
pemerintahan yaitu pendampingan proses persiapan 
implementasi SJH oleh Dinas terkait maupun akademisis (B1), 
memfasilitasi RPA dalam pengajuan sertifikasi halal ke BPJPH 
(B2), dan penyedia pasar halal (B3). Alternatif strategi bagi 
BPJPH diantaranya Mengadakan edukasi SJH, pembenahan 
SOP dan standar titik kritis kehalala pada proses produksi (C1), 
pengawasan regulasi halal pada RPA (C2), mengadakan 
sosialisasi tentang SJH pada masyarakat (C3) dan 
subsidi/efisiensi biaya pengajuan sertifikasi halal (C4). Alternatif 
strategi bagi perguruan akademisi diantaranya mengadakan 
riset dan penelitian pada SJH (D1) dan peningkatan pembinaan 
dan pendampingan kepada RPA mengenai aspek operasional 
(D2). Hasil rekapitulasi nilai bobot vektor ternormalisasi antar 




Tabel 4.6 Hasil nilai agregat alternatif strategi tiap-tiap aktor 





RPA Pembentukan tim manajemen 
halal internal (A1) 
0.144 1 
 Penerapan SJH secara konsisten 
oleh RPA (A2) 
0.137 2 
 Memperbaiki sistem distribusi 
ayam potong agar tetap segar (A3) 
0.046 4 
  Produksi ayam potong halal lokal 






persiapan implementasi SJH 
oleh Dinas terkait maupun 
akademisis (B1) 
0.147 1 
 Memfasilitasi RPA dalam 
pengajuan sertifikasi halal ke 
BPJPH (B2) 
0.095 3 
  Penyedia pasar halal (B3) 0.134 2 
BPJPH Mengadakan edukasi SJH, 
pembenahan SOP dan standar 
titik kritis kehalala pada proses 
produksi (C1) 
0.132 2 
 Pengawasan regulasi halal pada 
RPA (C2) 
0.135 1 
 Mengadakan sosialisasi tentang 
SJH pada masyarakat (C3) 
0.097 3 
  Subsidi/efisiensi biaya pengajuan 




Mengadakan riset dan penelitian 
pada SJH (D1) 
0.160 1 
  Peningkatan pembinaan dan 
pendampingan kepada RPA 
mengenai aspek operasional (D2) 
0.140 2 
Sumber: Data Primer Diolah (2020) 
 
Berdasarkan tabel nilai CR antar alternatif strategi pada tiap 
aktor dari masing-masing responden bernilai kurang dari 0,1 
dapat diartikan kuesioner yang diisi sudah konsisten dan tidak 
ada pengulangan pengisian kuesioner. Langkah selanjutnya 
melakukan perhitungan normalisasi bobot vektor yang diperoleh 
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dari perhitungan fuzzy synthetic extent. Setelah diperoleh nilai 
bobot vektor ternormalisasi selanjutnya dilakukan perhitungan 
agregat antar alternatif strategi. Hasil agregat antar alternatif 
strategi diperoleh dari rata-rata nilai bobot vektor ternormalisasi 
dengan cara nilai akhir dari perhitungan FANP setiap alternatif 
strategi diakar sesuai dengan jumlah responden, yaitu lima 
orang sehingga didapatkan nilai bobot akhir. Nilai agregat pada 
antar alternatif strategi tiap aktor dapat dilihat pada Tabel 4.8. 
Hasil perhitungan bobot akhir prioritas antar alternatif strategi 
tiap aktor dapat dilihat pada Lampiran 11. 
 
4.6.5 Alternatif Strategi Aktor Rumah Potong Ayam (RPA) 
Alternatif strategi RPA yang mendapatkan bobot prioritas 
paling tinggi yaitu Pembentukan tim manajemen halal internal 
(A1) dengan nilai sebesar 0.144. Dalam organisasi dirasa 
penting memiliki tim manajemen halal untuk mengurus regulasi 
perusahaan sesuai dengan poin-poin SJH. Pemenuhan 
kebijakan prosedur sertifikasi halal, dan penerapan 11 kriteria 
SJH perlu keseriusan dalam upaya penerapannya secara 
konsisten oleh produsen. Seringnya ditemui kelemahan 
implementasi SJH pada proses audit dan tindak lanjut setelah 
audit (kualitatif). Kelemahan dalam implementasi ini diantaranya 
kelemahan kritis, yakni kelemahan serius yang mengakibatkan 
tidak terpenuhinya persyaratan sertifikasi halal. Kedua, 
kelemahan yang memerlukan perbaikan (improvement needed), 
yakni kelemahan yang memiliki potensi mengakibatkan tidak 
terpenuhinya persyaratan sertifikasi halal. Ketiga kelemahan 
minor yang tidak berpotensi mengakibatkan tidak terpenuhinya 
persyaratan sertifikasi halal (Annisya, 2017). Ketiga kelemahan 
ini dpat ditekan dengan dibentuknya tim manajemen halal di 
internal perusahaan untuk mengontrol dan memastikan bahwa 
sistem jaminan halal di perusahaan berlangsung secara 
kontinyu.  
Pentingnya penerapan strategi pembentukan tim 
manajemen halal internal akan berdampak pada keseluruhan 
proses produksi yang dijalankan. Hal ini berpengaruh pula pada 
citra perusahaan dan pruduk daging ayam yang memenuhi 
kriteria ASUH. Strategi ini penting khususnya pada RPA A yang 
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banyak memiliki kendala terkait penerapan implementasi SJH 
pada saat berproduksi. Adanya tim intenal manajemen halal 
diharapkan kontrol pada saat produksi dan pasca produksi 
dapat terkendali sehingga dapat memastikan bahwa daging 
hasil produksi memiliki status halal. Selain itu dengan adanya 
tim intenal manajemen halal ini dapat membantu RPA untuk 
mengurus dokumen sebagai syarat sertifikasi halal sehingga 
akan menguntungkan RPA karena diperolehnya sertifikasi halal 
yang dapat memperluas pasar. Diperlukan komitmen RPA untuk 
mengalokasikan biaya demi terbentuknya tim khusus ini serta 
komitmen untuk berproduksi secara halal.  
Aternatif strategi penerapan SJH secara konsisten oleh RPA 
(A2) menempati urutan ke dua dengan nilai sebesar 0.137. 
Sistem jaminan halal di RPA disusun untuk mempermudah 
pelaku usaha dalam menjalankan sistem penyembelihan ayam 
sesuai dengan syari’at Islam (Rosyidi, 2017). Alternatif strategi 
produksi ayam potong halal lokal dengan harga bersaing (A4) 
pada urutan ketiga dengan nilai sebesar 0.065. Harga produk 
yang murah, jaminan keamanan dan terjangkau dengan daya 
beli konsumen pun akan mempengaruhi keputusan pembelian 
konsumen tersebut (Fristiana, 2012).   
Urutan terakhir dalam alternatif strategi RPA yaitu 
memperbaiki sistem distribusi ayam potong agar tetap segar 
(A3) dengan nilai sebesar 0.046. Dalam penjualan terdapat 
empat unsur utama diantaranya produk, harga, promosi, dan 
saluran distribusi. Kemampuan perusahaan dalam menentukan 
kombinasi faktor-faktor tersebut dengan tepat akan membawa 
hasil yang baik dan maksimal dalam pencapaian tujuan  
perusahaan yaitu peningkatan penjualan dan keuntungan. Salah 
satu hal yang disorot dalam penjualan produk ayam potong 
halal agar menjadi pilihan konsumen yaitu perbaikan sistem 
distribusi agar ayam dapat diterima konsumen dalam keadaan 
segar serta tidak berkurang kulitasnya (Yulia, 2013). 
Alternatif strategi yang dianut tiap RPA berbeda. Hal 
tersebut dapat terlihat dari penerapan keamanan dan kehalalan 
proses produksi yang dilakukan. Implementasi SJH yang 
dilakukan di RPA B dan C masih belum dapat diikuti secara 
konsisten oleh RPA A karena adanya beberapa keterbatasan. 
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Alternatif strategi yang perlu dilakukan RPA  pertama kali yaitu 
penerapan SJH secara konsisten dengan membentuk tim 
manajemen halal internal untuk mengkaji dan mempersiapkan 
semua aspek yang perlu diperbaiki RPA. Alternatif strategi yang 
perlu diperhatikan untuk RPA A, B dan C yaitu menekan biaya 
produksi agar ayam potong halal lokal dapat dipasarkan dengan 
harga yang bersaing sehingga dapat memenangkan kompetisi 
pasar dari ayam potong yang belum bersertifikat halal. Selain itu 
alternatif strategi perbaikan sistem distribusi ayam potong juga 
perlu diperhatikan oleh RPA A, B dan C karena pada proses 
distribusi masih perlu banyak perbaikan agar kualitas dan 
ksegaran ayam potong tetap terjaga sampai pada tangan 
konsumen.  
4.6.6 Alternatif Strategi Dinas pemerintahan 
Alternatif strategi Dinas pemerintahan yaitu pendampingan 
proses persiapan implementasi SJH oleh Dinas terkait maupun 
akademisi (B1) menempati peringkat pertama dengan hasil nilai 
agregat sebesar 0.147. Upaya pemerintah untuk menertibkan 
pelaku usaha RPA sesuai dengan Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal 
(pasal 4) yang menyatakan bahwa:“Produk yang masuk, 
beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib 
bersertifikat halal” (Undang-Undang No. 33 Tahun 2014, 2014). 
Masih   merujuk pada UU, pemberlakuan kewajiban sertifikasi 
halal bagi semua produk di Indonesia akan berlaku pada 5 
tahun kedepan sejak UU tersebut ditetapkan. Artinya tahun 
2019 merupakan tahun pelaksanaan UU tersebut sehingga 
semua produk, termasuk produk makanan harus bersertifikasi 
halal (Abdullah, 2017). Upaya pendampingan proses persiapan 
implementasi SJH dinilai cukup efektif untuk membantu pelaku 
usaha memperoleh sertifikat halal.  
Sinergi antar aktor ini sangat diperlukan agar strategi yang 
dijalankan tiap aktor dapat berjalan lebih mudah. Keterkaitan 
strategi antar aktor ini membuat antar aktor harus bergerak 
secara bersama demi mewujudkan implementasi SJH yang 
merata pada seluruh RPA yang ada. Diperlukan koordinasi 
antar aktor sehingga gerakan antar aktor dapat selaras dan 
saling mendukung satu sama lain. Hal yang menjadi kendala 
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adalah kurangnya koordinasi antar aktor. Adanya UUJPH yang 
mewajibkan sertifikat halal yang menyebabkan produk yang 
masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib 
bersertifikat halal menjadi momentum untuk para aktor 
memprioritaskan koordinasi ini sehingga implementasi SJH 
dapat terlaksana dengan lebih cepat. 
Alternatif strategi Dinas pemerintahan penyedia pasar halal 
(B3) menempati urutan kedua dengan nilai agregat sebesar 
0.134. Penyediaan pasar halal sebagai bentuk tanggung jawab 
serta komitmen dinas terkait dalam upaya penyediaan 
lingkungan halal dengan tidak hanya melindungi konsumen dari 
produk yang tidak halal namun juga melindungi 
keberlangsungan RPA bersertifikat halal. Timbulnya gaya hidup 
halal yang mulai muncul tidak hanya pada Negara Negara 
dengan penduduk muslim namun juga Negara dengan 
penduduk non muslim juga memicu dibuatnya pasar halal untuk 
menjawab kebutuhan konsumen akan produk halal. Pemerintah 
terus melakukan upaya aktif untuk melindungi konsumen yang 
mayoritas beragama Islam khususnya atas produk yang halal. 
Perlindungan konsumen atas produk pangan didasari oleh 
konsumen Indonesia mayoritas merupakan penduduk muslim 
sudah seharusnya memperoleh perlindungan atas kualitas serta 
tingkat kehalalan suatu produk yang ditawarkan oleh produsen. 
(Ramlan dan Nahrowi, 2014).  
Alternatif strategi Dinas pemerintahan memfasilitasi RPA 
dalam pengajuan sertifikasi halal ke BPJPH (B2) menempati 
urutan terakhir dengan nilai agregat sebesar 0.095. Dalam 
upaya mendukung strategi pendampingan proses persiapan 
implementasi SJH oleh Dinas terkait maupun akademisi maka 
tahap setelahnya adalah turut memfasilitasi pengajuan 
sertifikasi halal ke BPJPH. Pendampingan dari hulu hingga hilir 
dirasa cukup tepat untuk mendorong pelaku usaha untuk 
berproduksi sesuai dengan syari’at Islam agar menghasilkan 
ayam potong ASUH (Aman, Sehat, Utuh, Halal). 
4.6.7 Alternatif Strategi BPJPH 
Alternatif Strategi BPJPH yaitu pengawasan regulasi halal 
pada RPA (C2) menempati peringkat pertama dengan nilai 
agregat sebesar 0.135.  BPJPH selaku pembuat regulasi dan 
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penentu kebijakan telah memberikan jaminan kepada 
masyarakat atas setiap produk hewani agar dilindungi 
keamanan, kesehatan, keutuhan, dan kehalalannya. Peraturan 
tersebut dimuat dalam Undang-Undang No 18 Tahun 2009 
tentang Peternakan dan Kesehatan Veteriner. Ketentuan dalam 
Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 
tentang Masyarakat Veteriner dan Peternakan (selanjutnya 
disebut UU MVP) menjelaskan bahwa Penjaminan produk 
hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal bagi yang 
dipersyaratkan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai 
dengan kewenangannya berkewajiban melaksanakan 
pengawasan, pemeriksaan, pengujian, standarisasi, sertifikasi, 
dan registrasi produk hewan. Maka dari itu, BPJPH memiliki 
peran aktif dalam pengawasan regulasi yang ada di RPA agar 
dapat menjamin RPA telah melakukan produksi pangan secara 
halal. 
Dengan adanya prioritas BPJPH untuk pengawasan regulasi 
halal pada RPA diharapkan dapat menstimulasi RPA untuk 
segera mengurus dokumen sertifikasi halal dan lebih 
berkomitmen untuk berproduksi halal. Komunikasi yang baik 
antara BPJPH dan RPA baik untuk regulasi maupun 
pendampingan dalam rangka perbaikan regulasi sangat penting 
untuk membantu RPA. Diharapkan dengan komunikasi yang 
lebih baik antar dua aktor akan membuat implementasi SJH 
dapat segera terwujud. 
Alternatif Strategi BPJPH yaitu mengadakan edukasi SJH, 
pembenahan SOP dan standar titik kritis kehalalan pada proses 
produksi (C1) menempati peringkat kedua dengan nilai agregat 
sebesar 0.132. Proses penyusunan dokumen untuk 
sistem jaminan halal membutuhkan dokumentasi yang tidak 
sederhana serta cukup rumit bagi pelaku usaha. Kurangnya 
informasi dan pengawasan yang kurang memadai saat 
prosesnya membuat sebagian besar RPA enggan melakukan 
proses sertifikasi halal. Informasi yang simpang siur dan keliru di 
antara RPA mengenai biaya sertifikasi yang mahal juga 
merupakan salah satu faktor penghambat (Prabowo, 2015). 
Alternatif Strategi BPJPH yaitu mengadakan sosialisasi 
tentang SJH pada masyarakat (C3) berada diposisi ketiga  
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dengan nilai agregat 0.097. Selain BPJPH mensosialisasikan 
mengenai regulasi halal pada pelaku usaha, BPJPH juga 
mengenalkan kepada masyarakat mengenai SJH agar 
masyarakat semakin tertarik dengan program pemerintah. Salah 
satu bentuk kegiatan untuk mengenalkan kepada masyarakat 
luas yaitu dengan didakannya seminar mapun kegiatan yang 
bersifat terbuka untuk umum agar semakin meluas informasi 
mengenai pangan halal dan implementasi SJH dlam sistem 
perdagangan bahan pangan. 
Alternatif Strategi BPJPH yaitu subsidi/efisiensi biaya 
pengajuan sertifikasi halal (C4) menempati peringkat terakhir 
dengan nilai agregat 0.073. Merujuk pada UU No. 33 Tahun 
2014 tentang Jaminan Produk Halal menyebutkan pelaku usaha 
berhak memperoleh pelayanan untuk mendapatkan sertifikat 
halal secara cepat, efisien, biaya terjangkau, dan tidak 
diskriminatif. Berdasarkan permasalahan tersebut, BPJPH perlu 
melakukan pendampingan untuk membantu pelaku usaha saat 
proses sertifikasi halal dan mempertimbangkan dengan baik 
biaya sertifikasi halal bagi RPA dan mempercepat proses 
sertifikasi halal salah satunya dalam hal penerbitan sertifikat 
halal. 
4.6.8 Alternatif Strategi Akademisi 
Alternatif strategi akademisi dengan mengadakan riset dan 
penelitian pada SJH (D1) menempati peringkat pertama dengan 
nilai agregat sebesar 0.160. Penelitian dan riset oleh akademisi 
pada Sistem Jaminan Halal (SJH) di RPA dinilai sangat 
membantu RPA terdapat beberapa keterbatasan informasi yang 
dimiliki internal RPA. Penelitian ini selain dapat membantu RPA 
juga dapat membantu dinas terkait serta BPJPH dalam upaya 
untuk mempercepat perataan implementasi sitem jaminan halal 
ke segala lini. Poin atau titik kritis dalam implementasi SJH 
maupun kendala yang ada dapat diatasi dengan adanya riset 
untuk perbaikan sehingga masalah yang ada di RPA maupun 
aktor pendukung lain dapat terurai dengan adanya riset 
tersebut. Akademisi perlu memperbanyak riset sejenis agar 
kesulitan di lapangan dapat segera teratasi dengan didukung 
sinergi aktor terkait untuk menjalankan hasil riset yang ada. 
99 
 
Alternatif strategi akademisi dengan peningkatan pembinaan 
dan pendampingan kepada RPA mengenai aspek operasional 
(D2) menempati peringkat kedua dengan nilai agregat sebesar 
0.137. Pemerintah daerah Kota Kota dan Kabupaten Blitar 
melalui dinas terkait dan BPJPH (dibawah MUI) dapat 
bekerjasama dengan akademisi dalam melakukan 
pendampingan kepada RPA mengenai aspek operasional 
tentang jaminan kualitas terkait pentingnya keamanan dan 
kehalalan produknya. Pemberikan pemahaman serta 
pendampingan dalam penerapan mengenai Sistem Jaminan 
Halal kepada RPA dapat membantu pelaku usaha untuk lebih 
mudah mengimplementasikannya dalam proses produksi. 
Akademisi juga perlu melakukan evaluasi dan kontroling secara 
berkala terkait implementasi Sistem Jaminan Halal. 
Pengawasan secara berkala dimaksudkan agar RPA selalu 
konsisten dalam penerapan SJH sehingga menghasilkan produk 
yang terjamin keamanan dan kehalalannya secara 
berkelanjutan bagi konsumen. 
4.6.9 Keterkaitan Alternatif Strategi Antar Aktor 
Pengembangan strategi dalam percepatan implementasi 
SJH yang diterapkan oleh RPA di Blitar raya merupakan wujud 
keterkaitan alternatif strategi para aktor yang terlibat dalam 
implementasi halal seperti BPJPH, Dinas Pemerintahan terkait 
serta akademisi. Dorongan dan sinergi dari aktor-aktor terkait 
melalui riset dan kajian menghasilkan beberapa strategi dalam 
implementasi SJH yang ada di RPA. Implementasi SJH pada 
RPA bertujuan untuk diperolehnya sertifikat halal. Pernyataan 
jaminan kehalalan sesuai syariat Islam melalu sertifikat halal ini 
memberi kepastian hukum bagi calon konsumen. Konsumen 
akan merasa lebih terlindungi dengan mengkonsumsi bahan 
pangan yang telah berlabel halal. Bagi produsen sertifikasi halal 
merupakan etika bisnis yang seharusnya dijalankan produsen 
sebagai jaminan halal bagi konsumen (Ramlan  dan  
Nahrowi2014). Hal ini selaras dengan UUJPH sertifikasi halal 
bersifat mandatory (keharusan) dari yang sebelumnya voluntary 
(sukarela). Karena itu, semua produk yang masuk, beredar, dan 
diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal 
(Hidayat dan Mustolih, 2015). Hal ini membuat peran aktor dan 
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kerjasamanya menjadi penting dalam perwujudan strategi 
percepatan implementasi SJH. 
 Alternatif strategi bagi setiap aktor memiliki keterkaitan satu 
sama lain dalam usaha percepatan implementasi SJH di RPA. 
Pada Gambar 4.5 digambarkan lebih jelas dan sederhana 
hubungan keterkaitan strategi antar aktor. Alternatif strategi 
Pengawasan regulasi halal pada RPA (C2) memiliki keterkaitan 
dengan program Peningkatan pembinaan dan pendampingan 
kepada RPA mengenai aspek operasional (D2). Kedua strategi 
tersebut mempengaruhi alternatif strategi pendampingan proses 
persiapan implementasi SJH oleh dinas terkait maupun 
akademisi (B1) dan perbaikan sistem distribusi ayam potong 
agar tetap segar (A3). Keempat alternatif strategi tersebut dapat 
dilakukan secara berkesinambungan.  
Alternatif strategi pengadaan riset dan penelitian pada SJH 
(D1) berpengaruh pada program pengadaan edukasi SJH, 
pembenahan SOP dan standar titik kritis kehalala pada proses 
produksi (C1). Strategi tersebut juga memiliki saling keterkaitan 
denga program pendampingan proses persiapan implementasi 
SJH oleh Dinas terkait maupun akademisi (B1). Keterkaitan 
antar tiga strategi tersebut akan berpengaruh pada strategi 
penerapan SJH secara konsisten oleh RPA (A2). Peran 
akademisi dalam pengadaan riset dan penelitian pada SJH 
sangat membantu aktor lain dalam upaya percepatan 
implementasi SJH yang dampaknya bukan hanya dirasakan 
oleh aktor-aktor terkait namun juga pada masyarakat luas. 
Ketersinambungan akan mewujudkan implementasi SJH dari 
berbagai aktor (RPA, BPJPH, Dinas pemerintahan). Integrasi 
alternatif strategi ini berpengaruh dalam upaya percepatan 
implementasi SJH yang arah tujuannya sesuai dengan 
pelaksanaan UU no.33 tahun 2014 mengenai Jaminan Produk 









Kesimpulan dari penelitian ini diantaranya: 
1. Kekuatan utama RPA di Blitar raya yaitu Pemotongan sesuai 
dengan aspek halal dan syariat Islam, sementara kelemahan 
utama adalah Ketidaksesuaian peralatan dan fasilitas 
produksi RPA dengan standar. Peluang terbesar RPA di 
Blitar raya adalah Pasar ayam potong halal yang besar, 
sedang ancaman terbesar adalah Masyarakat lebih gemar 
membeli ayam potong dari kios yang lebih dekat karena 
dianggap lebih segar. Posisi RPA di Blitar raya saat ini di sel 
IV artinya memiliki kemampuan internal kuat dan eksternal 
menengah atau tumbuh & berkembang (growth & build). 
2. Prioritas pertama alternatif strategi masing-masing aktor 
adalah: 
a. RPA: Pembentukan tim manajemen halal internal 
b. BPJPH: Pengawasan regulasi halal pada RPA 
c. Dinas Pemerintahan: Pendampingan proses persiapan 
implementasi SJH oleh Dinas terkait maupun akademisi 
d. Akademisi: Mengadakan riset dan penelitian pada SJH 
Terdapat keterkaitan dan kesinambungan antar alternatif 
strategi masing-masing aktor dalam percepatan implementasi 
SJH di RPA. Sinergi antar aktor dan kerjasamanya menjadi 
penting dalam perwujudan strategi percepatan implementasi 
SJH. Tujuan akhir dari ketersinambungan tersebut adalah 
membantu pemerintah untuk mewujudkan pelaksanaan UU 
no.33 tahun 2014 mengenai Jaminan Produk Hala (JPH). 
 
5.2 Saran 
Beberapa saran yang dapat diberikan untuk RPA di Blitar 
raya adalah diperlukan semangat dan komitmen tinggi untuk 
menjamin kualitas dan kehalalan pada produk ayam potong 
melalui sertifikasi halal selain itu menerapan SOP dan teknis 
produksi ayam halal harus dilakukan secara konsisten. Dinas 
peternakan kota mapun kabupaten Blitar dapat melakukan 
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monitoring serta evaluasi secara rutin untuk menjamin ayam 
potong yang beredar di masyarakat seluruh Blitar. BPJPH perlu 
lebih rutin dalam melakukan pengenalan serta sosialisasi 
mengenai jaminan produk halal untuk menumbuhkan kesadaran 
pelaku usaha serta meningkatkan pelayanan proses sertifikasi 
halal sehingga lebih cepat dan efisien. Selain pada stakeholder, 
pengenalan perlu juga dilakukan pada masyarakat luas agar 
budaya mengkonsumsi produk halal semakin meluas. 
Akademisi dapat melakukan pendampingan mengenai aspek 
operasional kepada RPA di Blitar raya agar menghasilkan 
daging ayam yang ASUH (Aman, Sehat, utuh, Halal). Penelitian 
selanjutnya dapat menerapkan metode penelitian ini pada objek 
berbeda, identifikasi faktor internal dan eksternal yang lebih luas 
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 Saya memohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk mengisi 
kuesioner berikut ini. Kuesioner akan digunakan sebagai bahan 
penelitian saya yang berjudul “Analisis Pengembangan Strategi 
Percepatan Implementasi Sistem Jaminan Halal Rumah Potong 
Ayam (RPA) di Blitar Raya dengan Integrasi Metode Strenght, 
Weakness, Opportunity, Threats (SWOT) dan Fuzzy Anaytical 
Network Process (FANP)”. Merumuskan alternatif strategi 
pengembangan untuk yang sesuai untuk percepatan implementasi 
Sistem Jaminan Halal (SJH) dalam upaya penerapan regulasi halal 
menggunakan analisis SWOT. Setelah itu menentukan prioritas 
alternatif strategi pengembangan untuk percepatan implementasi 
Sistem Jaminan Halal (SJH) menggunakan metode fuzzy ANP. 
 Besar harapan saya, Bapak/Ibu/Saudara/i dapat memberikan 
jawaban dengan sebenarnya. Terimakasih atas kerjasamanya dan 
kesediaan waktu yang diberikan oleh Bapak/Ibu/Saudara/i. 
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Yanti 
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KUESIONER PENILAIAN FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL 
IDENTITAS RESPONDEN 
1. Nama Pemilik RPA  : 
.................................................................... 
2. Alamat RPA   : 
.................................................................... 
          
.................................................................... 
3. Jenis Kelamin   : L/P 
4. Umur    : 
.................................................................... 
5. Agama    : 
.................................................................... 
6. Pendidikan Terakhir  : 
a. SD   c. SMA   e. Lain-lain 
…........................ 
b. SMP   d. Sarjana 
7. Lama Usaha Berjalan  : 
.................................................................... 
8. Kapasitas Produksi (per bulan) : 
.................................................................... 
PENENTUAN BOBOT FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL 
Tujuan:  
 Untuk mendapatkan penilaian para responden mengenai 
faktor-faktor internal maupun eksternal, yaitu dengan cara pemberian 
bobot terhadap seberapa besar faktor tersebut dapat mempengaruhi 
atau membentuk keberhasilan strategi dalam percepatan implementasi 
system jaminan halal untuk menunjang RPA bersertifikasi halal di 
Blitar Raya. 
Petunjuk Umum: 
1. Pengisian kuesioner dilakukan secara tertulis oleh responden 
2. Jawaban merupakan pendapat pribadi dari masing-masing 
responden 
3. Pengisian kuesioner dilakukan secara langsung oleh 
responden untuk menghindari jawaban yang tidak konsisten 
Petunjuk Khusus: 
1. Penentuan bobot merupakan pandangan masing-masing 
responden terhadap setiap faktor-faktor strategi internal dan 
eksternal UMKM keripik buah di Kota Batu 
2. Penilaian bobot berdasarkan tingkat kepentingan dengan 
skala 1 sampai 5 dengan keterangan sebagai berikut: 
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1 = tidak penting 3 = cukup penting 5 = sangat 
penting 
2 = kurang penting 4 = penting 
 
 
a)   Identifikasi Bobot Faktor Strategis Internal 
 Faktor Strategis Internal 
Penilaian 
1 2 3 4 5 
1 
Rumah Potong Ayam telah memperhatikan 
dan menerapkan SOP pemotongan ayam 
yang baik dan benar 
     
2 
Pemotongan sesuai dengan aspek halal dan 
syariat Islam 
     
3 Tenaga kerja mengikuti pelatihan JULEHA      
4 
. Kualitas ayam yang disembelih lebih baik 
dan seragam dibandingkan dengan 
pemotongan di kios konvensional 
     
5 . Kurangnya SDA mengurus sertifikasi halal      
6 
Ketidaksesuaian peralatan dan fasilitas 
dengan standart 
     
7 Kurangnya implementasi SJH menyeluruh      
8 Biaya proses sertifikasi halal mahal      
 
b)   Identifikasi Bobot Faktor Strategis Eksternal 
 
Faktor Strategis Eksternal 
Penilaian 
1 2 3 4 5 
1 
Perkembangan pemotongan ayam yang lebih 
praktis dan cepat 
     
2 
Kesadaran masyarakat terkait kehalalan, gizi 
dan kesehatan ayam potong 
     
3 Pasar ayam potong halal yang besar      
4 
Pesaing sedikit bahkan belum ada di wilayah 
Blitar raya 
     
5 
Masyarakat kurang percaya pada kehalalan 
dan  keamanan ayam potong yang 
diproduksi 
     
6 
Masyarakat awam tidak perduli dengan 
kehalalan produk ayam potong selama 
produk ayam tidak cacat secara fisik 
     
7 
Masyarakat beralih mengkonsumsi daging 
salain ayam potonhg 




Masyarakat lebih gemar membeli ayam 
potong dari kios yang lebih dekat karena 
dianggap lebih segar 
     
Keterangan: 
1 = tidak penting  3 = cukup penting 5 = sangat 
penting 




PENENTUAN RATING (PERINGKAT) 
Tujuan: 
 Untuk mendapatkan penilaian para responden mengenai 
faktor-faktor strategis internal maupun eksternal dengan cara 
pemberian rating (peringkat) terhadap seberapa besar faktor 
mempengaruhi strategi pengembangan implementasi system jaminan 
halal di Blitar raya. Penilaian rating dilakukan untuk melihat seberapa 
besar respon RPA terhadap faktor strategis internal dan eksternal RPA 
di Blitar Raya. 
Petunjuk Umum: 
1. Pengisian kuesioner dilakukan secara tertulis oleh responden 
2. Jawaban merupakan pendapat pribadi dari masing-masing 
responden 
3. Pengisian kuesioner diisi secara langsung oleh responden untuk 
menghindari jawaban yang tidak konsisten 
4. Tuliskan nilai faktor rating faktor sesuai kriteria pada kolom rating 
yang telah tersedia 
5. Responden berhak untuk menambahkan atau mengurangi hal-
hal yang tercantum dalam kuesioner ini, memiliki pandangan 
yang berbeda dengan responden lain atau dengan peneliti. Hal 
ini dibenarkan jika dilengkapi dengan alasan yang kuat. 
a)     Penentuan Rating Faktor Internal 
Pertanyaan: 
 Menurut Bapak/Ibu/Saudara/i, bagaimana faktor-faktor 
kekuatan dan kelemahan internal di bawah ini mempengaruhi RPA? 
 Alternatif pemberian bobot terhadap faktor-faktor internal 
berupa kekuatan dan kelemahan yang tersedia adalah: 
Kriteria Kekuatan: 
1) Nilai 1, Jika faktor strategis merupakan kekuatan yang 
berpengaruh kecil terhadap RPA 
2) Nilai 2, Jika faktor strategis merupakan kekuatan yang 
berpengaruh sedang terhadap RPA 
3) Nilai 3, Jika faktor strategis merupakan kekuatan yang 
berpengaruh besar terhadap RPA 
4) Nilai 4, Jika faktor strategis merupakan kekuatan yang 
berpengaruh sangat besar terhadap RPA 
 
 
Faktor Strategis Internal 1 2 3 4 
Kekuatan         
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Rumah Potong Ayam telah memperhatikan dan menerapkan SOP 
pemotongan ayam yang baik dan benar 
        
Pemotongan unggas telah sesuai dengan syariat Islam         
Tenaga langsung (penyembelih) telah mengikuti pelatihan Juru Sembelih 
halal (JULEHA) 
        
Kualitas ayam yang disembelih lebih baik dan seragam         
 
Kriteria Kelemahan: 
 Nilai 1, Jika faktor strategis tersebut merupakan kelemahan 
yang sangat berarti bagi RPA 
 Nilai 2, Jika faktor strategis tersebut merupakan kelemahan 
yang cukup berarti bagi RPA 
 Nilai 3, Jika faktor strategis tersebut merupakan kelemahan 
yang kurang berarti bagi RPA 
 Nilai 4, Jika faktor strategis tersebut merupakan kelemahan 
yang tidak berarti bagi RPA 
Faktor Strategis Internal 1 2 3 4 
Kelemahan         
Biaya dalam memperoleh sertifikasi halal         
Kurangnya sumber daya manusia dalam mengurus sertifikasi halal         
Ketidaksesuaian peralatan dan fasilitas produksi RPA dengan standar 
yang ada 
        
Kurangnya implementasi Sistem Jaminan Halal (SJH) secara menyeluruh         
 
b)     Penentuan Rating Faktor Eksternal 
Pertanyaan: 
 Menurut Bapak/Ibu/Saudara/i, bagaimana faktor-faktor 
peluang dan ancaman eksternal di bawah ini mempengaruhi UMKM 
keripik buah? 
 Alternatif pemberian bobot terhadap faktor-faktor eksternal 
berupa peluang dan ancaman yang tersedia adalah:  
Kriteria Peluang: 
 Nilai 1, Jika faktor strategis mempunyai kemampuan tidak baik 
terhadap RPA dalam meraih peluang tersebut 
 Nilai 2, Jika faktor strategis mempunyai kemampuan cukup baik 
terhadap RPA dalam meraih peluang tersebut 
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 Nilai 3, Jika faktor strategis mempunyai kemampuan baik 
terhadap RPA dalam meraih peluang tersebut 
 Nilai 4, Jika faktor strategis mempunyai kemampuan sangat 
baik terhadap RPA dalam meraih peluang tersebut 
 
Faktor Strategis Eksternal 1 2 3 4 
Peluang         
Perkembangan teknologi pemotongan ayam yang lebih praktis dan cepat         
Kesadaran masyarakat terkait kehalalan, gizi, dan kesehatan ayam 
potong 
        
Pasar ayam potong halal yang besar         
Pesaing sedikit bahkan belum ada di wilayah Blitar Raya         
 
Kriteria Ancaman: 
 Nilai 1, jika faktor merupakan ancaman yang mempengaruhi 
sangat kuat terhadap RPA 
 Nilai 2, jika faktor merupakan ancaman yang mempengaruhi 
kuat terhadap RPA 
 Nilai 3, jika faktor merupakan ancaman yang mempengaruhi 
lemah terhadap RPA 
 Nilai 4, jika faktor merupakan ancaman yang mempengaruhi 
sangat lemah terhadap RPA 
Faktor Strategis Eksternal 1 2 3 4 
Ancaman         
Masyarakat kurang percaya pada kehalalan dan keamanan ayam potong 
yang diproduksi 
        
Masyarakat awam tidak perduli dengan kehalalan produk ayam potong 
selama produk ayam tidak cacat secara fisik 
        
Masyarakat beralih mengkonsumsi daging selain ayam potong     
Masyarakat lebih gemar membeli ayam potong dari kios yang lebih dekat 
karena dianggap lebih segar 






Lampiran 2. Kuesioner Fuzzy ANP 
KUESIONER PENENTUAN PRIORITAS ALTERNATIF STRATEGI 
DENGAN ANALYTICAL NETWORK PROCESS SISTEM JAMINAN 
HALAL (SJH) DI RUMAH POTONG AYAM (RPA) 
 
IDENTITAS RESPONDEN 
Nama  : 
Alamat Instansi: 




Anda diminta memberikan nilai bobot kepentingan pada tabel matriks 
antar faktor dengan cara melingkari nomor yang telah tersedia 
berdasarkan ketentuan tingkat kepentingan berikut ini. Bila faktor 
sebelah kiri lebih penting maka lingkarilah nilai yang terdapat di 
sebelah kiri. Bila faktor sebelah kanan lebih penting maka lingkarilah 
nilai yang terdapat disebelah kanan. Atas kesediaan Anda membantu 
kelancaran pelaksanaan penelitian ini saya ucapkan terimakasih. 




1 Sama penting antar 2 elemen 
3 Sedikit lebih penting dari elemen lain 
5 Cukup penting dibanding elemen lain 
7 Sangat penting dibanding elemen lain 
9 Mutlak lebih penting dibanding elemen lain 
2,4,6,8 Nilai-nilai diantara dua pertimbangan 
 
Berikut contoh pengisian kuesioner: 
Jika menganggap “Kriteria A” cukup penting dari “Kriteria B”, maka: 
A Skala Penilaian B 
Kriteria A 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kriteria B 
 
Jika menganggap “Kriteria B” sangat penting dari “Kriteria A”, maka: 
A Skala Penilaian B 





1. Dalam rangka melakukan percepatan implementasi sistem 
jaminan halal RPA di Blitar raya, menurut Anda bagaimana 
perbandingan tingkat kepentingan antar aktor berikut: 
Aktor Skala Penilaian Aktor 
RPA 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Dinas 
Pemerintahan 
RPA 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 BPJPH 








9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Akademisi 
BPJPH 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Akademisi 
 
2. Berikut perbandingan tingkat kepentingan antara aktor RPA 
dengan aktor lain. Menurut Anda bagaimana perbandingan tingkat 
kepentingan aktor berikut: 
Aktor Skala Penilaian Aktor 
RPA 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Dinas 
Pemerintahan 
RPA 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 BPJPH 








9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Akademisi 







3. Berikut perbandingan tingkat kepentingan antara aktor Dinas 
Pemerintahan dengan aktor lain. Menurut Anda bagaimana 
perbandingan tingkat kepentingan aktor berikut: 
Aktor Skala Penilaian Aktor 
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RPA 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Dinas 
Pemerintahan 
RPA 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 BPJPH 








9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Akademisi 
BPJPH 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Akademisi 
 
4. Berikut perbandingan tingkat kepentingan antara aktor BPJPH 
dengan aktor lain. Menurut Anda bagaimana perbandingan 
tingkat kepentingan aktor berikut: 
Aktor Skala Penilaian Aktor 
RPA 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Dinas 
Pemerintahan 
RPA 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 BPJPH 








9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Akademisi 








5. Berikut perbandingan tingkat kepentingan antara aktor akademisi 
dengan aktor lain. Menurut Anda bagaimana perbandingan 
tingkat kepentingan aktor berikut: 
Aktor Skala Penilaian Aktor 
RPA 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Dinas 
Pemerintahan 
RPA 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 BPJPH 
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9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Akademisi 
BPJPH 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Akademisi 
 
6. Berikut perbandingan tingkat kepentingan alternatif strategi bagi 
RPA. Menurut Anda bagaimana perbandingan tingkat 
kepentingan alternatif strategi berikut: 
A1 = Pembentukan tim manajemen halal internal  
A2 = Penerapan SJH secara konsisten oleh RPA  
A3 = Memperbaiki sistem distribusi ayam potong agar tetap segar  






A1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A2 
A1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A3 
A1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A4 
A2 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A3 
A2 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A4 
A3 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A4 
 
7. Berikut perbandingan tingkat kepentingan alternatif strategi bagi 
Dinas Pemerintahan. Menurut Anda bagaimana perbandingan 
tingkat kepentingan alternatif strategi berikut: 
B1: Pendampingan proses persiapan implementasi SJH oleh 
Dinas terkait maupun akademisis 
B2:  Memfasilitasi RPA dalam pengajuan sertifikasi halal ke 
BPJPH 






B1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 B2 
B1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 B3 




8. Berikut perbandingan tingkat kepentingan alternatif strategi bagi 
BPJPH. Menurut Anda bagaimana perbandingan tingkat 
kepentingan alternatif strategi berikut: 
C1 = Mengadakan edukasi SJH, pembenahan SOP dan standar 
titik kritis kehalala pada proses produksi  
C2 = Pengawasan regulasi halal pada RPA (C2) 
C3 = Mengadakan sosialisasi tentang SJH pada masyarakat (C3) 










C1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C2 
C1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C3 
C1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C4 
C2 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C3 
C2 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C4 
C3 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C4 
 
9. Berikut perbandingan tingkat kepentingan alternatif strategi bagi 
akademisi. Menurut Anda bagaimana perbandingan tingkat 
kepentingan alternatif strategi berikut: 
D1: Mengadakan riset dan penelitian pada SJH 
D2: Peningkatan pembinaan dan pendampingan kepada RPA 
















Lampiran 3. Identitas Responden Penelitian 
Kuesioner SWOT 
 





Kapasitas produksi (Per 
Bulan) 
Rata rata pendapatan 
bersih (Per Bulan) 
1 Jatinom Indah Marmin  
Siswojo  
53  S1 43  100 ekor/hari  ±85 juta 
2 Dimoro Pemerintah 
Kota Blitar  
- -   8 3000 – 3500 ekor/hari  ±25 juta 
3 Pujianto Bpk 
Pujianto  
54 SLTA   8 400-500 ekor/hari  ±8 juta 
 















1  Bapak Yuli 
Prasetya 
Budi 
- S2 Sekretaris 
Umum 
 MUI Blitar 
2  Bapak 
Yudha 
46 S2 Sekretaris 
Umum  
 Dinas Peternakan dan 
Perikanan Kabupaten 
Blitar 
3  Ibu Dewi  
Masyitoh 




 Dinas Ketahanan 




































1 Rumah Potong Ayam telah 
memperhatikan dan menerapkan 
SOP pemotongan ayam yang baik 
dan benar 
4 4 3 11 0.
15 
2 Pemotongan unggas telah sesuai 
dengan syariat Islam 
4 4 4 12 0.
16 
3 Tenaga langsung (penyembelih) 
telah mengikuti pelatihan Juru 
Sembelih halal (JULEHA) 
3 3 3 9 0.
12 
4 Kualitas ayam yang disembelih lebih 
baik dan seragam 
4 5 4 13 0.
17 
5 Biaya dalam memperoleh sertifikasi 
halal 
2 4 2 8 0.
11 
6 Kurangnya sumber daya manusia 
dalam mengurus sertifikasi halal 
3 2 2 7 0.
09 
7 Ketidaksesuaian peralatan dan 
fasilitas produksi RPA dengan 
standar yang ada 
3 3 3 9 0.
12 
8 Kurangnya implementasi Sistem 
Jaminan Halal (SJH) secara 
menyeluruh 
2 2 2 6 0.
08 





























1 Perkembangan teknologi pemotongan 
ayam yang lebih praktis dan cepat 





2 Kesadaran masyarakat terkait 
kehalalan, gizi, dan kesehatan ayam 
potong yang tinggi 
2 2 2 6 0.
1
1 
3 Pasar ayam potong halal yang besar 3 3 2 8 0.
1
4 
4 Pesaing sedikit bahkan belum ada di 
wilayah Blitar Raya 
2 2 2 6 0.
1
1 
5 Masyarakat kurang percaya pada 
kehalalan dan keamanan ayam 
potong yang diproduksi 
3 3 3 9 0.
1
6 
6 Masyarakat awam tidak perduli 
dengan kehalalan produk ayam 
potong selama produk ayam tidak 
cacat secara fisik 
2 2 1 5 0.
0
9 
7 Masyarakat lebih gemar membeli 
ayam potong dari kios yang lebih 
dekat karena dianggap lebih segar 

































Kekuatan         
1 Rumah potong ayam telah 
memperhatrikan dan 
menerapkan SOP pemotongan 
ayam yang baik dan benar 
4 4 3 3.6
7 
2 Pemotongan sesuai dengan 
aspek halal dan syariat Islam 
4 4 4 4.0
0 
3 Tenaga kerja mengikuti pelatihan 
JULEHA 
3 3 3 3.0
0 
4 Kualitas aya, yang disembelih 
lebih baik dan seragam 
3 3 3 3.0
0 
Kelemahan     
5 Biaya dalam memperoleh 
sertifikasi halal 
2 4 2 2.6
7 
6 Kurangnya sumber daya 
manusia dalam mengurus 
sertifikasi halal 
3 2 2 2.3
3 
7 Ketidaksesuaian peralatan dan 
fasilitas produksi RPA dengan 
standar yang ada 
3 3 3 3.0
0 
8 Kurangnya implementasi Sistem 
Jaminan Halal (SJH) secara 
menyeluruh 


































  Peluang         
1 Perkembangan teknologi 
pemotongan ayam yang lebih 
praktis dan cepat 
3 4 3 3.3
3 
2 Kesadaran masyarakat terkait 
kehalalan, gizi, dan kesehatan 
ayam potong 
2 2 2 2.0
0 
3 Pasar ayam potong halal yang 
besar 
3 3 2 2.6
7 
4 Pesaing sedikit bahkan belum 
ada di wilayah Blitar Raya 
2 2 2 2.0
0 
  Ancaman         
5 Masyarakat kurang percaya 
pada kehalalan dan keamanan 
ayam potong yang diproduksi 
3 3 3 3.0
0 
6 Masyarakat awam tidak perduli 
dengan kehalalan produk ayam 
potong selama produk ayam 
tidak cacat secara fisik 
2 2 1 1.6
7 
7 Masyarakat lebih gemar membeli 
ayam potong dari kios yang lebih 
dekat karena dianggap lebih 
segar 






Lampiran 6. Contoh Perhitungan Fuzzy ANP 
 
Matriks Perbandingan 









1 1 2 

















1 1 2 












Total Baris  










































Total Kolom 1 1 1 1 4 
 
Vektor Prioritas 





































Total Kolom 1 1 1 1   
*Nilai vektor prioritas didapatkan dari pembagian total baris dibagi 
jumlah dari kriteria (n) 
 
Perkalian Matriks dengan Vektor Prioritas 
1 3 2 3  0.450466  1.854895 
0.3333333 1 1 2       X 0.197164 = 0.807887 
0.5 1 1 3  0.244172 0.991162 
0.3333333 0.5 0.3333333 1  0.1082  0.438326 
Lampiran 6. Contoh Perhitungan Fuzzy ANP (Lanjutan) 
 
Perhitungan Bobot Prioritas 
4.1177232 4.097537 4.0592681 4.051167 16.3257 
 




          Keterangan: n = Jumlah Kriteria    𝜆maks = 
16,6
4





                 Keterangan: n = Jumlah Kriteria     CI = 
4,15 − 4
4−1





         CR = 
0,051
0,90
 = 0,03 
 




















1) (1/2,2/3,1) (1,1,1) (1,1,1) 
Akademisi (1/2,2/3,
1) (1/2,2/3,1) (1,1,1) (1,1,1) 
 
Perhitungan l, m, u 
  
Jumlah 
l m u 
RPA 4 5.5 7 
Dinas Pemerintahan 3.5 4.667 6 
BPJPH 3 3.333 4 
Akademisi 3 3.333 4 
Jumlah 13.5 16.833 21 
 
Pembagian Silang 
Aktor l m u 
RPA 0.190 0.327 0.519 
Dinas Pemerintahan 0.167 0.277 0.444 
BPJPH 0.143 0.198 0.296 
Akademisi 0.143 0.198 0.296 
 
 
Lampiran 6. Contoh Perhitungan Fuzzy ANP (Lanjutan) 
 





RPA - 1 1 1 
Dinas Pemerintahan 0,837 - 1 1 
BPJPH 0,451 0,621 - 1 





1 0.836872 0.451195 0.451195 
 
Normalisasi Bobot Vektor 




Lampiran 7 Hasil Rekapan Normalisasi Bobot Vektor Masing-masing 
Aktor 
 
Normalisasi Bobot Vektor Aktor 
Aktor RPA Dinas pemerintahan BPJPH Akademisi 
RPA 0.365 0.294 0.252 0.252 
Dinas Pemerintahan 0.306 0.346 0.279 0.279 
BPJPH 0.165 0.192 0.332 0.138 
Akademisi 0.165 0.168 0.138 0.332 
 
Normalisasi Bobot Vektor Ketergantungan Antar Aktor 
RPA 
Aktor RPA Dinas 
pemerintahan 
BPJPH Akademisi 
RPA 0.365 0.294 0.252 0.252 
Dinas 
Pemerintahan 
0.306 0.346 0.279 0.279 
BPJPH 0.165 0.192 0.332 0.138 
Akademisi 0.165 0.168 0.138 0.332 
 
BPJPH 
RPA 0.365 0.294 0.252 0.252 
Dinas 
Pemerintahan 
0.306 0.346 0.279 0.279 
BPJPH 0.165 0.192 0.332 0.138 
Akademisi 0.165 0.168 0.138 0.332 
 
Dinas Pemerintahan Kota 
RPA 0.336 0.250 0.307 0.474 
Dinas 
Pemerintahan 
0.336 0.250 0.377 0.175 
BPJPH 0.129 0.250 0.168 0.175 
Akademisi 0.199 0.250 0.148 0.175 
 
Dinas Pemerintahan Kabupaten 





0.291 0.300 0.084 0.273 
BPJPH 0.220 0.231 0.471 0.403 
Akademisi 0.107 0.169 0.213 0.109 
 




RPA 0.256 0.250 0.474 0.300 
Dinas 
Pemerintahan 
0.322 0.260 0.175 0.214 
BPJPH 0.176 0.269 0.175 0.233 




Lampiran 8. Hasil Perhitungan Bobot Akhir Prioritas Masing-masing 
Aktor 
 
Bobot Akhir Prioritas Aktor 
BPJPH 
 






0.306 0.346 0.279 0.279 x 0.306 = 0.30907 
 












Dinas Pemerintahan Kota 
 






0.336 0.250 0.377 0.175 x 0.482 = 0.26543 
 












Dinas Pemerintahan Kabupaten 
 






0.291 0.300 0.084 0.273 x 0.248 = 0.21664 
 




















0.322 0.260 0.175 0.214 x 0.439 = 0.25793 
 












Hasil Agregasi Masing-masing Responden 
Contoh perhitungan agregat aktor pelaku usaha: 
√0,306 × 0,278 × 0,306 × 0,302 × 0,347
2 = 0,38 
RPA 0.38 1 
Dinas Pemerintahan 0.34 3 
BPJPH 0.31 2 
95 
 




Lampiran 10. Hasil Rekapan Normalisasi Bobot Vektor Antar Alternatif 
Strategi 
 

































0.175 0.109 0.056 
 





























0.333 0.345 0.379 
 



































0.148 0.109 0.165 
 



























Lampiran 11. Hasil Perhitungan Bobot Akhir Prioritas Antar Alternatif 
Strategi 
 
Bobot Akhir Prioritas Alternatif Strategi RPA 
BPJPH 
0.252    0.077 A1 
0.279 X 0.306 = 0.085 A2 
0.002    0.001 A3 
0.138    0.042 A4 
 
Dinas Pemerintahan Kota 
0.474    0.147 A1 
0.175 X 0.310 = 0.054 A2 
0.175    0.054 A3 
0.175    0.054 A4 
 
Dinas Pemrintahan Kabupaten 
0.215    0.061 A1 
0.273 x 0.283 = 0.077 A2 
0.403    0.114 A3 
0.109    0.031 A4 
 
Akademisi 
0.295    0.089 A1 
0.439 x 0.302 = 0.132 A2 
0.211    0.064 A3 
0.056    0.017 A4 
 
Hasil Agregasi Masing-masing Responden 
Contoh perhitungan agregat alternatif strategi pelaku usaha A1: 
√0,252 × 0,093 × 0,171 × 0,015 × 0,199
2
= 0,164 
Alternatif Strategi Nilai Agregat Peringkat 
A1 0.144 1 
A2 0.137 2 
99 
 
A3 0.046 4 
A4 0.065 3 
 
 
 
 
